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P   U   T   U   S   A   N
NOMOR :  174/G/2010 /PTUN- JKT.

DEMI   KEADILAN  BERDASARKAN   KETUHANAN  YANG  MAHA 

ESA 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  b iasa ,  

te lah  menja tuhkan  putusan  dengan   per t imbangan  -  

per t imbangan   seper t i  te rsebu t  d ibawah  in i ,  da lam 

perkara   anta ra  :  - - - - - - - - -

PT.  RAJAWALI  CITRA TELEVISI  INDONESIA,  dalam  hal  in i  

d iwak i l i  o leh  Hary  Tanoesoed ib j o ,  

Warga  Negara  Indones ia ,  Peker j aan  

Di rek tu r  Utama PT.  Rajawal i  Ci t r a  

Telev i s i  Indones ia ,  ber l amat  di  

Ja lan  Raya Per juangan  No.  1,  Kebon 

Jeruk  Jakar ta ,  11530,  da lam  hal  

in i  member ikan  kuasa  kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

ANDI FANANO SIMANGUNSONG, SH ;  - - - -

CHRISTMA  CELI  MANAFE,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

EKO  PRASETIO,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ada lah  Advokat  pada Kanto r  Hukum di  

AFS  Par tne rsh i p ,  Gedung  Menara  

Thamr in  Lanta i  14 Sui te  1408,  Ja lan  

M.H.  Thamr in  Kav.  3,  Jakar t a ,  

10250,  berdasarakan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  26 November  2010,  

No.  133/AFS- RCTI /X I / 2010 ,  untuk  

se lan ju t nya  d isebu t  sebaga i  ……………..

… PENGGUGAT ;  

L A W A N :

KOMISI  PENYIARAN  INDONESIA  PUSAT,  berkedudukan  d i  

Gedung Bapeten ,  Lt .  VI ,  Ja lan  Gajah  

Mada No.  8,  Jakar ta  Pusat ,  10120,  

da lam ha l  in i  member i  kuasa  dengan 

Sura t  Kuasa Khusus ,  kepada  :  - -

DR.  EDY  LISDIYONO.  SH. ,  MH  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

PRIO  HANDOKO,  SH  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ada lah  Advokat  dan Penasehat  Hukum,  

masing  –  masing  maupun  secara  

bersama  –  sama  sepakat  memi l i h  

domis i l i  d i  Kanto r  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Pusat  d i  Gedung  Bapeten ,  

Lanta i  6,  Ja lan  Gajah  Mada No.  8,  

2
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Jakar ta  10120,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  No.  717/K /KPI /X I I / 1 0 ,  

tangga l  15  Desember  2010,  untuk  

se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TERGUGAT 

;

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  174  /  PEN –  DIS  /  

2010  /  PTUN  –  JKT,  tangga l  

30  Nopember  2010  ten tang  Penetapan  Pers idangan  

Perkara                dengan  acara  biasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan   Ketua  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  174  /  PEN /  2010  /  

PTUN–JKT,  tangga l                             30  

Nopember  2010  ten tang  Penunjukkan  Susunan  Maje l i s  

Hakim yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  gugatan  

in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  Nomor  :  174 /  

PEN-HS /  2010/  PTUN –  JKT,  tangga l  01  Desember  

2010  ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  Pemer iksaan  
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Pers iapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Telah  membaca  Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  

29  Nopember   2010 yang  dida f t a r  d i  Kepan i t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  

29  Nopember   2010 di  bawah  reg i s t e r  perkara  

nomor  :  174/G/2010 /PTUN  -  JKT dan  te l ah  pula  

dipe rba i k i  /  d isempurnakan  pada  tangga l  09 

Desember  2010 ;  - - - - - - - -

- Telah  membaca  berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca Sura t  -  Sura t  dan Bukt i  -  Bukt i  dar i  

Penggugat   dan  Terguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  mendengarkan  kete rangan  saks i  –  saks i  dar i  

p ihak  -  p ihak  yang  bersengke ta  d ipe rs i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang,  Bahwa  Penggugat  te lah  mengajukan  

sura t  gugatannya    te r t angga l  29  Nopember   2010,  yang  

di t e r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani t e r aan   Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  pada  tangga l  

29  Nopember   2010  dibawah  Regis te r  Perkara  Nomor  :  

174/G/2010 /PTUN  - JKT,   dan  te lah  pu la  d ipe rba i k i  /  
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disempurnakan  pada  tangga l  09  Desember  2010,  dengan  

mengemukakan  alasan   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . DUDUK PERKARA

1. Program  SILET  ada lah  program  has i l  produks i  dar i  

Ind igo  Produc t i on  House   yang   te lah   mengudara  

se lama  8  tahun  dan di t ayangkan  di  

stas iun  te lev i s i  swasta  RCTI .  Berbeda  dengan  

program  in fo t a i nment  pada  umumnya,  Program  Si le t  

ada lah  program  yang  bers i f a t  inves t i ga t i f  d imana  

dalam  pe l i pu t annya  Program  Si le t  se la l u  berusaha  

mencar i  dan  mempero leh  in fo rmas i  dengan  cara  

mencar i  fak ta - fak ta  yang  ada  ataupun  mewawancara i  

narasumber  yang  kred ibe l  dan  re levan .  Oleh  karena  

i t u ,  maka  Program  Si le t  memenuhi  kua l i f i k a s i  

sebaga i  karya  ju rna l i s t i k  dan  tunduk  pada  

keten tuan  UU Pers ,  seh ingga  haknya  di j am in  dan  

di l i n dung i  o leh  UU  Pers .  Dalam  melakukan  

keg ia tannya ,  khususnya  te rka i t  Program  Si le t  7 

November  2010,  war tawan  dan  t im  redaks i  Si l e t  yang  

te rgabung  dalam  Persa tuan  Wartawan  Indones ia  

( “PWI” ) ,  se la l u  mematuh i  ka idah  -  ka idah  Kode Et i k  

Jurna l i s t i k  PWI ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Penayangan  Program  Si le t  7  November  2010  

di l a t a r be l a kang i  karena  sebe lumnya  te lah  beredar  
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pesan  s ingka t  beran ta i  d i  masyaraka t  dar i  ah l i  

vu lkano log i  dun ia  berupa  kabar  bahwa  puncak  

le tusan  Gunung  Merap i  akan  te r j ad i  pada  tangga l  8 

November  2010.  Berdasarkan  hal  i t u ,  Tim  Si le t  

berusaha  mencar i  tahu  kebenaran  dar i  pesan  s inga t  

te rsebu t .  Tim  Si le t  melakukannya  dengan  cara  

mewawancara i  narasumber  yang  kred ibe l ,  ya i t u  ah l i  

vu lkano log i ,  pene l i t i  sen io r  LAPAN,  budayawan  Jawa 

dan  sp i r i t u a l i s  Jawa.  Hasi l  dar i  inves t i gas i  

te rsebu t  d i t ayangkan  pada  Program  Si le t  tangga l  

7 November  2010  pada  puku l  11.00- 12.00  WIB di  RCTI  

yang  membahas  ten tang  Merap i  ( “P rog ram  Si le t  7 

November  2010” )  ;  - - - - - -

3. Ternya ta  secara  t i ba - t i ba  pada  tangga l  8  November  

2010  puku l  11.45  WIB (hanya  23  jam  leb ih  se jak  

Program  Si le t  7  November  2010  di tayangkan) ,  

Tergugat   mengi r imkan   fax  berupa  sura t  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Pusat  ( “KPI ” )  No.  

667/K /KPI / 11 /10  yang  is i nya  merupakan  undangan  

kepada  Penggugat  untuk  mener ima  dan  menja lankan  

sanks i  admin is t r a t i f  dar i  KPI  Pusat  atas  

penayangan  Program  Si le t  7  November  2010  yang  

dida l i l k a n  oleh  Terguga t  bahwa  Penggugat  te l ah  

melakukan  pelanggaran  bera t  te rhadap  Undang- Undang  

Peny ia ran  ser ta  Pedoman  Per i l a ku  Peny ia ran  dan  

Standar  Program  Siaran  ( “P3SPS”)  ;  

6
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Penggugat  sangat  te rke ju t  mener ima  fax  dimaksud,  

sebab  tanpa  adanya  pembicaraan  apapun,  tanpa  

mela lu i  prosedur  te r t en tu  te r l eb i h  dahu lu ,  ser ta  

tanpa  member i t ahukan  Penggugat  mengena i  

pe langgaran  yang  di l akukannya  dan  tanpa  member ikan  

kesempatan  bag i  Penggugat  untuk  membela  

di r i n ya /member i kan  k la r i f i k a s i ,  Terguga t  te l ah  

menja tuhkan  sanks i  admin is t r a t i f  kepada  

Penggugat  ;  

5. Perwak i l an  Penggugat  akh i rnya  mendatang i  Terguga t  

pada  har i  yang  sama  ( tangga l  8  November  2010)  

untuk  membicarakan  permasa lahan  te rsebu t .  Pada 

per temuan  te rsebu t ,  Terguga t  menuduh  Penggugat  

melakukan  pelanggaran  te rhadap  Pasal  36  ayat  (5 )  

huru f  a  Undang -  Undang  Nomor  32  Tahun  2002 

ten tang  Peny ia ran  ( “UU  Peny ia ran ” )  dan  Pasa l  55 

Standar  Program  Siaran  ( “SPS” )  dengan  menayangkan  

in f o rmas i  yang  menyesatkan ,    menghasut  dan  t i dak  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  seh ingga  menimbulkan  

keresahan ,  kepan ikan ,  ketaku tan ,  t rauma  dan  

menambah pender i t aan  te rhadap  korban ,  ke lua rga  dan  

masyaraka t  yang  sedang  mengalami  musibah  Merap i .  

Tergugat  meminta  Penggugat  member i kan  jawaban  atas  

hal  te rsebu t .  Dalam per temuan   te rsebu t   Tergugat  

t i dak  pernah  membicarakan   tuduhan  
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pelanggaran  Pasa l  56  huru f  d  dan  e  berupa  

menampi l kan  gambar  korban  atau  mayat  secara  det i l  

( big  c lose  up,  medium c lose  up,  ext reme  c lose  up ) ;  

dan/a tau  menampi l kan  gambar  luka  t i ngka t  bera t ,  

darah ,  dan/a tau  potongan  organ  tubuh  dan  t i dak  

pernah  meminta  respon  dar i  Penggugat  mengena i  ha l  

i t u  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Namun  sayangnya  baru  sek i t a r  10  meni t  sete lah  

pembicaraan  i t u ,  Tergugat  langsung  menyerahkan  

Sura t  Keputusan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  

No.  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  8  November  2010  

per iha l  Penghent i an  Sementara  ( “KTUN”)  yang  is i nya  

menyatakan  bahwa  Penggugat  te l ah  melakukan  

pelanggaraan  dengan  menayangkan  in f o rmas i  yang  

menyesatkan ,  menghasut  dan  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  yang  menimbulkan  keresahan ,  

kepan ikan ,  ketaku tan ,  t rauma  dan  menambah 

pender i t aan  te rhadap  korban ,  ke lua rga  dan  

masyaraka t  yang  sedang  mengalami  musibah  Merap i  

sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  36 ayat  (5 )  huru f  a 

UU Peny ia ran  dan Pasa l  55 SPS.  Anehnya  dalam sura t  

te rsebu t  Tergugat  member ikan  sanks i  admin is t r a t i f  

kepada  Penggugat  berupa  Penghent i an  sementa ra  atas  

peny ia ran  program  Si le t ,  yang  bukan  merupakan  

sanks i  atas   pelanggaran   Pasa l   36   ayat   (5 )  

huru f  a  UU  Peny ia ran ,  mela inkan  sanks i  atas  

pelanggaran  te rhadap  Pasal  56  huru f  d  dan  e  dar i  
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SPS,  ya i t u  menyia rkan  gambar  korban  atau  mayat  

secara  deta i l  dan/a tau  menampi l kan  gambar  luka  

t i ngka t  bera t ,  darah  dan  /  atau  potongan  organ  

tubuh .  Padaha l  Tergugat  sebe lumnya  t i dak  pernah  

mempermasalahkan  mengena i  ada  t i daknya  peny ia ran  

gambar  korban  atau  mayat  secara  deta i l  

dan  /  atau  menampi l kan  gambar   luka  t i ngka t  bera t ,  

darah  dan /  atau  

potongan  organ  tubuh  dan  t i dak  pernah  

member i t ahukan  mengenai  tuduhan  te rsebu t  ser ta  

t i dak  pernah  member ikan  kesempatan  bagi  Penggugat  

untuk  member ikan  k la r i f i k a s i  /  pembelaannya  atas  

tuduhan  i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. 2  (dua)  har i  kemudian ,  tangga l  10  November  2010,  

Penggugat  mendatang i  Terguga t  untuk  member ikan  hak  

jawab,  ba ik  secara  l i san  maupun  secara  te r t u l i s .  

Dalam  pembicaraan  te rsebu t ,  Terguga t  lag i  -  lag i  

menyatakan  bahwa  pelanggaran  yang  di l akukan  

Penggugat  adalah  menyia rkan  in fo rmas i  yang  

menyesatkan ,  menghasut  dan  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  (bukan  menampi l kan  gambar  

korban  atau  mayat  secara  deta i l  dan  /  atau  

menampi l kan  gambar  luka  t i ngka t  bera t ,  darah  

dan/a tau  potongan  organ  tubuh)  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

8. Pada  saat  d ipe rmasa lahkan  oleh  Penggugat  bahwa 

pada  saat  per temuan  8 November  2010  Tergugat  te lah  

mempunya i  s ikap  (sanks i )  te rhadap  Penggugat ,  

Tergugat  menyangka l  namun jus t r u  menyatakan  bahwa 

memang sudah  ada  dra f t  sura t  sanks i  dar i  Tergugat  

te rhadap  Penggugat  sebe lum  per temuan  Penggugat  

Tergugat  8  November  2010  te rsebu t .  Dengan 

demik ian ,  berdasarkan  per temuan  anta ra  Penggugat  

dengan  KPI   te rsebu t  dan  berdasarkan  sura t  

undangan  KPI  No.  667/K /KPI / 11 /10  tangga l  8 

November  2010,  Penggugat  mengetahu i  bahwa te rnya ta  

KPI  memang  te l ah  menetapkan  keputusan  pember ian  

sanks i  kepada  Penggugat  tanpa  sebe lumnya  

member ikan  kesempatan  bag i  Penggugat  untuk  

melakukan  k la r i f i k a s i / p embe laan .  Hal  in i  

menunjukkan  bahwa  sesungguhnya   kedatangan  

Penggugat   ke  KPI   hanya lah  dianggap  

“basa  -  bas i ”  semata  oleh  Terguga t  dan  Terguga t  

t i dak  pernah  member ikan  kesempatan  bagi  Penggugat  

untuk  membela  di r i /me lakukan  k la r i f i k a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

9. Kemudian  pada  tangga l  15  November  2010  Tergugat  

member ikan  jawaban  atas  Hak  Jawab  Penggugat  

mela lu i  sura t  Tergugat  No.  682/K /KPI /11 /10  ( “Sura t  
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Jawaban  KPI  Atas  Hak  Jawab” )  yang  is i n ya  menolak  

hak  jawab  dan  kebera tan  Penggugat  dan  karenanya  

menguatkan  pember ian  sanks i  admin is t r a t i f  kepada  

Penggugat  yang  d idasarkan  pada  KTUN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

I I . OBJEK GUGATAN

10. Objek  dalam  gugatan  a  quo  ada lah  Sura t  Keputusan  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  No.  

669/K /KPI / 11 /10  Tangga l                          8 

November  2010  per iha l  Penghent i an  Sementara  

( “KTUN”)  ;  - - - - - - - - -

I I I . KTUN ADALAH KEPUTUSAN TATA  USAHA NEGARA YANG 

BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL

11. Objek  sengketa  yang  dike lua r kan  oleh  Terguga t  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

bers i f a t  Konkre t ,  Ind i v i dua l  dan  Fina l ,  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  seseorang  atau  badan  

hukum  perda ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

12. Dalam  Pasa l  1  angka  9  UU  No.  5  Tahun  1986  

sebaga imana  te lah  diubah  beberapa  ka l i ,  te rah i r  

dengan  UU No.  51  tahun  2009  ten tang  Perubahan  

Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ( “UU  PTUN”)  

Halaman 11 dar i  162 halaman Putusan  Nomor :  
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dinya takan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  suatu  

penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  

badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  yang  

ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  usaha  negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l  

dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  

seseorang  atau  badan hukum perda ta . ”  ;  - -

13. KTUN merupakan  penetapan  dar i  badan  ta ta  usaha  

negara ,  ya i t u  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  

yang  merupakan  Lembaga  Negara  Independen  yang  

diben tuk  berdasarkan  Pasal  7  sampai  dengan  Pasa l  

12  UU  Peny ia ran .  Is i  KTUN  te rsebu t  merupakan  

penetapan  atas  pember ian  sanks i  admin is t r a t i f  o leh  

Tergugat  kepada  Penggugat  yang  d ike lua r kan  

Tergugat  dengan  mengacu  pada  Pasal  8  ayat  (2 )  

huru f  d  dar i  UU  Peny ia ran  seh ingga  merupakan  

t i ndakan  hukum  ta ta  usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Selan ju tnya  KTUN  te rsebu t  bers i f a t  konkre t ,  

ind i v i dua l  dan  f i na l  sebaga imana  diu ra i kan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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bers i f a t  Konkre t ,  karena  objek  sengketa  dalam 

gugatan  a  quo  ada lah  berwu jud  dan  t i dak  

abst rak ,  yakn i  mengenai  penetapan  

pember ian  sanks i  admin i s t r a t i f  te r ka i t  

peny ia ran  Program  Si le t  7  November  

2010 ;  - - - - -

bers i f a t  Ind i v i dua l  menginga t  p ihak  yang  

di t u j u  oleh  Penetapan  Terguga t  adalah  

Penggugat  sebaga imana  te r t u l i s  pada  KTUN 

dan t i dak  di tu j u kan  untuk  umum ;  - -

bers i f a t  Fina l ,  karena  sudah  def i n i t i f  ser ta  

t i dak  memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  

atasan  atau  ins tans i  

la i n ,  khususnya  dalam  hal  in i  karena  

te lah  mela lu i  mekanisme  upaya  

admin is t r a t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  te rbuk t i  

bahwa  KTUN memenuhi  kua l i f i k a s i  sebaga i  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  1 

angka  9 UU PTUN ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV . TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

16. Berdasarkan  Pasa l  55  UU PTUN,  gugatan  TUN dapat  

d ia j ukan  dalam  waktu  90  har i  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  keputusan  Pejaba t  
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TUN.  KTUN memang  d ike lua r kan  pada  tangga l   8 

November  2010,  namun  KTUN  te rsebu t  baru lah  

bers i f a t  f i na l  sete lah  Tergugat  merespon  kebera tan  

yang  dia jukan  Penggugat  pada  tangga l  15  November  

2010  mela lu i  Sura t  Jawaban  KPI  Atas  Hak  Jawab.  

Dengan  demik ian  tenggang  waktu  90  har i  te r sebu t  

baru  dimula i  semenjak  15  November  2010  dan  ja tuh  

tempo  pada  tangga l  12  Februar i  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

17. Gugatan  a  quo  dia jukan  pada  tangga l  29  November  

2010  (sebe lum  12  Februar i  2011) ,  seh ingga  gugatan  

in i  d ia j ukan  dalam  tenggang  waktu  penga juan  

gugatan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Selan ju tnya  Penggugat  akan  mengura ikan  alasan- alasan  

pembata lan  KTUN  sebaga imana  dibawah  in i .  Namun 

demik ian ,  sebe lumnya  Penggugat  mohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  Yang  Terhormat  untuk  member ikan  Penetapan  

Penundaan  Pelaksanaan    Sura t  Keputusan  Komis i  Peny ia ran   

Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  8  November  

2010     ( KTUN),  beser ta  sega la  ak iba t  hukumnya  sampai  

dengan  adanya                            putusan  

pengad i l an   yang   berkekua tan   hukum  te tap   atas  

perkara                           a  quo     sebaga imana   

d ia tu r   da lam  Pasa l   67  ayat   (2 )  UU PTUN.  Adapun 
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permohonan  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  KTUN 

te rsebu t  kami  ajukan  karena  adanya  keadaan  mendesak,  

ya i t u  pe laksanaan  KTUN  akan  sangat  merug ikan  

kepent i ngan  Penggugat  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penghent i an  sementara  atas  Program  Si le t  yang  

t i dak  mempunyai  jangka  waktu  yang  je l as  akan  

membuat  produc t i on  house  mengalami  kerug ian  yang  

lua r  b iasa  dan  akan  menyebabkan  pengurangan  

karyawan  ataupun  PHK  besar  -  besaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Penghent i an  sementara  atas  Program  Si le t  

mengak iba t kan  ket i dakpas t i an  hukum te rka i t  dengan  

t i dak  adanya  batas  waktu  yang  je l as  da lam  sanks i  

te rsebu t .  Ket idakpas t i an  hukum  te rsebu t  harus lah  

dih i nda r i  seh ingga  t i dak  menimbulkan  keb ingungan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Penghent i an  sementara  atas  Program  Si le t  akan  

menyebabkan  tu runnya  image  program Si le t  yang  baik  

di  mata  masyaraka t  yang  te l ah  diben tuk  o leh  

Penggugat  se lama  ber tahun- tahun .  Hal  te rsebu t  juga  

akan  mengak iba tkan  berp indahnya  pemi rsa  s i l e t  ke  

program la i nnya  menginga t  da lam dun ia  media  ket i ka  

suatu  acara  t i dak  dis i a r kan  se lama  beberapa  waktu  

te r t en tu ,  maka  pemirsanya  ( ex is t i n g  v iewer )  akan  

berp indah  ke  program  la i nnya .  Sela in  i t u  

penghent i an  sementa ra  akan  menyebabkan  Penggugat  
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t i dak  dapat  menayangkan  program  te rsebu t ,  padaha l  

program  te rsebu t  memi l i k i  ra t i ng  yang  baik  dan  

mendatangkan  pendapatan  yang  s ign i f i k an  bag i  

Penggugat  dar i  i k l an  -  i k l an  yang  dipasang  pada  

jam  tayang  program  te rsebu t ,  seh ingga  

mengak iba t kan  kerug ian  f i nans ia l  yang  s ign i f i k an ;  

Oleh  karena  adanya  keadaan  mendesak  te rsebu t  d i  atas ,  

Penggugat  mohon  Penetapan  dar i  Maje l i s  Hakim  Yang 

Terhormat  atas  Penundaan  Pelaksanaan  KTUN  beser ta  

sega la  ak iba t  hukumnya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.  ALASAN ALASAN PEMBATALAN

DI  BAWAH INI  AKAN PENGGUGAT URAIKAN ALASAN-ALASAN YANG 

MENUNJUKKAN BAHWA  SURAT  KEPUTUSAN KOMISI  PENYIARAN 

INDONESIA PUSAT NO.  669/K /KPI /11 /10  TANGGAL 8  NOVEMBER 

2010 TELAH  BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU  DAN/ATAU  BERTENTANGAN DENGAN 

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK  SESUAI  DENGAN 

PASAL 53 AYAT (2 )  HURUF A DAN B UU PTUN,  SEHINGGA HARUS 

DIBATALKAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. ALASAN PERTAMA

KTUN DIBUAT  DALAM FORMAT YANG TIDAK  BENAR DAN 

TIDAK LENGKAP SEHINGGA MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN 

16
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KARENANYA  HARUSLAH  DIBATALKAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Suatu  penetapan  badan  atau  pe jaba t  TUN harus lah  

dibua t  da lam fo rmat  yang  benar  dan  lengkap  dimana  

is i nya  mengura ikan  dasar  hukum  pengambi l an  

keputusan ,  ser ta  per t imbangan  dar i  pengambi l an  

keputusan  te rsebu t .  Hal  in i  sudah  ber laku  secara  

umum  seh ingga  set i ap  penetapan  atau  sura t  

keputusan  yang  dike lua r kan  badan  atau  pejaba t  TUN 

di  Indones ia  di  bagian  kepa la  sura t  se la l u  

menyebutkan  i r ah - i rah  Menimbang,  Menginga t ,  dan  

Memutuskan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. KTUN t i dak  d ibua t  dengan  fo rmat  demik ian ,  te r l eb i h  

lag i  te r l i h a t  bahwa  KTUN te rsebu t  d ibua t  dengan  

fo rmat  yang  hanya lah  layaknya  sura t  korespondens i  

b iasa ,  tanpa  secara  tegas  membuat  

bag ian  Menimbang,   Menginga t   dan   Memutuskan .  

KTUN juga  t i dak  

mengura i kan  dasar  hukum kewenangan  Tergugat  untuk  

memutuskan  ha l  te r sebu t  dan  t i dak  mengura i kan  

dengan  je l as  dasar  hukum  dike lua rkannya  KTUN 

te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Dengan  demik ian  maka  KTUN  te rsebu t  mengandung  

cacat  fo rm i l  dan  karenanya  harus lah  diba ta l kan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B ALASAN KEDUA

TERGUGAT  MENYALAHGUNAKAN  KEWENANGANNYA  DENGAN 

MENUDUHKAN DAN MEMBERITAKAN PENGGUGAT MELANGGAR 

PASAL 36  AYAT (5 )  HURUF A UU PENYIARAN DAN PASAL 

55  SPS NAMUN TERNYATA MENGHUKUM PENGGUGAT DENGAN 

SANKSI  ATAS PELANGGARAN PASAL YANG BERBEDA YAITU 

PASAL 56 HURUF D DAN E SPS ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Pelanggaran  yang  di tuduhkan  oleh  Tergugat  atas  

penayangan  Program  Si le t  7  November  2010  ada lah  

pelanggaran  te rhadap  Pasal  36  ayat  (5 )  huru f  a  UU 

Peny ia ran  dan  Pasa l  55  SPS.  Pasal  36  ayat  (5 )  

huru f  a  UU  Peny ia ran  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Is i  s ia ran  d i l a rang  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bers i f a t  f i t nah ,  menghasut ,  menyesatkan  

dan  bohong. ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  Pasa l  55  SPS  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Program s ia ran  pel i pu tan  bencana  alam  

atau  musibah  waj ib  mempert imbangkan  

proses  pemul ihan  korban ,  ke lua rga ,  

dan/a tau  masyaraka t  yang  te rkena  bencana  

18
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alam. ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

22. Pelanggaran  atas  kedua  keten tuan  te rsebu t  

merupakan  pelanggaran  yang  Tergugat  tuduhkan  

kepada  Penggugat ,  sebab  Tergugat  berpandangan  

bahwa  Program  Si le t  7  November  2010  mengandung  

in f o rmas i  yang  menyesatkan ,  menghasut  dan  t i dak  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kebenarannya  seh ingga  

menimbulkan  keresahan ,  kepan ikan ,  ketaku tan ,  

t rauma  dan  menambah  pender i t aan  korban ,  ke lua rga  

dan  masyaraka t  yang  mengalami  musibah  bencana  alam 

Gunung  Merap i  ( In i  merupakan  unsur - unsur  dar i  

Pasa l  36 ayat  (5 )  a UU Peny ia ran  dan Pasal  55 SPS)  

;  - - - - - - - - - - - -

23. Hal  te rsebu t  d i  atas  te rgambar  dengan  je l as  pada  

KTUN dan  pengumuman KPI  d i  websi te  resminya .  KTUN 

te rsebu t  berbuny i  :  - - - -

“  Pelanggaran  yang  di l akukan  ada lah  

penayangan  in fo rmas i  yang  ber i s i  naras i  dan  

gambar  yang  menyesatkan ,  menghasut ,  dan  t i dak  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kebenarannya .  

Tayangan  in i  te l ah  menimbulkan  keresahan ,  

kepan ikan ,  ketaku tan ,  t rauma  dan  menambah 

pender i t aan  korban ,  ke lua rga  dan  masyaraka t  
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yang  sedang  mengalami  musibah  bencana  alam 

Gunung Merap i  ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  pengumuman  KPI  d i  webs i t e  resminya  

berbuny i  :  - - - - - - - - -

“Tayangan  in i  te l ah  menimbulkan  keresahan ,  

kepan ikan ,  ketaku tan ,  t rauma,  dan  menambah  

pender i t aan  te rhadap  korban ,  ke lua rga  dan  

masyaraka t  yang  sedang  mengalami  musibah  

bencana  alam  Gunung  Merap i .  Is i  tayangan  

berupa  in f o rmas i  ramalan  dengan  naras i  dan  

gambar  yang  menyesatkan  dan  t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kebenarannya  te rka i t  

musibah  bencana  alam Gunung Merap i ”  

24. Hal  te rsebu t  juga  je l as  seka l i  te r l i h a t  ket i ka  

Penggugat  mendatang i  kanto r  Tergugat  untuk  

member ikan  hak  jawab.  Dalam  per temuan  te rsebu t ,  

Tergugat  semenjak  awal  sampai  dengan  akh i r  pada  

pokoknya  hanya  mempermasa lahkan  bahwa  Program 

Si le t  7  November  2010  member i kan  in fo rmas i  bahwa 

gunung  Merap i  akan  mele tus  pada  puncaknya  pada  

tangga l  8  November  2010  seh ingga  menimbulkan  

keresahan  bagi  korban ,  ke lua rga  dan  masyaraka t  

sek i t a r  dan  membuat  para  penduduk  sek i t a r  

mengungs i  secara  besar - besaran ,  padaha l  le t usan  

te rsebu t  t i dak l ah  te r j ad i  seh ingga  berar t i  Program 

Si le t  7  November  2010  ber i s i  in f o rmas i  yang  sesat  

dan  bers i f a t  menghasut  dan  t i dak  benar  ;  

20
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

25. Berdasarkan  ura ian  is i  KTUN,  pengumuman  KPI  dan 

per temuan  te rsebu t  d i  atas ,  ser ta  dipe rkua t  dengan  

pernya taan  Tergugat  yang  diku t i p  berbaga i  media  

massa,   maka  dapat  d is impu lkan  bahwa  hal  yang  

dimasa lahkan  Terguga t  hanya lah  bahwa Program Si le t  

7  November  2010  dianggap  Terguga t  mengandung  

in f o rmas i  yang  menyesatkan ,  menghasut  dan  t i dak  

dapat  d ipe r t anggung jawabkan  kebenarannya  ser ta  

t i dak  memper t imbangkan  proses  pemul ihan  korban ,  

ke lua rga ,  dan/a tau  masyaraka t  yang  te rkena  bencana  

alam,  seh ingga  melanggar  Pasa l  36 ayat  (5 )  huru f  a 

UU  Peny ia ran  dan  55  SPS  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

26. Atas  pelanggaran  Pasal  36  ayat  (5 )  huru f  a  UU 

Peny ia ran  te rsebu t ,  sanks i  yang  memungkinkan  untuk  

dibe r i kan  hanya lah  sanks i  p idana  sebaga imana  

dia tu r  da lam Pasa l  57 UU Peny ia ran ,  sedangkan  atas  

pelanggaran  Pasa l  55 SPS,  sanks i  yang  memungkinkan  

untuk  d ibe r i kan  adalah  teguran  te r t u l i s  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  70  ayat  (1 )  SPS ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

27. Namun  te rnya ta  Tergugat  secara  aka l - aka lan ,  

menyalahgunakan  kewenangan  dan  melakukan  rekayasa  

karena  jus t r u  menghukum  Penggugat  dengan  sanks i  
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atas  pe langgaran  berbeda  dar i  yang  di tuduhkan ,  

ya i t u  menghukum Tergugat  atas  pelanggaran  Pasa l  56  

huru f  d  dan  e  SPS  yang  memungkinkan  sanks i  

admin is t r a t i f  berupa  penghent i an  sementa ra  Program 

Si le t  semenjak  tangga l  

9  November  2010.  Pasal  56  huru f  d  dan  e  dar i  SPS 

berbuny i  :  - - - - - - - -

“  Program s ia ran  pel i pu tan  bencana  a lam atau  

musibah  di l a r ang  “  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d.  menampi l kan  gambar  korban  atau  mayat  

secara  det i l  (b ig  c lose  up,  medium 

c lose  up,  ext reme  c lose  up)  ;  dan  /  

atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

e.  menampi l kan  gambar  luka  t i ngka t  

bera t ,  darah ,  dan/a tau  potongan  organ  

tubuh  ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. Tindakan  Tergugat  mencantumkan  pe langgaran  Pasa l  

56  huru f  d  dan  e  SPS merupakan  t i ndakan  aka l  

aka lan ,  menyalahgunakan  kewenangan  dan  rekayasa  

Tergugat  agar  Tergugat  dapat  menja tuhkan  sanks i  

penghent i an  sementa ra  te rhadap  Penggugat .  Kami  

sebut  aka l  aka lan ,  menyalahgunakan  kewenangan  dan  

22
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rekayasa  Terguga t  karena  je l as  tuduhan  kepada  

Penggugat  sebenarnya  ada lah  pelanggaran  Pasa l  36  

ayat  (5 )  huru f  a  UU Peny ia ran  dan  Pasa l  55  SPS 

sebaga imana  pember i t aan  resmi  di  websi te  Tergugat ,  

pen je l asan  Tergugat  da lam  per temuan  -  per temuan  

dengan  Penggugat  dan  dalam  KTUN send i r i ,  namun 

te rnya ta   da lam  menja tuhkan   sanks i   jus t r u   yang  

digunakan  ada lah  

Pasa l  56  SPS,  ya i t u  karena  Tergugat  d i tuduhkan  

te lah  menampi l kan  gambar  korban  atau  mayat  secara  

det i l  maupun  menampi l kan  gambar  luka  t i ngka t  

bera t ,  darah  dan/a tau  potongan  organ  tubuh ,  ha l  

mana sama seka l i  t i dak  dibahas  baik  da lam Undangan  

Tergugat ,  da lam KTUN,  dalam pengumuman di  websi te  

resmi  Tergugat ,  da lam  per temuan  dengan  Penggugat ,  

maupun  dalam  berbaga i  pernya taan  Tergugat  yang  

diku t i p  media  massa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

29. Dengan  adanya  penya lahgunaan  kewenangan  Tergugat  

sebaga imana  diu ra i kan  di  atas ,  maka  KTUN harus  

diba ta l kan  ;  - - - - - - -

C. ALASAN KETIGA

TERGUGAT MELAMPAUI  KEWENANGANNYA DENGAN MENILAI  

ADA TIDAKNYA PELANGGARAN PIDANA OLEH PENGGUGAT ;  

- -
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30. Sebaga imana  te lah  di j e l a skan  dalam angka  21 sampai  

dengan  25  di  atas ,  Tergugat  pada  pokoknya  menuduh  

bahwa Penggugat  melanggar  Pasa l  36  ayat  (5 )  huru f  

a  UU Peny ia ran .  Terguga t  juga  menyatakan  secara  

eksp l i s i t  mengenai  pe langgaran  Pasa l  te rsebu t  

sebaga imana  dapat  te r l i h a t  dar i  i s i  KTUN  dan  

pengumuman Tergugat  d i  webs i te  resminya .  Is i  KTUN 

te rsebu t  berbuny i  :  - - - - - - - - - - - -

“  Jen is  pe langgaran  in i  menuru t  keten tuan  

Undang- Undang  No.  32  Tahun  2002  ten tang  

Peny ia ran  Pasa l  36  ayat  (5 )  huru f  a  

dika tego r i k an  sebaga i  pe langgaran  pidana  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedangkan  pengumuman  Tergugat  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Menuru t  keten tuan  Undang  -  undang  No.  32 

tahun  2002  ten tang  Peny ia ran  (UU  Peny ia ran )  

Pasa l  36  ayat   (5 )  huru f  a  pe langgaran  in i  

dapat  d ika tego r i k an  sebaga i  pe langgaran  

pidana  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. Pasa l  36  ayat  (5 )  huru f  a  UU Peny ia ran  te rsebu t  

merupakan  suatu  del i k  p idana  sebaga imana  dia tu r  

da lam Pasa l  57  UU Peny ia ran  Dengan  demik ian  satu -

satunya  lembaga  yang  dapat  menentukan  ada  t i daknya  

pelanggaran  atas  Pasa l  te r sebu t  ada lah  Pengadi l an  
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dan  Tergugat  t i dak l ah  mempunya i  kewenangan  untuk  

menentukan  demik ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

32. Leb ih  lan ju t  lag i  Tergugat  menyatakan  bahwa 

Penggugat  melakukan  pelanggaran  bera t .  Padaha l  

ba ik  dalam UU Peny ia ran  maupun P3SPS t i dak  dikena l  

i s t i l a h  “pe langgaran  bera t ” .  Hal  te rsebu t  hanya lah  

sesuatu  yang  dibua t  -  buat  Tergugat  untuk  

merekayasa  seakan- akan  t i ndakan  Penggugat  ada lah  

suatu  t i ndakan  yang  “parah ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

33. Berdasarkan  ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka  te rbuk t i  

bahwa  Tergugat  te l ah  melampaui  kewenangannya  

dengan  menetapkan  dalam  KTUN  bahwa  Penggugat  

melakukan  pe langgaran  atas  Pasa l  36 ayat  (5 )  huru f  

a  UU Peny ia ran  dan  menyatakan  bahwa  Penggugat  

melakukan  t i ndakan  pidana  yang  je l as  je l as  t i dak  

berada  dalam  kewenangan  Tergugat .  Hal  te rsebu t  

menyebabkan  KTUN  mengandung  cacat  hukum  dan  

karenanya  harus  diba ta l kan  ;  - - - - - - - - - -

D. ALASAN KEEMPAT

TINDAKAN  TERGUGAT  YANG  MEMBERIKAN  SANKSI  

PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS PENYIARAN PROGRAM SILET 

YANG  MERUPAKAN  SUATU  PRODUK  JURNALISTIK,  

BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERS   YANG 
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MEMBERIKAN HAK BAGI  PERS NASIONAL UNTUK MENYIARKAN 

INFORMASI  TANPA  PELARANGAN PENYIARAN (KEBEBASAN 

PERS)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

a. Program  Si le t  Merupakan  Produk  Pers  Yang  

Tunduk  Pada  Undang  -  Undang  Pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

34. Berdasarkan  Pasa l  1  angka  1  UU Pers  dika takan  

bahwa :  - - - - - - - - - - - - - -

“  Pers  ada lah  lembaga  sos ia l  dan  wahana  

komunikas i  massa  yang  melaksanakan  keg ia tan  

ju rna l i s t i k  mel ipu t i  mencar i ,  mempero leh ,  

memi l i k i ,  menyimpan,  mengolah ,  dan  

menyampaikan  in f o rmas i  ba ik  da lam  bentuk  

tu l i s an ,  suara ,  gambar ,  suara  dan  gambar ,  

ser ta  data  dan  gra f i k  maupun  dalam  bentuk  

la i nnya  dengan  menggunakan  media  cetak ,  media  

elek t r on i k ,  dan  sega la  jen i s  sa lu ran  yang  

te rsed ia . ”  ;  - - -

35. Berbeda  dengan  in fo t a i nment  la i nnya ,  Program Si le t  

merupakan  suatu  in fo t a i nment  yang  bers i f a t  

inves t i ga t i f ,  d imana  repor te r  dan  t im  redak tu rnya  

dalam  mel ipu t  suatu  per i s t i wa  se la l u  melakukan  

keg ia tan  ju rna l i s t i k  berupa  mencar i ,  mempero leh  
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dan  kemudian  menyampaikan  in fo rmas i  mengenai  

per i s t i wa  te rsebu t .  In fo rmas i  yang  mereka  car i  dan  

sampaikan  se la l u  didukung  dengan  bukt i - bukt i  

te r t en tu  ataupun  dipe ro l eh  dar i  narasumber  

te r t en tu .  Hal  te rsebu t  juga  t i dak  berbeda  dengan  

Program  Si le t  7  November  2010  yang  mel ipu t  

per i s t i wa  Merap i .  Dengan  demik ian  maka  Program 

Si le t  merupakan  suatu  produk  Pers  yang  karenanya  

tunduk  pada  keten tuan  dalam  Undang- Undang  Pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

36. Tergugat  berusaha  untuk  mendal i l k an  bahwa  Program 

Si le t  bukan  merupakan  produk  Pers  dan t i dak  tunduk  

pada  Undang  -  Undang  Pers  dengan  menyatakan  dalam 

Sura t  Jawaban  KPI  Atas  Hak  Jawab   bahwa   t i dak  

te rdapa t   nama  Pemimpin  Redaks i   pada akh i r  

acara  Program Si le t  7 November  2010.  Dengan alasan  

te rsebu t  Tergugat  berkes impu lan  bahwa  program 

te rsebu t  t i dak  masuk  dalam Div i s i  Ber i t a ,  seh ingga  

t i dak  te rmasuk  produk  pers .  Kesimpulan  te rsebu t  

sangat l ah  ke l i r u .  Pembedaan  suatu  produk  pers  

t i dak l ah  di l i h a t  dar i  pencantuman  nama  Pemimpin  

Redaks i  pada  akh i r  acara .  Memang d ia tu r  pada  Pasa l  

12 UU Nomor  40 Tahun 1999  ten tang  Pers  ( “UU Pers” )  

bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -
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“  Perusahaan  pers  waj ib  mengumumkan  nama,  

alamat  dan  penanggung  jawab  secara  te rbuka  

mela lu i  media  yang  bersangku tan ;  khusus  untuk  

penerb i t an  pers  di tambah  nama  dan  alamat  

perce takan . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

37. Namun,  t i dak  ada  satu  keten tuanpun  yang  menyatakan  

bahwa dengan  t i dak  d ipenuh inya  keten tuan  te rsebu t ,  

maka  suatu  produk  pers  t i dak  dianggap  atau  

keh i l angan  sta tusnya  sebaga i  produk  pers .  Begi tu  

pu la  pembedaan  suatu  produk  pers  t i dak l ah  di l i h a t  

dar i  apakah  program  te rsebu t  d i tempatkan  di  bawah 

div i s i  ber i t a  atau  t i dak .  Selama  keg ia tan  yang  

di l akukan  da lam  program  te rsebu t  ada lah  keg ia tan  

ju rna l i s t i k ,  maka seka l i pun  program te rsebu t  t i dak  

dimasukkan  da lam  div i s i  program  ber i t a ,  program 

te rsebu t  te tap lah  suatu  produk  pers .  Hal  te rsebu t  

sudah  sangat  je l as  dia tu r  da lam  Pasa l  1  angka  1 

yang  mendef in i s i k an  Pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

38. Selan ju tnya ,  Jus t ru  Tergugat  send i r i  te l ah  

member ikan  pengakuan  yang  sempurna  bahwa  Program 

Si le t  merupakan  produk  pers .  Hal  te rsebu t  te r l i h a t  

dar i  t i ndakan  Tergugat  yang  member ikan  tembusan  

sura t  Undangan  KPI  dan  sura t  KTUN  kepada   Dewan 

Pers .   Apabi l a  
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Tergugat  t i dak  memandang  Program  Si le t  sebaga i  

suatu  produk  pers ,  maka t i dak l ah  mungkin  Terguga t  

melampi r kan  sura t - sura t  te rsebu t  kepada  Dewan 

Pers .  Dengan  demik ian  maka  t i dak  te rban tahkan  

bahwa  Program  Si le t  merupakan  suatu  produk  pers  

yang  tunduk  pada  Undang  -  Undang  Pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Undang  -  Undang  Pers  Menjamin  Kebebasan  

Peny ia ran  Program  Si le t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

39. Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  4  ayat  (1 )  UU No.  40 

tahun  1999  ten tang  Pers  ( “UU Pers ” )  d ia tu r  bahwa :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

“ Kemerdekaan  pers  di j am in  sebaga i  hak  asas i  

warga  negara . ”  

Sela in  i t u ,  Pasa l  4  ayat  (3 )  UU Pers  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers ,  pers  

nas iona l  mempunyai  hak  mencar i ,  mempero leh ,  

dan  menyebar luaskan  gagasan  dan  in fo rmas i  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -  

40. Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers  te rsebu t  maka 

te rdapa t  keten tuan  yang  t i dak  memperbo lehkan  

penghent i an  atas  peny ia ran  pers  sebaga imana  dia tu r  
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dalam  Pasa l  4  ayat  (2 )  UU  Pers  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - -

“  Terhadap  pers  nas iona l  t i dak  dikenakan  

penyensoran ,  pembrede lan  atau  pela rangan  

peny ia ran . ”  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

41. Berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka  peny ia ran  

Program  Si le t  yang  merupakan  produk  Pers  di j am in  

oleh  Undang -  Undang.  Memang benar  bahwa kebebasan  

pers  yang  di j amin  undang  -  undang  te rsebu t  

t i dak l ah  ber laku  sebebas- bebasnya .  Kebebasan  

te rsebu t  ber laku  se lama  d ipenuh inya  batasan-

batasan  yang  te r t uang  dalam  kode  et i k  ju rna l i sme  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  42  UU Peny ia ran  

yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -  

“  Wartawan  peny ia ran  da lam  melaksanakan  

keg ia tan  ju rna l i s t i k  media  elek t r on i k  tunduk  

kepada  Kode  Et i k  Jurna l i s t i k  dan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku . ”

42. Hal  te rsebu t  se lan ju t n ya  dia tu r  da lam  Pasa l  7  UU 

Pers  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  1.  Wartawan  bebas  memi l i h  organ isas i  

war tawan  ;  - - - - - - - - - - - - -
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 2.  Wartawan  memi l i k i  dan  menaat i  Kode  Et i k  

Jurna l i s t i k . ”  ;  - - -

43. Wartawan  beser ta  t im  redak tu r  yang  te rgabung  dalam 

t im  Program  Si le t  dan  mel ipu t  tayangan  Program 

Si le t  7  November  2010  ten tang  Merap i  ada lah  

war tawan  yang  te rda f t a r  da lam  Persa tuan  Wartawan  

Indones ia  ( “PWI” )  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemimpin  Redaks i                 :  Alber t  Kuhon 

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Produser                 :  Yenny  Yudica  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Produser  Pelaksana                :  Sugeng  

Riyan to  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ass.  Produser  Pelaksana       :  Pahala  

Bara ta  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Repor te r  1                 :  L ia  Fib r i ana  

W ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Repor te r  2                 :  Derry  Ja jam 

Heryana  ;  - - - - - - - - -

Repor te r  3                 :  Poppy  Meidy  

Miche le  N ;  - - - - - -

Repor te r  4 :  Hasmirad i se t ya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

44. Dalam  melaksanakan  pel i pu t an  s i t uas i  merap i ,  
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mereka  semua tunduk  pada  Kode Et i k  Jurna l i s t i k  PWI 

dan  te l ah  mematuh i  ka idah- ka idah  Kode  Et i k  

Jurna l i s t i k  PWI ( “Kode  Et i k  PWI” )  te rsebu t .  Pasa l  

5  Kode  Et i k  PWI  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

“  Wartawan  Indones ia  menyaj i kan  ber i t a  secara  

ber imbang  dan  adi l ,  mengutamakan  kecermatan  

dar i  kecepatan  ser ta  t i dak  mencampur  adukkan  

fak ta  dan opin i  send i r i . ”  ;  - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  11  Kode  Et i k  PWI  Berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Wartawan  Indones ia  menel i t i  kebenaran  bahan  

ber i t a  dan  memperhat i kan  kred ib i l i t a s  ser ta  

kompetens i  sumber  ber i t a  ”  ;  

45. Dalam  melakukan  pe l i pu t an  untuk  Program  Si le t  7 

November  2010,  para  repor t e r  dan  t im  redaks i  

Program  Si le t  te l ah  melakukan  pel i pu tan  te rsebu t  

dengan  mematuh i  kode  et i k  PWI.  Program  Si le t  7 

November  2010  pada  pokoknya  mengulas  ten tang  

kemungk inan  mele tusnya  Gunung  Merap i  pada  tangga l  

8 Oktober  2010.  Permasa lahan  te rsebu t  d iu l as  sebab  

sebe lumnya  te l ah  dibe r i t a kan  secara  luas  oleh  

masyaraka t  mela lu i  SMS yang  beredar .  Program Si le t  

7  November  2010  te rsebu t  berusaha  “membantu ”  

masyaraka t  untuk  mengetahu i  apakah  rumor  yang  
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beredar  da lam  sms  te rsebu t  benar  atau  t i dak  dan  

untuk  mengetahu i  ha l  i t u  maka dica r i l a h  in fo rmas i  

dar i  beberapa  narasumber  yang  re lavan  dan  

kred ibe l .  Dar i  s is i  ke i lmuan ,  maka  d iambi l ah  2 

orang  Narasumber  yang  te rd i r i  dar i  :  

DR.  Syamsu  Rosid  (ah l i  vu lkano log i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pro f .  Thomas Djamaludd in  (pene l i t i  sen io r  LAPAN)  

;  - - - - - - - - - - - -

46. Dar i  kedua  narasumber  te rsebu t  d ipe ro leh  in fo rmas i  

bahwa  kemungk inan  te r j ad i n ya  le tusan  te rsebu t  

memang  ada,  d imana  DR.  Syamsu  Rosid  menyatakan  

bahwa potens i  le tusan  gunung  merap i  i t u  masih  ada  

te tap i  be l i au  t i dak  dapat  memast i kan  kapan  akan  

te r j ad i nya ,   sedangkan   Pro f .   Thomas  Djamaludd in  

mengkonf i rmas i  

bahwa beberapa  le tusan  gunung  dan  bencana  alam di  

Indones ia  te r j ad i  pada  bulan  baru /bu lan  purnama 

dan  tangga l  8  November  2010  merupakan  bulan  baru  

seh ingga  kemungk inan  le tusan  te r j ad i  pada  tangga l  

8  November  2010  juga  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47. Sela in  dar i  s is i  ke i lmuan ,  Program  Si le t  7 

November  2010  juga  menampi l kan  narasumber  dar i  

ka langan  budayawan  dan  sp i r i t u a l i s t  Jawa.  Hal  
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te rsebu t  ada lah  re levan  karena  Gunung  Merap i  

“nuansa  dan  suasana  kebat i nan  ke- Jawa- annya”  

memang  sangat  kenta l ,  seh ingga  in f o rmas i  dar i  

budayawan  Jawa dan  sp i r i t u a l i s t  Jawa juga  re levan  

untuk  d idengar .  Adapun  narasumber  te rsebu t  

ada lah  :  - - - - - - - -

Sudj iwo  Tedjo  (budayawan)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Permadi  (ah l i  sp i r i t u a l )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

48. Dar i  kete rangan  Sudj iwo  Tedjo  dipe ro l eh  pandangan  

bahwa  le t usan  Merap i  jangan  d ianggap  sebaga i  

bencana  dan  seharusnya  pemer in tah  tanggap  atas  

per i s t i wa  te rsebu t  dan  bukan  menyalahkan  Merap i .  

Sudj iwo  Tedjo  juga  sed ik i t  membahas  mengenai  

“Pet ruk ”  dan  cer i t a  mengena i  ramalan  Joyoboyo  dan  

Sabdo  Palon  Noyo  Gengggong.  Ramalan  Joyoboyo  dan 

Sabdo  Palon  Noyo  Genggong  te rsebu t  d ibahas  leb ih  

da lam  oleh  Permadi  yang  menje laskan  bahwa 

berdasarkan  ramalan  te rsebu t  maka  500  tahun  

semenjak  kehancuran  Majapah i t  (1478) ,  Sabdo  Palon  

akan  kembal i  dengan  di i ku t i  bencana- bencana  alam 

yang  dasyat  te rmasuk  berupa  le tusan  merap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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49. Dar i  narasumber - narasumber  te r sebu t  maka 

didapa tkan lah  in fo rmas i  bahwa   kemungk inan  

mele tusnya   gunung  berap i  te r sebu t  memang 

ada.  PERLU  DITEKANKAN  BAHWA PROGRAM SILET  7 

NOVEMBER 2010  TIDAK  PERNAH MEMBERIKAN  OPININYA 

SENDIRI  MENGENAI  KEMUNGKINAN TERJADINYA  LETUSAN 

GUNUNG MERAPI  PADA  TANGGAL  8  NOVEMBER 2010.  

PROGRAM SILET  7  NOVEMBER 2010  TERSEBUT SELALU 

MENDASARKAN  INFORMASINYA  PADA  KETERANGAN 

NARASUMBER-NARASUMBER TERSEBUT.  BAHKAN DARI  AWAL 

SAMPAI  AKHIR  ACARANYA,  TIDAK  PERNAH SEKALIPUN 

DISIMPULKAN  BAHWA  GUNUNG MERAPI  MEMANG AKAN 

MELEDAK PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2010.  SATU-SATUNYA 

KESIMPULAN PROGRAM SILET  7  NOVEMBER 2010  YANG 

DIUNGKAPKAN  DI  AKHIR  ACARA  ADALAH  SEMOGA 

JOGJAKARTA DAPAT KEMBALI  CERIA  UNTUK MENAWARKAN 

KEINDAHAN,  KESEDERHANAAN  DAN  KERAMAHTAMAHAN 

WARGANYA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50. Dar i  ura ian  te rsebu t ,  maka dapat  d is impu lkan  bahwa 

pel i pu t an  Program Si le t  7  November  2010  di l akukan  

secara  cermat  dengan  t i dak  mencampuradukkan  fak ta  

dan  opin i  send i r i ,  mela inkan  mendasarkannya  pada  

opin i  narasumber  yang  kred ibe l  dan  karenanya  

proses  pel i pu t an  te rsebu t  te l ah  sesua i  dengan  Kode 
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Et i k  PWI.  Selan ju tnya  berdasarkan  Pasal  13  Kode 

Et i k  PWI  dia tu r  bahwa:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Wartawan  Indones ia  harus  menyebut  sumber  

ber i t a . . . . A pab i l a  nama  dan  iden t i t a s  sumber  

ber i t a  t i dak  disebu tkan ,  sega la  tanggung  

jawab  ada pada  war tawan  yang  bersangku tan  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

51. Berdasarkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka  dalam  hal  

nama  dan  iden t i t a s  narasumber  te l ah  d isebu tkan ,  

ba ik  war tawan,  redaks i ,  perusahaan  pers ,  maupun 

lembaga  peny ia ran  t i dak l ah  ber tanggung  jawab  atas  

in f o rmas i  yang  disampaikan  narasumber  te rsebu t .  

Dalam  Program  Si le t  7  November  2010,  se lu ruh  

narasumber  di tayangkan  dan  d isebu t  iden t i t a s nya .  

Dengan  demik ian  ba ik  war tawan  s i l e t ,  maupun 

Produc t i on  House  Si le t  dan  RCTI  t i dak  ber tanggung  

jawab  atas  in f o rmas i  yang  disampaikan  o leh  

narasumber - narasumber  te rsebu t  ;  

52. Dar i  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  maka  dapat  

d is impu l kan  bahwa  Program  Si le t  ada lah  suatu  

produk  pers  yang  pel i pu t annya  di l akukan  sesua i  

dengan  Kode Et i k  Jurna l i s t i k  yang  ber laku  seh ingga  

peny ia rannya  di j amin  kemerdekaannya  o leh  Undang  -  
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Undang  Pers  dan  t i dak  boleh  d ihen t i k an  oleh  

Tergugat .  Dengan  demik ian  maka  t i ndakan  Tergugat  

yang  member ikan  sanks i  berupa  pemberhent i an  

sementa ra  atas  Program  Si le t  ada lah  ber ten tangan  

dengan  Undang  -  Undang  Pers  yang  menjamin  

kebebasan  Pers .  Hal  te rsebu t  menyebabkan  KTUN 

menjad i  cacat  hukum dan  karenanya  harus  diba ta l kan  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E. ALASAN KELIMA

TERGUGAT  MELANGGAR  PASAL  71  SPS  DAN  ASAS 

KECERMATAN  FORMIL  SERTA  ASAS  KEPASTIAN  HUKUM 

DENGAN MEMBERIKAN  SANKSI  PENGHENTIAN  SEMENTARA 

TANPA TERLEBIH  DAHULU MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI  

PENGGUGAT  UNTUK  MEMBERIKAN  KLARIFIKASI  ATAU 

MEMBELA  DIRI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

53. Tergugat  te l ah  melanggar  asas  kepas t i an  hukum 

karena  menetapkan  pember ian  sanks i  penghent i an  

sementa ra  Program  Si le t  kepada  Penggugat  tanpa  

mela lu i  prosedur  yang  harus  d i t empuhnya  te r l eb i h  

dahu lu ,  ya i t u  tanpa  member i kan  kesempatan  bag i  

Penggugat  untuk  membela  d i r i  /  member ikan  
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k la r i f i k a s i  ;  - - - - - - - - -

54. Dalam  KTUN,  Tergugat  member ikan  sanks i  

admin is t r a t i f  kepada  Penggugat  berupa  penghent i an  

sementa ra  atas  Program  Si le t .  Prosedur  penetapan  

sanks i  te rsebu t  d ia tu r  da lam  Pasal  71  Standar  

Program  Siaran  ( “SPS” ) ,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  (1 ) .  . . .  d ikena i  sanks i  admin is t r a t i f  

berupa  penghent i an  sementara  mata  acara  

yang  bermasa lah  sete lah  mela lu i  tahap  

te r t en tu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

(2 )  Tahap  te r t en tu  da lam  penghent i an  

sementa ra  mata  acara  yang  bermasa lah  

sebaga imana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1 )  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

a.  tahap  pemer iksaan  bukt i  pe langgaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b.  tahap  penel i t i a n  dan  pen i l a i a n  pelanggaran  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

c .  tahap  k la r i f i k a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

d.  tahap  pemutusan  sanks i  admins t ra t i f . ”  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55. Dar i  keten tuan  te rsebu t  d i  atas ,  je l as  bahwa 

sebe lum  Tergugat  mengeluarkan  penetapan  sanks i  

berupa  penghent i an  sementara  Program  Si le t ,  maka 

seharusnya  Tergugat  mela lu i  tahap  k la r i f i k a s i  

te r l eb i h  dahu lu  dengan  member ikan  kesempatan  

kepada  Penggugat  untuk  membela  d i r i n ya  /  

member ikan  kete rangan .  Hal  te rsebu t  juga  

se ja l an  dengan  asas  kecermatan  fo rmi l ,  d imana  

berdasarkan  asas  te rsebu t  maka  penye lenggara  

negara  per lu  memperhat i kan  dan  mempela ja r i  dampak  

dar i  suatu  keputusan  te rhadap  semua  pihak ,  

seh ingga  pihak  te rsebu t  per lu  didengar  pendapatnya  

dalam  hal  seorang  penye lenggara  negara  akan  

melakukan  t i ndakan  yang  dapat  berdampak  kepada  

pihak  te rsebu t .  Hal  in i  d i j e l a s kan  oleh  

Ind rohar t o ,  S.H.  da lam  bukunya  “  Usaha  Memahami  

Undang  - Undang  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

:  Buku  I  Beberapa  Penger t i an  Dasar  Hukum Tata  

Usaha  Negara”  ha laman  179  yang  berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“… pada  waktu  mempers iapkan  keputusan  i t u  ins tans i  

yang  bersangku tan  harus  sudah  mempero leh  gambaran  

yang  je l as  mengenai  semua fak ta - fak ta  yang  re levan  
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maupun semua kepent i ngan  yang  te rsangku t ,  te rmasuk  

kepent i ngan  pihak  ket i ga . ”  ;  

“  Untuk  i t u  ins tans i  te rsebu t  harus  

mempela ja r i  dan  menel i t i  kebenaran  dar i  semua  

pendapat  pihak - pihak  yang  berkepen t i ngan .  

Tentunya  da lam  ha l  in i  d ipe r l u kan  mendengar  

kete rangan  -  kete rangan  pihak- pihak  yang  

berkepen t i ngan  te rsebu t .  Dan  semua  fak ta  -  

fak ta  te rsebu t  harus  iku t  d ipe r t imbangkan  

dalam  keputusan  yang  dike lua r kan . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

56. Dalam  perkara  a  quo,  te rnya ta  Tergugat  te lah  

menyalah i  keten tuan  penetapan  pember ian  sanks i  

penghent i an  sementa ra  kepada  Penggugat ,  d imana  

Tergugat  t i dak  te r l eb i h  dahu lu  mela lu i  tahap  

k la r i f i k a s i   dan   member i kan   kesempatan   kepada  

Penggugat  untuk  

member ikan  kete rangan  /  pembelaan ,  mela inkan  

langsung  memutuskan  untuk  member i kan  sanks i  

te rsebu t  dan  sete lah  menetapkan  sanks i  te r sebu t  

baru lah  Tergugat  mengundang  Penggugat  untuk  

mener ima  sanks inya .  Hal  in i  je l as  seka l i  te r l i h a t  

da lam  sura t  undangan  Tergugat  Nomor  Sura t  :  

667/K /KPI / 11 /10  tangga l  8  November  2010  (  “  Sura t  

40

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan  Tergugat  ”  )  yang  is i nya  meminta  

Penggugat  menemui  Tergugat  guna  mener ima  sanks i  

admin is t r a t i f  yang  te lah  di te t apkan  Terguga t  

(bukan  untuk  member ikan  k la r i f i k a s i  /  pembelaan  

di r i ) .  Is i  Sura t  Undangan  Tergugat  te r sebu t  

berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

“  KPI  Pusat  berdasarkan  has i l  pemantauan  pengaduan  

masyaraka t  dan  has i l  anal i s i s  te rhadap  program  

in fo t a i nment  “S i l e t ”  yang  di tayangkan  stas iun  RCTI  

pada  tangga l  7  November  2010  pk  11.00  WIB,  te lah  

menemukan pelanggaran  bera t  te rhadap  Undang- Undang  

Peny ia ran  dan  P3SPS  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ ….kami  meminta  Saudara  mengi r imkan  waki l  yang  

memi l i k i  kewenangan  untuk  mener ima  dan  

menja lankan  sanks i  admin is t r a t i f  KPI  Pusat  d i  

s tas iun  te lev i s i  yang  Saudara  pimpin  ”  ;  

57. Mel iha t  i s i  undangan  te rsebu t ,  je l as  bahwa 

Tergugat  te l ah  menetapkan  pember ian  sanks i  sebe lum 

undangan  te rsebu t  d ik i r imkan ,  dan  undangan  

te rsebu t  hanya  dimaksudkan  bag i  Penggugat  untuk  

mener ima  sanks i  yang  sudah  d i t e t apkan  i t u ,  dan  

bukan  untuk  member ikan  k la r i f i k a s i .  Dalam undangan  

te rsebu t  t i dak  pu la  d i i n f o rmas i kan  mengenai  

pe langgaran  apa  yang  di tuduhkan  Tergugat ,   dan  
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t i dak   d ican tumkan    pu la    mengenai    tuduhan  

atas  

pelanggaran  Pasal  56  huru f  d  dan  e  SPS,  padaha l  

seharusnya  Tergugat  mengin fo rmas i kannya  seh ingga  

Penggugat  bisa  menyiapkan  pembelaannya  yang  

memadai  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58. Perwak i l an  Penggugat  kemudian  mendatang i  Tergugat  

pada  har i  yang  sama  ( tangga l  8  November  2010)  

untuk  membicarakan  permasa lahan  te rsebu t .  Alangkah  

te rke j u t n ya  perwak i l an  Penggugat  te rsebu t  karena  

te rnya ta  dalam  waktu  sek i t a r  10- 15  meni t  sete lah  

pembicaraan  anta ra  mereka  dengan  Terguga t  yang  

ber langsung  sek i t a r  1,5  jam,  Terguga t  langsung  

menyodorkan  KTUN kepada  mereka  yang  is i nya  berupa  

penetapan  pember ian  sanks i  kepada  Penggugat .  

Selang  waktu  yang  beg i tu  s ingka t  anta ra  penetapan  

KTUN te rsebu t  dengan  pembicaraan  anta ra  Perwak i l an  

Penggugat  dengan  Tergugat  menunjukkan  bahwa 

sesungguhnya  memang  Tergugat  te l ah  menetapkan  

pember ian  sanks i  te rsebu t  sebe lum  di l akukannya  

pembicaraan  te rsebu t .  Pembicaraan  i t u  juga  t i dak  

dapat  d ikua l i f i k a s i k an  sebaga i  suatu  bentuk  

k la r i f i k a s i  menginga t  da lam  Undangan  Tergugat  

t i dak  te r l i h a t  pe langgaran  apa  yang  di tuduhkan  

kepada  Penggugat ,  dan  t i dak  pernah  disampaikan  

juga  tuduhan  atas  pelanggaran  Pasal  56 huru f  d dan  
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e  SPS seh ingga  je l as  t i dak  te rdapa t  kesempatan  

bag i  Penggugat  untuk  member ikan  k la r i f i k a s i  dan  

pembelaannya .  Apalag i  da lam  undangan  te rsebu t  

Tergugat  menul i s kan  bahwa  jadwa l  acaranya  ada lah  

mener ima  sanks i  dan  bukan  k la r i f i k a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

59. Kesa lahan  prosedur  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  

semakin  te r l i h a t ,  ket i ka  dalam  per temuan  anta ra  

Penggugat  dengan  Tergugat   pada  tangga l   10  

November   2010,   Terguga t   send i r i   dengan  

entengnya  

mengatakan  pada  pokoknya  “  memang dra f t  KTUN sudah  

kami  s iapkan  sebe lum  kedatangan  perwak i l an  

Penggugat  pada  tangga l  8  November  2010,  te tap i  

dra f t  te rsebu t  be lum  kami  tanda- tangan i .  Secara  

in t e rna l  kami  juga  te lah  berd i skus i  mengenai  

bentuk  permin taan  maaf  dan  banyaknya  permin taan  

maaf  te rsebu t  yang  harus  disampaikan  Penggugat  ” .  

Pernya taan  te rsebu t  sesungguhnya  merupakan  suatu  

pengakuan  yang  sempurna  bahwa  Tergugat  te l ah  

menetapkan  bahwa  Penggugat  melakukan  pelanggaran  

sebe lum  member ikan  hak  bagi  Penggugat  untuk  

member ikan  k la r i f i k a s i  /  pembelaan .  Bahkan  sebe lum 

kedatangan  perwak i l an  Penggugat ,  Tergugat  bukan  

hanya  te l ah  membicarakan  apakah  akan  menetapkan  
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bahwa  Penggugat  melakukan  pelanggaran  atau  t i dak ,  

mela inkan  pembicaraaannya  sudah  sampai  se jauh  

bentuk  dan  kuant i t a s  permin taan  maaf  yang  harus  

dibe r i kan  Penggugat  ;  - - - - - - - - -

60. Dar i  ura ian  te rsebu t ,  maka  je l as  seka l i  bahwa 

dalam  menetapkan  sanks i  pemberhent i an  sementara ,  

Tergugat  t i dak l ah  pernah  member ikan  kesempatan  

bag i  Penggugat  untuk  melakukan  

k la r i f i k a s i / p embe laan  te r l eb i h  dahu lu .  Hal  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  Pasa l  71  SPS,  asas  

kecermatan  fo rmi l ,  dan  asas  kepast i an  hukum 

seh ingga  mengak iba t kan  KTUN  mengandung  cacat  

hukum.  Dengan  demik ian  maka  KTUN  harus lah  

diba ta l kan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

F. ALASAN KEENAM

TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS 

PROPORSIONALITAS  DENGAN  MEMBERIKAN  SANKSI  

PENGHENTIAN SEMENTARA YANG JANGKA WAKTUNYA TIDAK 

JELAS  YANG  BERGANTUNG PADA  STATUS  MERAPI  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

61. Berdasarkan  asas  kepas t i an  hukum,  sega la  t i ndakan  

pejaba t  TUN,  te rmasuk  da lam  member ikan  sanks i ,  

harus lah  mempunyai  dasar  hukum  yang  je l as  dan  

member ikan  kepast i an  dalam hukum.  Dengan  demik ian ,  

da lam  hal  seorang  pejaba t  TUN member i kan  sanks i ,  

maka  sanks i  te rsebu t  harus lah  pula  mempunyai  
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jangka  waktu  yang  je l as  seh ingga  member ikan  

kepast i an  hukum bag i  p ihak  yang  d ikenakan  sanks i  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62. Sebaga imana  te r t u l i s  da lam  KTUN,  sanks i  

admin is t r a t i f  berupa  penghent i an  sementa ra  Program 

Si le t  ber laku  semenjak  tangga l                  9  

November  2010  sampai  dengan  pember i t ahuan  

pencabutan  sta tus  s iaga  bencana  merap i  o leh  

pemer in tah .  Sanks i  te rsebu t  t i dak l ah  mempunyai  

jangka  waktu  yang  past i  karena  tunduk  pada  suatu  

keadaan  te r t en tu  yang  t i dak  je l as  kapan  

te r l a ksananya .  Tidak  ada  yang  dapat  memast i kan  

kapan  sta tus  s iaga  bencana  merap i  akan  dicabu t  

o leh  pemer in tah ,  sebab  hal  te r sebu t  juga  

te rgan tung  dar i  keadaan  merap i  yang  t i dak  dapat  

d ip red i k s i .  Hal  te rsebu t  dapat  te r j ad i  dalam waktu  

1  minggu,  1  bu lan ,  atau  bahkan  tahunan .  Jangka  

waktu  te rsebu t  te r sebu t  ten tunya  akan  member ikan  

beban/hukuman  kepada  Penggugat  yang  t i dak  je l as  

kapan  berakh i r nya  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sela in  i t u  per lu  juga  dipe r t imbangkan  bahwa 

Program  Si le t  bukan  melu lu  ten tang  Merap i ,  

seh ingga  dika i t k annya  masa  penghent i an  sementara  

dengan  sta tus  merap i  t i dak l ah  tepa t  dan  t i dak  

re levan .  Hal  te rsebu t  menunjukkan  bahwa  te rdapa t  
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ket i dakp ropo rs i ona lan  da lam  pember ian  sanks i  

d imana  Si le t  bukan lah  acara  yang  melu lu  ten tang  

Merap i  te tap i  pember ian  sanks inya  dika i t k an  dengan  

sta tus  merap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

63. Dengan  t i dak  je l asnya  jangka  waktu  sanks i  

pemberhent i an  sementara  Program  Si le t  yang  

dibe r i kan  Tergugat  dan  d ika i t k annya  sta tus  merap i  

da lam  pember ian  sanks i  te r sebu t ,  maka  pember ian  

sanks i  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  asas  kepas t i an  

hukum  dan  propors i ona l i t a s .  Hal  te rsebu t  

menyebabkan  KTUN menjad i  cacat  hukum  dan  harus  

diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  

G. ALASAN KETUJUH

TERGUGAT MELANGGAR ASAS  KEPASTIAN  HUKUM DENGAN 

MENYATAKAN PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 55  SPS DAN 

MENGHUKUM PENGGUGAT  DENGAN  SANKSI  PENGHENTIAN 

SEMENTARA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64. Dalam  KTUN,  Tergugat  juga  memutuskan  bahwa 

penayangan  program  Si le t  tangga l  7  November  2010  
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te lah  melanggar  Pasa l  55  SPS.  Adapun  Pasal  55  SPS 

te rsebu t  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - -

“  Program  s ia ran  pel i pu tan  bencana  a lam  atau  

musibah  waj ib  memper t imbangkan  proses  pemul ihan  

korban ,  ke lua rga  dan  /  atau  masyaraka t  yang  

te rkena  bencana  alam. ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65. Tuduhan  Tergugat  te rsebu t  sangat l ah  ke l i r u .  Per lu  

di l i h a t  bahwa  la ta r  be lakang  penayangan  Program 

Si le t  7 November  2010  ada lah  untuk  mengkla r i f i k a s i  

kebenaran  pesan  s ingka t  beran ta i  yang  te l ah  

beredar  sebe lumnya  di  masyaraka t  luas ,  d imana  

pesan  s ingka t  te rsebu t  menyatakan  bahwa  puncak  

le t usan  merap i  akan  te r j ad i  pada  tangga l  8 

November  2010.  Untuk  memenuhi  tu j uan  te rsebu t  

Program  Si le t  7  November  2010  menghad i r kan  

narasumber - narasumber  yang  re levan ,  dar i  mula i  

ah l i  vu lkano log i ,  pene l i t i  sen io r  

LAPAN,  budayawan  Jawa  dan  sp i r i t u a l i s  Jawa,  jad i  

in f o rmas i  yang  disampaikan  bukan  ber i t a  sembarang  

sa ja ,  mela inkan  didasarkan  pada  narasumber  

te r t en tu .  JUSTRU  SEHARUSNYA  PROGRAM SILET  7 

NOVEMBER 2010  TERSEBUT  DIL IHAT  DENGAN POSITIF  

SEBAB SEBENARNYA PROGRAM SILET  TERSEBUT MEMBANTU 

KORBAN,  KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT YANG TERKENA 

BENCANA ALAM UNTUK MENYIKAPI  PESAN SINGKAT YANG 

Halaman 47 dar i  162 halaman Putusan  Nomor :  
174/G/2010/PTUN.JKT 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BEREDAR TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN OPINI  DARI  

NARASUMBER-NARASUMBER  YANG  RELEVAN  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

66. Selan ju tnya ,  da lam  mel ipu t  s i t uas i  gunung  merap i ,  

repor te r  dan  t im  redaks i  Si l e t  te lah  melakukannya  

sesua i  dengan  kode  et i k  ju rna l i sme  sebaga imana  

te lah  di j e l a s kan  dalam  angka  44  -  50  di  atas  ;  

- - - - - - - - - - -  

67. Dengan  demik ian ,  menginga t  pe l i pu t an  Program Si le t  

7  November  2010  di l akukan  dengan  tu j uan  membantu  

korban ,  ke lua rga ,  dan/a tau  masyaraka t  sek i t a r  

da lam  menyikap i  pesan  beran ta i  yang  beredar ,  dan  

pel i pu t an  te rsebu t  d idasar i  pada  opin i  dar i  

narasumber - narasumber  yang  re levan  dan  kred ibe l ,  

ser ta  di l akukan  dengan  mematuh i  ka idah  -  ka idah  

dalam kode  et i k  ju rna l i sme ,  maka peny ia ran  Program 

Si le t  7  November  2010  t i dak l ah  dapat  d ianggap  

mengganggu  proses  pemul ihan  korban  atau  masyaraka t  

yang  te rkena  bencana  alam  dan  melanggar  Pasa l  55  

SPS ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

68. Leb ih  lan ju t  lag i ,  seka l i pun  te rbuk t i  te rdapa t  

pe langgaran  atas  Pasa l  55  SPS,  quod  non,  maka 

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  70  ayat  (1 )  SPS,  

sanks i  yang  d iber i kan  harus lah  da lam  bentuk  

teguran  te r t u l i s   te r l eb i h    dahu lu    dan    bukan  

dalam   bentuk    penghent i an  
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sementa ra .  Dalam hal  demik ian  maka te rbuk t i  bahwa 

KTUN  ber ten tangan  dengan  keten tuan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

69. Berdasarkan  ha l  te rsebu t  maka je l as  bahwa tuduhan  

Tergugat  atas  pelanggaran  Pasa l  55  SPS  ser ta  

pember ian  sanks inya  adalah  ha l  yang  t i dak  didasar i  

bukt i - bukt i  dan  alasan  yang  wajar  ser ta  landasan  

hukum  apapun.  Oleh  karena  i t u  tuduhan  Tergugat  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  asas  kepas t i an  hukum 

yang  mengutamakan  landasan  pera tu ran  perundang-

undangan,  kepatu tan  dan  kead i l an  dalam  set i ap  

keb i j akan  penye lenggaraan  Negara .  Dengan  demik ian  

KTUN  mengandung  cacat  hukum  dan  harus lah  

diba ta l kan  ;  - - - - - - - - - - - -  

H. ALASAN KEDELAPAN

TERGUGAT MELANGGAR PASAL 67  SPS,  ASAS KEPASTIAN 

HUKUM,  ASAS  PROPORSIONALITAS,  SERTA  ASAS  NON 

DISKRIMINATIF  (ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DI  HADAPAN 

HUKUM) DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 

56  HURUF D  DAN E  SPS  DAN MENJATUHKAN SANKSI  

PENGHENTIAN  SEMENTARA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Tergugat  Melanggar  Pasa l  67  SPS  dan  Asas  

Kepast i an  Hukum ;  

70. Berdasarkan  asas  kepas t i an  hukum,  seorang  pejaba t  

TUN dalam menentukan  ada  t i daknya  pelanggaran  atas  
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suatu  keten tuan ,  harus lah  mempunyai  dasar  yang  

je l as  ser ta  mendasarkannya  pada  bukt i - bukt i  yang  

ada.  Begi tu  pu la  bag i  Tergugat ,  da lam  menentukan  

adanya  pelanggaran  atas  SPS  harus lah  mempunya i  

bukt i - bukt i  yang  dapat  mendukung  kete tapannya  

te rsebu t .  Hal  i t u  juga  d ia tu r  da lam  Pasa l  67  SPS 

yang  menyatakan  bahwa  suatu  pelanggaran  atas  SPS 

harus lah  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  untuk  

kemudian  dapat  d ikenakan  sanks i  admin is t r a t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

71. Dalam  perkara   a  quo  Tergugat  menetapkan  bahwa 

Penggugat  melanggar  Pasa l  56  huru f  d  dan  e  SPS,  

padaha l  ha l  te rsebu t  t i dak l ah  dapat  te rbuk t i  

secara  sah  dan  meyak inkan  menginga t  t i dak  adanya  

bukt i - bukt i  yang  menunjukkan  demik ian .  Sebaga imana  

te r l i h a t  da lam  Program  Si le t  7  November  2010,  

t i dak l ah  te rdapa t  peny ia ran  gambar  korban  atau  

mayat  secara  det i l  dan  gambar  luka  t i ngka t  bera t ,  

darah  dan/a tau  potongan  organ  tubuh  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

72. Dengan  demik ian  maka  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menetapkan  bahwa  Penggugat  melanggar  Pasa l  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  Asas  Kepast i an  Hukum 

dan  melanggar  Pasal  67  SPS.  Oleh  karena  i t u  KTUN 

mengandung  cacat  hukum  dan  harus  diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - -

b. Dalam  Hal  Apapun,  Terguga t  Melanggar  Asas  
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Propors i ona l i t a s  ;  

73. Seka l i pun  te rnya ta  te rdapa t  peny ia ran  gambar  

korban  atau  mayat  dan  gambar  luka  t i ngka t  bera t ,  

darah  dan/a tau  potongan  organ  tubuh ,  maka  hal  

te rsebu t  past i l a h  bukan  penayangan  suatu  gambar  

yang  “ t i d ak  laz im”  yang  dapat  menimbulkan  

kemarahan  atau  t rauma  bag i  penontonnya .  Gambar  -  

gambar  yang  dis i a r kan  dalam  Program  Si le t  7 

November  2010  merupakan  gambar- gambar  yang  dapat  

d i l i h a t  pu la  di  semua acara  di  se lu ruh  stas iun  tv  

yang  membahas  keadaan  gunung  merap i .  Bahkan  gambar  

-  gambar  te rsebu t  sesungguhnya  bukan lah  diambi l  

o leh  repor t e r  Si le t  send i r i ,  mela inkan  gambar  yang  

dipe ro l eh  dar i  mata  acara  la i n  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

74. Berdasarkan  asas  propors iona l i t a s ,  pengenaan  

sanks i  o leh  seorang  pejaba t  TUN harus lah  se imbang  

dengan  pe langgaran  

yang   d i l akukan .  Menginga t   gambar  -  gambar   yang  

dis i a r kan  dalam 

Program Si le t  7 November  2010  bukan lah  gambar  yang  

t i dak  laz im  yang  dapat  menimbulkan  kemarahan  atau  

t rauma  bag i  penontonnya  dan  jus t r u  merupakan  

gambar  yang  banyak  dis i a r kan  oleh  mata  acara  la i n  

di  berbaga i  s tas iun  te lev i s i ,  maka  da lam  hal  

apapun  pengenaan  sanks i  sebera t  penghent i an  
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sementa ra  ber ten tangan  dengan  asas  

propors i ona l i t a s .  Seharusnya  ka laupun  ing in  

dibe r i kan  sanks i ,  maka  sanks i  teguran  te r t u l i s  

sudah lah  propors i ona l  ;  - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  sanks i  yang  d i t e t apkan  dalam  KTUN 

melanggar  asas  propors i ona l i t a s  maka KTUN harus lah  

diba ta l kan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c. Tergugat  Juga  Melanggar  Asas  Non-

Disk r im ina t i f  ;  - - - - - - - - - - - - - -

75. Penye lenggara  Negara  harus lah  bers i kap  non  -  

d isk r im ina t i f  dan   t i dak  memihak  dalam 

mengeluarkan  suatu  keputusan  sebaga imana  

diamanatkan  dalam Undang -  Undang Dasar  1945  ( “UUD 

1945” ) .  Pasa l  27  ayat  1  UUD 1945  mengatakan  bahwa 

sega la  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  d i  

da lam  hukum dan  pemer in tahan  dan  waj ib  menjun jung  

hukum  dan  pemer in tahan  i t u  dengan  t i dak  ada  

kecua l i n ya .  Pember ian  sanks i  penghent i an  sementa ra  

kepada  Penggugat  juga  melanggar  asas  non-

disk r im ina t i f  sebab  te rnya ta  dalam  preseden  

la i nnya ,  penayangan  gambar  korban /mayat / l u ka  bera t  

da lam  suatu  mata  acara ,  te rnya ta  pal i ng  bera t  

hanya  dibe r i kan  teguran  te r t u l i s  sa ja  o leh  

Tergugat .  Hal  te rsebu t  te r l i h a t  dar i  rekap  teguran  

KPI  yang  diumumkan  di  websi t e  resminya ,  ya i t u  :  

- - - - - - - - - - - - -
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1. Acara  Is l am  KTP yang  di t ayangkan  SCTV pada  22 

Oktober  2010  yang  menayangkan  adegan  memotong  

tangan  dan leher  dengan  pedang  secara  eksp l i s i t  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Acara  Running  On Karma  yang  di tayangkan  ANTV 

pada  tangga l  28 September  2010  yang  menayangkan  

mayat  dengan  kond is i  wajah  yang  sangat  

mengenaskan,  berdarah  -  darah ,  mayat  da lam 

keadaan  te rpo tong  pada  bagian  kepa la  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Acara  Bioskop  Trans  TV  Spes ia l  Doom  yang  

di t ayangkan  Trans  TV pada  tangga l  3  Maret  2010  

yang  menayangkan  bag ian  tubuh  yang  te rpo tong  -  

potong  dengan  kond is i  yang  mengenaskan  ;  - - -

4.  Acara  kabar  petang  yang  di tayangkan  TV One pada  

3 Desember  2009  yang  menggambarkan  tubuh  korban  

penembakan  yang  dipe r l i h a t k an  secara  vu lga r  dan  

beru lang  –  u lang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76. Selu ruh  mata  acara  te rsebu t  d i  atas  menayangkan  

mayat / ko rban / l u ka  bera t  dan  dapat  d ikenakan  sanks i  

penghent i an  sementa ra .  Namun  kenyataannya  t i dak  

satupun  dikenakan  lembaga  peny ia ran  yang  

menyia rkan  acara  te rsebu t  d iber i kan  sanks i  

penghent i an  sementa ra ,  mela inkan  hanya  d ibe r i kan  
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teguran  te r t u l i s  sa ja .  Berdasarkan  asas  non  -  

d isk r im ina t i f ,  seharusnya  Penggugat  dipe r l a kukan  

sama  oleh  Tergugat ,  d imana  da lam  hal  Terguga t  

berpandangan  bahwa  Penggugat  melanggar  Pasa l  56  

huru f  d  dan  e SPS,  maka seharusnya  Terguga t  cukup  

member ikan  teguran  te r t u l i s  kepada  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

77. Oleh  karena  pember ian  sanks i  o leh  Tergugat  

melanggar  asas  non  - disk r im ina t i f  maka  KTUN 

mengandung  cacat  hukum  dan  karenanya  harus  

diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

I . ALASAN KESEMBILAN

TERGUGAT  TELAH  MELAMPAUI  KEWENANGANNYA  DAN 

MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN 

SANKSI  KEPADA  PENGGUGAT  UNTUK  MEMBERIKAN 

PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

78. Dalam  KTUN Tergugat  mewaj ibkan  Penggugat  untuk  

membuat  permin taan  maaf  kepada  publ i k ,  ya i t u  pada  

1 sura t  kabar  nas iona l  

sebanyak  1  ka l i  tayang ,  2  sura t  kabar  loka l  

sebanyak  2  ka l i  tayang  dan  pada  s ia ran  RCTI  

sebanyak  3  ka l i  sehar i ,  ya i t u  pada  s ia ran  ber i t a  

pag i ,  s iang  dan  petang ,  se lama  7  har i  ber tu ru t -

tu ru t  seh ingga  to ta l nya  ber jumlah  sebanyak  24 ka l i  
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dengan  kata - kata  yang  te l ah  di te t apkan  oleh  

Tergugat .  Penetapan  Terguga t  in i  t i dak l ah  memi l i k i  

dasar  hukum  apapun,  sebab  Tergugat  sama  seka l i  

t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  mewaj ibkan  

Penggugat  membuat  permin taan  maaf ,  apa lag i  sampai  

menentukan  jumlah  permin taan  maaf  te rsebu t  dan  

jen i s  media  ser ta  kata - kata  yang  digunakan  untuk  

kepent i ngan  permin taan  maaf  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

79. Dalam Sura t  Jawaban  KPI  Atas  Hak  Jawab,  Terguga t  

menyatakan  bahwa  kewenangannya  untuk  mewaj ibkan  

Penggugat  untuk  membuat  permin taan  maaf  te rsebu t  

d ia tu r  da lam  Pasa l  51  ayat  (1 )  UU Peny ia ran  yang  

berbuny i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  KPI  dapat  mewaj ibkan  Lembaga  Peny ia ran  untuk  

menyia rkan  dan/a tau  menerb i t kan  pernya taan  yang  

berka i t an  dengan  aduan  sebaga imana  d imaksud  da lam  

Pasa l  50  ayat  (2 )  apab i l a  te rbuk t i  benar . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

80. Keten tuan  te rsebu t  hanya lah  member ikan  kewenangan  

kepada  Tergugat  untuk  mewaj ibkan  Lembaga Peny ia ran  

untuk  member i kan  pernya taan   te rka i t  laporan  /  

aduan  masyaraka t  yang  te rbuk t i  benar ,  
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namun  t i dak  disebu tkan  sama  seka l i  bahwa 

pernya taan  yang  dimaksud  dis i t u  bentuknya  adalah  

permin taan  maaf  dan  t i dak  disebu tkan  pula  bahwa 

Tergugat  memi l i k i  kewenangan                  untuk  

menentukan  kata  -  kata  dar i  pernya taan  te rsebu t ,  

jumlah  pernya taan  dan  jen i s  media  yang  digunakan  

untuk  memuat  pernya taan  te rsebu t .  Penggugat  t i dak  

hab is  pik i r ,  dar imana  Tergugat  b isa  menentukan  

bahwa  jumlah  permin taan  maaf  yang  harus  d ibua t  

ada lah  sebanyak  24  ka l i  dan  menentukan  pula  jen i s  

media  yang  harus  digunakan  untuk  memuat  permin taan  

maaf  te r sebu t .  Ter l i ha t  bahwa  Tergugat  “asa l  

tembak”  sa ja  da lam  menentukan  hal  te rsebu t .  Hal  

i t u  te r j ad i  karena  memang keten tuan  dalam Pasa l  51 

ayat  (1 )  UU  Peny ia ran  belum  ada  pera tu ran  

pelaksanaannya ,  seh ingga  se lama  belum  ada  

pera tu ran  pelaksanaannya  yang  member ikan  

kewenangan  kepada  Tergugat  untuk  menentukan  

pernya taan  te rsebu t  ba ik  da lam  bentuknya ,  

banyaknya  ser ta  jen i s  media  yang  digunakannya ,  

maka  Tergugat  t i dak  mempunyai  kewenangan  untuk  

menentukan  ha l  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Dengan  demik ian  te rbuk t i  bahwa  Tergugat  te l ah  

melampaui  kewenangannya  dan  menyebabkan  KTUN cacat  
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hukum  seh ingga  harus  diba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju tnya ,  sebe lum  Penggugat  memohon  putusan ,  

Penggugat  te tap  mengajukan  permohonan  Penetapan  

Penundaan  Pelaksanaan    Sura t  Keputusan  Komis i  Peny ia ran   

Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  8  November  

2010    per iha l  Penghent i an  Sementara  kepada  Maje l i s  Hakim   

Yang  Terhormat  sampai  dengan  adanya  putusan  pengad i l an  

yang  berkekua tan  hukum  te tap  atas  gugatan    a  quo   

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  67  ayat  (2 )  UU No.  

5/1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maje l i s  Hakim  Yang  Terhormat ,  preseden  in i  merupakan  

suatu  preseden  yang  buruk  bag i  dunia  peny ia ran  d i  era  

re fo rmas i  in i .  Seharusnya  pada  saat  in i  sudah  t i dak  ada  

lag i  ins t i t u s i  pemer in tah  yang  dapat  ber t i ndak  sewenang  

-  wenang dan member ikan  sanks i  semaunya  tanpa  mengiku t i  

atu ran  -  atu ran  yang  ada.  Apalag i  te rhadap  Lembaga 

Peny ia ran  yang  mempunya i  fungs i  pent i ng  da lam 

ber ja l annya  demokras i  d i  sebuah  negara .  Apabi l a  

preseden  in i  d ib ia r kan ,  maka  se lan ju t n ya  akan  ada  

banyak  penyensoran ,  pembrede lan  dan  penghent i an  

peny ia ran  seh ingga  hak  Pers  untuk  menyebarkan  in fo rmas i  

dan  hak  masyaraka t  untuk  mendapatkan  in fo rmas i  te r sebu t  

menjad i  te rbe l enggu .  Mohon  jangan  bia rkan  Indones ia  

mundur  se langkah  dalam  hal  demokra t i s as i .  Berdasarkan  
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se lu ruh  alasan  -  a lasan  hukum sebaga imana  diu ra i kan  di  

atas  yang  didukung  dengan  bukt i  -  bukt i  yang  kuat ,  maka 

kami  mohon  agar  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  Cq.  Maje l i s  Hakim  Pengad ian  Tata  Usaha  Negara  

Jakar ta  yang  memer iksa  perkara  in i ,  k i ranya  berkenan  

untuk  memutuskan  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  Penundaan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  menunda  pe laksanaan  Sura t  Keputusan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  8 

November  2010 per iha l  Penghent i an  Sementara  sampai  

adanya  putusan  yang  berkekua tan  hukum  te tap  atas  

perkara  a  quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  

8  November  2010 per iha l  Penghent i an  Sementara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  
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Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  

Tangga l  8 November  2010 per iha l  Penghent i an  Sementara  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  -  b iaya  perkara  

menuru t  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  har i  pers i dangan  yang  te l ah  

di t e t apkan ,  har i  RABU,  tangga l  22  Desember  2010  da lam 

acara  Jawaban  Tergugat ,  para  pihak  te lah  datang  

menghadap  di  pers idangan ,  d iwak i l i  o leh  kuasa  hukumnya  

masing  -  masing  yang  nama  -  nama  dan  sura t  kuasa  

khususnya ,  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  

sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  

Jawaban Ter tu l i s  pada  pers i dangan  tangga l    22 Desember  

2010,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  ALASAN PERTAMA

KTUN dibua t  da lam  fo rmat  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  

lengkap  seh ingga  mengandung  cacat  fo rm i l  dan  

karenanya  harus lah  diba ta l kan  ;  - - - - - - - - - - - - -

Bahwa te rhadap  pos i t a  18,  19,  20  secara  admin is t r a s i  

bukan lah  menjad i  keten tuan  baku  da lam  membuat  sura t  
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keputusan  (  besch ikk i ng  )  karena  di  da lam  pembuatan  

besch ikk i ng  je l as  berbeda  dengan  rege l i ng .  Untuk  

pembuatan  Keputusan  TUN te lah  memenuhi  unsur - unsur  

anta ra  la i n  :

Di t i n j au  dar i  seg i  pembuatnya  :  d ike lua r kan  oleh  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  dalam  rangka  

melaksanakan  keg ia tan  yang  bers i f a t  eksekut i f  dan  

dar i  seg i  wujud  mater i a l n ya  :  ber i s i  t i ndakan  hukum 

Tata  Usaha  Negara  ya i t u  t i ndakan  hukum  admin t ras i  

Negara  yang  melaksanakan  fungs i  untuk  

menyelenggarakan  urusan  Pemer in tahan  baik  di  Pusat  

maupun  di  daerah.  Dengan  demik ian  keputusan  TUN yang  

dike lua rkan  oleh  TERGUGAT ada lah  sah,  o leh  karena  i t u  

alasan  PENGGUGAT  yang  menyatakan  cacat  fo rm i l  

harus lah  di t o l a k  ;  - - - - - - - - - - - - -

2.  ALASAN KEDUA

Tergugat  menyalahgunakan  kewenangan  dengan  menuduh  dan 

memberi takan  penggugat  melanggar  Pasal  36  ayat  (5)  

huru f  a  UU Penyiaran  dan  Pasal  55  SPS namun temyata  

menghukum penggugat  dengan  sanksi  atas  pelanggaran  pasal  

yang  berbeda  yai tu  Pasal  56  huru f  d  dan  e  SPS  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  posi t a  angka  21  sampai  dengan  angka  29  dalam 

gugatan  bahwa  Komis i  Penyia ran  Indones ia  adalah  
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Lembaga  Negara  Independen  yang  lah i r  atas  dasar  

Undang- Undang No.  32 Tahun 2002 Tentang  Peny ia ran  ( "UU 

Peny ia ran " ) .  Pasa l  8  ayat  (1 )  UU  Peny ia ran  

menyebutkan  bahwa  KPI  sebaga i  wujud  peran  ser ta  

masyaroka t  ber fungs i  mewadahi  aspi ras i  ser ta  mewaki l i  

kepent i ngan  masyarakat  akan  peny ia ran .  Sedangkan  sa lah  

satu  tugas  dan  kewaj i ban  KPI  da lam  Pasa l  8  ayat  (3 )  

huru f  e. ,  ada lah  menampung,  menel i t i ,  dan  

menindak lan ju t i  aduan,  sanggahan,  ser ta  kr i t i k  dan  

apres ias i  masyaraka t  te rhadap  penye lenggara  peny ia ran  

;  - - - - - -

Sebaga i  lembaga  negara  yang  mewaki l i  kepent i ngan  

masyaraka t  akan  peny ia ran  KPI ,  berdasarkan  Pasal  50 

ayat  (3 )  UU Peny ia ran  KPI  waj ib  menindak lan ju t i  aduan  

dan  berdasarkan  Pasal  50  ayat  (4)  UU Penyia ran  KPI  

waj ib  meneruskan  aduan  kepada  lembaga  peny ia ran  yang  

bersangkutan .  Sebagai  Lembaga Negara  Independen,  dalam 

menja lankan  kewenangan,  fungs i ,  tugas  dan  kewaj i ban  

KPI  se la l u  berpegang  pada  aturan  normat i f  yang  

te rdapa t  da lam  pera tu ran  perundang  -  undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Dalam menja tuhkan  sanks i  admin is t r a t i f  kepada  pengugat  

sebaga i  dalam  sura t  KPI  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10 ,  

sangat  je l as  bahwa  keputusan  sanks i  admin is t r a t i f  

t i dak  didasarkan  pada  UU  Peny ia ran   Pasa l  36 ayat  
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(5 )  huru f  a,  ha l  in i  d ibuk t i k an  dengan  ka l ima t  :  KPI  

Pusat  memutuskan  bahwa  t i ndakan  penayangan  te rsebu t  

melanggar  Pedoman  Per i l aku  Penyia ran  (P3)  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  tahun  2009  Pasa l  34 ser ta  Standar  

Program Peny ia ran  (SPS) .  Pasal  55 dan  Pasa l  56 huru f  

d  dan  huru f  e.   Ber i ku t   Pasal - Pasal  yang  d i l anggar  

penggugat  dan  sanks i  Hukumnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  33 P3 (  Pedoman Per i taku  Penyiaran  )

Dalam   mel ipu t   dan/a tau    menyia rkan   program  yang  

mel iba t kan   p ihak - pihak  yang  te rkena  musibah ,  lembaga  

peny ia ran  waj ib  mengiku t i  keten tuan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

a. melakukan  pe l i pu t an  subyek  yang  te r t impa  musibah  

harus  mempert imbangkan  proses  pemul i han  korban  dan  

ke lua rganya  ;  - - - -

b. t i dak  menambah  pender i t a an  ataupun  t rauma  orang  

dan  /  atau  ke luarga  yang  berada  pada  kond is i  gawat  

daru ra t ,  korban  kece lakaan  atau  korban  ke jaha tan ,  

atau  orang  yang  sedang  berduka  dengan  cara  

memaksa,  menekan,  mengin t im idas i  korban  dan/a tau  

ke lua rganya  untuk  diwawancara i  dan  /  atau  diambi l  

gambarnya ;  dan  /  atau  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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c. menyia rkan  gambar  korban  dan/a tau  orang  yang  

sedang  dalam kond is i  mender i t a  hanya  dalam konteks  

yang  dapat  mendukung  tayangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanksi  Pelanggaran  Pasal  34  P3  (  Pedoman Peri l aku  

Penyiaran  )  :   Pasa l  54  P3 :  Pencata tan  pelanggaran  

sebaga i  bahan  per t imbangan   KPI  untuk  perpan jangan  

iz i n  s ia ran  penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  55  SPS  (  Standart  Program  Siaran  )  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Program  s ia ran  pe l i pu t an  bencana  alam  atau  musibah  

waj ib  memper t imbangkan  proses  pemul ihan  korban ,  

ke lua rga  dan  /  atau  masyaraka t  yang  te rkena  bencana  

alam ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanksi  Pelanggaran  Pasal  55  SPS:  Pasal  70  ayat  (1)  :  

Teguran  Ter tu l i s .  Dalam  cata tan  KPI,  program  s i l e t  

sudah  pernah  diber i k an  teguran  te r t u l i s  per tama  pada  

tahun  2008  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Pasal  56 SPS

Program  s ia ran  pe l i pu t an  bencana  alam  atau  musibah  

di l a r ang  :  - - - - - - - - - - - -

d. menampi l kan  gambar  korban  atau  mayat  secara  det i l  
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{b ig  c lose  up,  medium c lose  up, ext reme  c lose  u )  ;  

atau  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. menampi l kan  gambar  luka  t i ngka t  bera t ,  darah ,  

dan/a tau  potongan  organ  tubuh  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanksi  Pelanggaran Pasal  56 huruf  d dan e SPS :  

Pasal  71  ayat  (1) :  Penghent ian  sementara  mata  acara  

yang  bermasa lah  sete lah  mela lu i  tahap  te r t en t u .  Yang 

dimaksud  tahap  te r t en t u  da lam  Pasal  71  ayat  (2 )  

d isebu t  sebaga i  ber i ku t  :  a.  tahap  pemer iksaan  bukt i  

pe langgaran ,  b.  tahap  pene l i t i a n  dan  pen i l a i an  

pelanggaran ,  c.  tahap  k la r i f i k a s i ,  dan  d.  tahap  

pemutusan  sanks i  admin is t r a t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  pelanggaran  Pasal  34  P3,  maka  KPI  te lah  

mencata t  pelanggaran  te rsebu t ,  sedangkan  pelanggaran  

Pasal  55  dan  56  huru f  d  dan  e  SPS,  karena  te rdapa t  2  

sanks i  admin is t r a t i f  yang  berbeda,  maka KPI  menerapkan  

sanks i  admin is t r a t i f  yang  dianggap  pa l i ng  bera t ,  

ya i t u   penghent i an  sementa ra .  Dengan demik ian   sanks i  

admin is t r a t i f   teguran  te r t u l i s  t i dak  di l aksanakan .  

Sedangkan  pencantuman  in fo rmas i  yang  ber i s i  naras i  

dan  gambar  yang  menyesatkan ,  mengasut  dan t i dak  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  kebenarannya ,  seh ingga  

menimbulkan  keresahan ,  kepan ikan ,  ketaku tan ,  t rauma  
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dan  menambah  pender i t aan  korban ,  ke lua rga ,  dan  

masyaraka t  yang  sedang  mengalami  musibah  bencana  alam 

Gunung  Merap i  sebaga imana  dalam  sura t  TERGUGAT (KPI  

Pusat )  No.  669/K/KP1/11 /10  adalah  hasi l  anal i s i s  KPI  

te rhadap  tayangan  program s i l e t  dan  has i l  aduan- aduan  

masyaraka t  yang  waj ib  disampaikan  kepada  penggugat  

sebagaimana yang dia tu r  dalam Pasal  8 ayat  (3)  huru f  e,  

Pasal  50  ayat  (3) ,  (4)  dan  (5 ) .  Pasal  50  ayat  (5 )  

menyebutkan  bahwa  KPI  waj ib  menyampaikan  secara  

te r t u l i s  has i l  eva luas i  dan  pen i l a i a n  kepada  pihak  

yang  mengajukan  aduan  dan  lembaga  peny ia ran  te rka i t ,  

da lam hal  in i  penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian   keten tuan   pasa l  -  pasa l  d ia tas  

sebaga i   pember ian     sanks i   kepada  PENGGUGAT 

bukanlah  merupakan  penyalahgunaan     kewenangan  dan  

rekayasa  TERGUGAT,  karena  TERGUGAT sebagai  Lembaga 

Negara  Independen  untuk  menja lankan  kewenangannya  

sebaga imana  dia tu r  dalam Undang -  Undang  Penyia ran  dan 

P3SPS ;  - - - - - -

3. ALASANKETIGA

Tergugat  melampaui  kewenanganya  dengan  meni la i  ada  

t idaknya  pelanggaran  pidana  oleh  penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sebaga imana  posi ta  30  s/d  33  dapat  diambi l  al i h  

Jawaban  :  Sebagaimana  te lah  di j e l askan  pada  jawaban  

kedua,  sura t  TERGUGAT (KPI  Pusat )  No.  669/K/KPI /11 /10  
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diputuskan  berdasarkan  pelanggaran  P3SPS  sebagaimana  

kewenangan  TERGUGAT (  KPI)  yang  te rdapa t  pada  pasa l  8 

ayat  (2 )  huru f  d  UU Peny ia ran .  Pencantuman  ka l ima t  :  

- - - - - - - - - - - - - -

Jen is  pe langgaran  in i  menuru t  keten tuan  Undang  -  

Undang  No.  32  Tahun  2002  ten tang  Penyiaran  ("UU 

Penyia ran" )  Pasal  36  ayat  (5)  huru f  a,  yang  

dika tegor i kan  sebaga i  pe langgaran  pidana .  Meru juk  pada  

kata  dika tegor i k an ,  pencantuman  ka l ima t  d i  atas  hanya  

merupakan  pen je lasan  dar i  TERGUGAT (  KPI  )  kepada  

pengugat  bahwa  pe langgaran  da lam  tayangan  Si le t  

te rmasuk  dalam  pelanggaran  bera t .  TERGUGAT menyadar i  

bahwa  TERGUGAT t idak  berwenang  menja tuhkan  sanks i  

pidana  te rhadap  pelanggaran  Pasa l  36  ayat  (5 )  huru f  

a.  Dengan  dasar  in i l a h ,  TERGUGAT te l ah  meneruskan  

aduan  -  aduan  masyaraka t  da lam bentuk  laporan  pol i s i  

te rhadap  dugaan  pe langgaran  pasa l  36 ayat  (5 )  huru f  a  

kepada  Mabes  Pol r i  pada  tangga l  30  November  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  ALASAN KEEMPAT

Tindakan  te rgugat  yang  member ikan  sanks i  penghent ian  

sementara  atas  penyia ran  program   s i l e t   yang  

merupakan   suatu    produk   ju rna l i s t i k ,    ber ten tangan  

dengan  Undang  -  Undang  Pers  yang  member ikan  hak  bag i  

pers  nas iona l  untuk  menyia rkan  in f o rmas i  tanpa  

pelanggaran  peny ia ran  (kebebasan  pers )  ;  

66

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  sebaga imana  pos i t a  34  sampai  dengan  35  dalam 

gugatan  PENGGUGAT  berdasarkan  hasi l  anal i s i s  

TERGUGAT /  KPI  atas  tayangan  Si le t  tangga l  7  November  

2010,  TERGUGAT t i dak  menemukan  nama pimpinan  Redaks i  

RCTI  di  akh i r  program te rsebu t .  KPI  /  TERGUGAT hanya  

menemukan  produser  /  produser  eksekut i f  sebaga i  

penanggung jawab  program.  Sesuai  dengan  keten tuan  Pasal  

12                 Undang- Undang  No.  40  Tahun  1999 

ten tang  Pers  ( "UU Pers" )  bahwa  Perusahaan  Pers  waj i b  

mengumumkan  nama,  alamat  dan  penanggung jawab  secara  

te rbuka  mela lu i  media  yang  bersangku tan .  Dewan  Pers  

juga  te l ah  member ikan  mengatu r  atu ran  tekn i s  ten tang  

kewaj i ban  mengumumkan penanggung jawab  dalam Pera tu ran  

Dewan Pers  No.  4 /  Pera tu ran  –DP /  l l l  /  2008 ten tang  

Standar  Perusahaan  Pers  

bahwa Perusahaan  pers  waj ib  mengumumkan nama,  alamat ,  

dan  penanggung  jawab  secara  te rbuka  mela lu i  media  

yang  bersangku tan ;  khusus  untuk  media  cetak  di t ambah  

dengan  nama  dan  alamat  perce takan .  Pengumuman 

te rsebu t  d imaksudkan  sebaga i  wujud  per tanggung jawaban  

atas  karya  ju rna l i s t i k  yang  d i t e r b i t k an  atau  

dis i a r kan .  Secara  in fo rma l ,  KPI  juga  te lah  

berkonsu l t as i  dengan  anggota  Dewan  Pers ,  yang  

member ikan  pendapat  pr ibad inya  bahwa  Program  Si le t  

t i dak  dapat  dika tego r i k an  produk  ju rna l i s t i k .  
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Berdasarkan  temuan  di  atas ,  KPI  Pusat  berkes impu lan  

bahwa  program  te rsebu t  t i dak  dapat  d ika tego r i k an  

sebaga i  program  s ia ran  ju rna l i s t i k .  Kesimpulan  KPI  

Pusat    (  TERGUGAT )  in i  d ipe rkua t  oleh  jawaban  dar i  

waki l  te rguga t ,  Rudy Ramawy mewaki l i  PENGUGAT, sewaktu  

tahap  k la r i f i k a s i  ber tempat  di  Kanto r  TERGUGAT,  

menyatakan  bahwa  program  te rsebu t  d i  RCTI  t i dak  

dimasukkan  da lam  div i s i  ber i t a  (news) ,  mela inkan  

berada  dalam  Div i s i  Programming.  Keterangan  waki l  

penggugat  in i  te rdapa t  dalam notu lens i  ber i t a   acara  

k la r i f i k a s i .   Berdasarkan   fak ta   te rsebu t ,   sura t  

KPI    Pusat                   

(  TERGUGAT )  No.  669/K /KP1/11 /10  sama  seka l i  t i dak  

menggunakan  pelanggaran  atas  keten tuan  program s ia ran  

ju rna l i s t i k  da lam  menja tuhkan  sanks i  admin is t r a t i f  

te rhadap  program.  Atas  dasar  in i l a h ,  da l i l  yang  

disampaikan  penggugat  bahwa  program  s i l e t  merupakan  

produk  ju rna l i s t i k  adalah  t i dak  benar  dengan  demik ian  

harus  di to l ak  ;  - - - - -

 5. ALASAN KELIMA

Tergugat  melanggar  Pasal  71  SPS dan  Asas  Kecermatan  

Formi l  ser ta  Asas  Kepast i an  Hukum dengan  member ikan  

sanks i  penghent i an  sementara  bag i  penggugat  tanpa  

te r l eb i h  dahu lu  member ikan  k la r i f i k a s i  atau  membela  

di r i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa sebagaimana  dal i l  (  posi ta  )  PENGGUGAT pada  53  

sampai  dengan  60  Bahwa  TERGUGAT dalam  menja tuhkan  

sanks i  admin is t r a t i f  kepada  set i ap  lembaga  peny ia ran ,  

KPI  (  TERGUGAT )  Pusat  se la l u  berpegang  pada  atu ran  

normat i f  yang  te rdapa t  da lam  pera tu ran  perundang  

- undangan.  Penja tuhan  sanks i  admin is t r a t i f  te rhadap  

program berdasarkan  pada  keten tuan  UU Peny ia ran  Pasa l  

8 ayat  (2 )  huru f  d. ,  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  50 Tahun 

2005  ten tang  Penyelenggaraan  Penyia ran  Lembaga 

Penyia ran  Swasta  ( "PP  LPS")  Pasa l  14  ayat  (7 ) ,  Pasa l  

47,  dan  Pasa l  62  ayat  (2 )  ser ta  Pedoman  Per i l aku  

Penyia ran  ( "P3" )  KPI  tahun  2009 Pasal  34 dan SPS Pasal  

55  dan  56  huru f  d  dan  huru f  e.  Prosedur  pen ja tuhan  

sanks i  admin is t r a t i f  program  didasarkan  pada  

keten tuan  Pasal  71  ayat  (1)  dan  ayat  (2) ,  karena  

te rdapat  pelanggaran  Pasal  56  huru f  d  dan  e  SPS.  

Sesuai  dengan  keten tuan  Pasal  71  ayat  (2) ,  KPI  Pusat  

te lah  menja lankan  semua prosedur  penghent i an  sementara  

mata  acara  yang  bermasa lah .  Pasal  71  ayat  (1)  :  

Penghent i an  sementara  mata  acara  yang  bermasa lah  

sete lah  mela lu i  tahap  te r t en tu .  Yang  dimaksud  tahap  

te r t en tu  da lam  Pasal  71  ayat  (2 )  d isebu t  sebaga i  

ber i ku t  :  a.  tahap  pemer iksaan  bukt i  pe langgaran ,  b.  

tahap  pene l i t i a n  dan  pen i l a i a n  pe langgaran ,  c .  tahap  

k la r i f i k a s i ,  dan  d.  tahap  pemutusan  sanks i  

admin is t r a t i f .  Tahap  k la r i f i k a s i  sebaga imana  yang  

d ida l i l k a n  penggugat  t i dak  di l akukan  oleh  KPI  adalah  
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t i dak  benar .  KPI  te lah  melakukan  tahap  k la r i f i k a s i  

pada  tangga l  8  November  2010,  bukt i  dar i  tahap  

k la r i f i k a s i  ada lah  Ber i t a  Acara  Klar i f i k a s i  yang  

te lah  di tanda tangang i  send i r i  o leh  waki l  penggugat ,  

Rudy  Ramawy,  Di rek tu r  Programming  RCTI  dan  te rdapa t  

notu len  k la r i f i k a s i .  Dengan  demik ian  ber i t a  acara  

k la r i f i k a s i  te rsebu t  membukt i kan  bahwa TERGUGAT te l ah  

melakukan  k la r i f i k a s i  kepada  PENGGUGAT sebagai  bagian  

dar i  tahapan  sebelum  TERGUGAT  menja tuhkan  sanks i  

admin is t r a s i  kepada  PENGGUGAT  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 6. ALASAN KEENAM

Tergugat  Melanggar  Asas  Kepast i an  Hukum  dan  Asas  

Propors i ona l i t a s  dengan  Member ikan  Sanks i  Penghent i an  

Sementara  yang  waktunya  t i dak  je l as  yang  bergan tung  

pada Sta tus  Merap i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  pos i t a  61  sampai  dengan  pos i t a  63,  

bahwa  TERGUGAT  memperhat i kan  secara  sos io log i s  

masyarakat  Yogyakar ta ,  sehingga  TERGUGAT  dalam 

member ikan  sanks i  mel iha t  keadaan  masyaraka t  yang  

te rkena  musibah  d i  Yogyakar ta  memperhat i kan  proses  

pemul ihan  kond is i  masyaraka t .  Sementara  TERGUGAT untuk  

menentukan  s i t uas i  /beban  ps iko log i  masyaraka t  

te rsebu t  harus  mengiku t i  keten tuan  Pemer in tah  ten tang  

sta tus  Gunung Merap i  ;  - - - - - - - - - -
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Oleh  karena  i t u  menuru t  TERGUGAT/KPI  Pusat  

berpendapat  bahwa jangka  waktu  penghent i an  sementara  

memi l i k i  kepas t i an  hukum.  Kepast i an  hukum  yang  

dimaksudkan ,  adanya  jangka  waktu  dimula inya  sanks i  

dan  berakh i r nya  sanks i  admin is t r as i  bagi  PENGGUGAT. 

Sanks i  admin is t r as i  dimula i  tangga l  9  November  2010  

sampai  dengan    pember i t ahuan  pencabutan  sta tus  s iaga  

bencana  Merapi  oleh  Pemer in tah .  Tujuan  dar i  

berakh i rnya  sanks i  admin is t r a t i v e  di ten tukan  oleh  

otor i t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pemer in tah ,  semata  -  mata  karena  Komis ione r  KPI  Pusat  

ing in  menggunakan  kewenangannya  untuk  mel indung i  

masyaraka t  korban  bencana  Merap i  te rhadap  munculnya  

t rauma  kembal i  bagi  korban  dalam  kond is i  masyaraka t  

dan  Merap i  yang  belum  stab i l .  KPI  da lam  hal  

in i   mempert imbangkan   aspek   pub l i k ,  d imana   KPI  

sebaga i  wujud  peran  

ser ta  masyaraka t  ber fungs i  mewadahi  asp i ras i  ser ta  

kepent i ngan  masyaraka t  akan  peny ia ran .  Oleh  karena  

i t u ,  KPI  Pusat  berpendapat  bahwa  jangka  waktu  

berakh i r nya  sanks i  admin is t r a t i f  d i t en tukan  o leh  

pemer in tah ,  karena  pemer in tah  yang  mempunyai  oto r i t a s  

untuk  menentukan  sta tus  gunung  Merap i ,  bukan  KPI  

Pusat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. ALASAN KETUJUH
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Tergugat  Melanggar  Asas  Kepast i an  Hukum  dengan  

Menyatakan  Penggugat  Melanggar  Pasal  55  SPS  dan 

Menghukum Penggugat  dengan  Sanksi  Penghent ian  Sementara  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  posi ta  PENGGUGAT angka  64  sampai  

dengan  69  Sebagaimana  te lah  di j e l askan  pada  jawaban  

(  posi ta  )  TERGUGAT pada  angka  2  (dua)  bahwa  bi l a  

te rdapat  2  sanks i  admin is t r a t i f  yang  berbeda,  menuru t  

TERGUGAT bahwa  PENGGUGAT te lah  melakukan  pelanggaran  

bera t ,  maka  PENGGUGAT  dikenakan  sanks i  sanks i  

admin is t r a t i f  yang  dianggap  pal i ng  bera t ,  ya i t u  

penghent i an  sementa ra .  Dengan  demik ian  sanks i  

admin is t r a t i f  teguran  te r t u l i s  sebaga imana  sanks i  

Pasal  55  SPS t i dak  di l aksanakan.  Sebaga imana  Pos i ta  

angka  65  dar i  PENGGUGAT bahwa  sete lah  PENGGUGAT 

menayangkan  Program SILET 7 Nopember  2010,  maka dalam 

waktu  yang  bersamaan  masyaraka t ,  te rus  melakukan  

pro tes  kebara tan  te rhadap  program  tayangan  SILET 

dengan jumlah  SMS atau  emai l  aduan dar i  masyarakat  yang  

masuk  kepada  TERGUGAT se jumlah  1000  (  ser ibu  )  leb ih  

te rmasuk  se lang  beberapa  har i  sura t  masuk  dar i  

GUBERNUR DIY  yai tu  Sri  SULTAN HAMENGKU BUWONO X  dan  

WALIKOTA  YOGYAKARTA  yang  is i n ya  pro tes  keras  dan 

kebera tan  ten tang  tayangan  SILET  7  Nopember  2010.  

Dengan  demik ian  je l as  "  TIDAK  BENAR  "  menuru t  

PENGGUGAT bahwa  tanyangan  Program  SILET  tangga l  7 
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Nopember  2010  "  di l i ha t  sebaga i  yang  "  Posi t i f  "  ;  

- - - - - - - - - - -

8. ALASAN KEDELAPAN

Tergugat  Melanggar  Pasal  67  SPS,  Asas  Kepast ian  Hukum,  

Asas  Propors iona l i t as ,  ser ta  Asas  Non  Diskr im ina t i f  

(  Asas  Per lakukan  Yang  Sama Di  Hadapan  Hukum)  dengan  

menyatakan  penggugat  melanggar  Pasal  56 huruf  d dan e SPS 

dan Menjatuhkan  Sanksi  Penghent i an  Sementara  ;  - - - - - - -

Bahwa  sebagaimana  posi ta  angka  70  sampai  dengan  72 

dalam  gugatan  PENGGUGAT,  adalah  TIDAK  BENAR.  Bahwa 

TERGUGAT te lah  mempunyai  per t imbangan  dan  dasar  bukt i -

bukt i  yang  cukup  je l as  dan  nyata  sebaga imana  has i l  "  

t ransk r i p  "  dan  bukt i - bukt i  la i n  ya i t u  adanya  

kebera tan  dar i  masyaraka t  berupa  SMS dan Emai l  dengan  

jumlah  1000  leb ih ,  seh ingga  TERGUGAT  dengan  

kewenangannya  member ikan  sanks i  admin is t r a t i f  kepada  

PENGGUGAT.  Sebaga imana  pula  himbauan  yang  te lah  

disampaikan  oleh  TERGUGAT kepada  PENGGUGAT tangga l  

28  Oktober  2010  dengan  nomor  sura t  684/K /KP1/10 /10 ,  

te rnya ta  TERGUGAT t i dak  mematuh i  h imbauan  te rsebu t ,  

da lam  azas  kepast i an  hukum  te lah  menjad i  dasar  

TERGUGAT  untuk  menerapkan  sanks i  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tentang  Azas Propors iona l i t a s   
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Bahwa sebagaimana  posi ta  PENGGUGAT pada  angka  73 -  74,  

TERGUGAT dalam  kewenangannya  member ikan  sanks i  kepada  

PENGGUGAT te lah  menjad i  per t imbangan  matang  oleh  

TERGUGAT dan  sebe lum  member i kan  sanks i  admin is t r a s i  

berupa  pemberhent i an  sementara ,  TERGUGAT melakukan  

rapa t  p leno  di  Kanto r  Komis i  Penyia ran  Indones ia  

Pusat .  Per t imbangan  pember ian  sanks i  kepada  PENGGUGAT 

adalah  bahwa  "  Tayangan  program  SILET  pada  tangga l  

7  Nopember  2010  te l ah  menimbulkan  dampak  yang  

meresahkan  dan  menambah  pender i t aan  masyaraka t  

khususnya  korban  bencana  Merap i ;

Tentang  Azas Non Diskr imant i f   

Bahwa  sebaga imana  pos i t a  PENGGUGAT pada  angka  75  -  

77,  Hal  in i  ada lah  TIDAK BENAR.  Karena  semua lembaga  

peny ia ran  te lah  dipantau  dan  apabi l a  melanggar  maka 

akan  dikenakan  sanks i  berupa  himbauan,  teguran ,  

k la r i f i k a s i ,  pembatasan  duras i  dan  waktu  s ia ran .  

Dengan  demik ian  sanks i  i t u  te rgan tung  t i ngka t  

kesa lahan  dar i  Lembaga  Peny ia ran .  Hal  in i  d ibuk t i k an  

has i l  rekap  pantauan  dar i  TERGUGAT te rhadap  semua 

lembaga  peny ia ran  bahwa  pada  Tahun  2009  te rdapa t  7 

penghent i an  sementa ra  dan  pada  Tahun  2010  te rdapa t  2 

penghent i an  sementara .  Untuk  t i ngka t  pe langgaran  dar i  

PENGGUGAT te lah  memenuhi  kategor i  pelanggaran  bera t  

dalam  hal  in i  Pasal  71  ayat  (1)  SPS,  maka  TERGUGAT 

berdasarkan  ber i t a  acara  pemutusan  sanks i ,  member ikan  

sanks i  admin is t r a s i  berupa  pemberen t i an  sementa ra  
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Program  "  SILET  "  mula i  tangga l  9  November  2010  

sampai  dengan  pember i t aan  pencabutan  sta tus  s iaga  

merap i  o leh  Pemer in tah  ;  - - - - - - - - - - -

9. ALASAN KE SEMBILAN

Tergugat  Telah  Melampaui  Kewenangannya  dan  Melanggar  

Asas  Kepast ian  Hukum dengan  Member ikan  Sanks i  Kepada 

Pengugat  Untuk  Member i kan  Pernya taan  Permin taan  

Maaf  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  pos i t a  78  -  80  dalam gugatan   PENGGUGAT,  

sebaga imana  Jawaban  :  permin taan  TERGUGAT (KPI  Pusat )  

kepada  penggugat  untuk  meminta  maaf  secara  te rbuka  

kepada  pub l i k  merupakan  tambahan  te rhadap  sanks i  

admin is t r a t e  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  Pasa l  67  

ayat  (2 )  SPS.  Permin taan  maaf  merupakan  bentuk  

per tanggung jawaban  PENGGUGAT  kepada  pub l i k  atas  

pelanggaran  program                              yang  

menggunakan    f rekwens i    sebaga i    ranah   publ i k .  

Dasar   hukum 

permin taaan  maaf  kepada  publ i k  berdasarkan  Pasal  51 

ayat  (1 )  UU Peny ia ran ,  ya i tu :  "KPI  (  TERGUGAT )  dapat  

mewaj ibkan  Lembaga Penyia ran  untuk  menyiarkan  dan/a tau  

menerb i t kan  pernyataan  yang  berka i tan  dengan  aduan  

sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50  ayat  (2)  apabi la  

te rbuk t i  benar . "  TERGUGAT (  KPI  Pusat  )  berkes impulan  

aduan  masyarakat  bahwa  tayangan  program  tangga l  7 

November  2010                    te lah  melanggar  

Halaman 75 dar i  162 halaman Putusan  Nomor :  
174/G/2010/PTUN.JKT 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P3SPS,  menimbulkan  keresahan  masyaraka t ,  dan  

menimbulkan  dampak  buruk  dan  menambah  pender i t aan  

korban  merap i  te rbuk t i  benar .  TERGUGAT (  KPI  )  sebaga i  

waki l  kepent i ngan  masyaraka t  berkes impu lan  permin taan  

maaf  kepada  penggugat  sebaga i  penye lenggara  peny ia ran  

t i dak  melampaui  kewenangan  mela inkan  sebaga i  tugas  

dan  kewaj i ban  TERGUGAT  (  KPI  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  ura ian  jawaban  dar i  TERGUGAT dia tas ,  

maka  TERGUGAT mohon  dengan  hormat  Maje l i s  Hakim 

berkenan  memutus  perkara  in i  dengan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  gugatan  PENGGUGAT  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sah  dan benar  secara  hukum Sura t  Keputusan  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  No.  

669/K /KPI / 11 /10  tangga l  

8  Nopember  2010  per iha l  penghent i an  sementara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  PENGGUGAT  untuk  membayar  biaya  secara  

kese lu ruhan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te r sebu t  

Penggugat  mengajukan  Repl i knya  te r t angga l  05  Januar i  

2011,  dan  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  Kuasa  Tergugat  

te lah  mengajukan  Dupl i knya  masing  –  masing  te r t angga l  

76

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19  Januar i  2011,  yang  pada  pokoknya  masing  –  masing  

te tap  pada  dal i l  gugatan  maupun  dal i l  Jawabannya,  yang  

untuk  mempers ingka t  ura ian  putusan  in i  Repl i k  Penggugat  

dan  Dupl i k  Tergugat  te rsebu t  cukup  menunjuk  pada  Ber i t a  

Acara  pers i dangan  dan  dianggap  merupakan  bagian  dar i  

Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  -  da l i l  

gugatannya  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t  -  sura t                       yang  te l ah  

dibe r i  matera i  cukup  dan  te l ah  disesua i kan  dengan  

as l i nya  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  sebaga i  a la t  bukt i  

yang  sah,  ser ta  d ibe r i  tanda              P -  1 sampai  

dengan  P  –  12  dan  dengan  mengajukan  bukt i  baru  

in f o rmandum,   sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

1. Bukt i  P -  1 :  Sura t  Creat i ve  Ind igo  Produc t i on  

per iha l  “  Dampak  Sanks i  KPI  

(  Penghent i an  Sementara  

Tayangan  )  Program  Si le t  “  

tangga l  8  Desember  2010.  (  Foto  

Copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i  P -  2 : Sura t  Creat i ve  Ind igo  Produc t i on  

per iha l                 “  

Pel i pu tan  dan  Pengemasan  Program 
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Si le t  “  tangga l  11  Januar i  2011 .  

(  Foto  Copy sesua i  dengan  as l i nya  

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

3.  Bukt i  P -  3.  1 :  Kar tu  Anggota  Persa tuan  Wartawan  

Indones ia  (  PWI )  atas  nama Yenny  

Yudica  dengan  nomor  anggota  :  

09.00 .0645 .10 .            (  Foto  

copy  dar i  fo to  copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  3.  2 : Kar tu  Anggota  Persa tuan  Wartawan  

Indones ia  (  PWI  )  atas  nama 

Sugeng  Riyanto  dengan  nomor  

anggota  :  09.00 .0644 .10 .  

(  Foto  copy  dar i  fo to  copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  3.  3 : Kar tu  Anggota  Persa tuan  Wartawan  

Indones ia  (  PWI  )  atas  nama 

Pahala  P.  Bara ta  dengan  nomor  

anggota  :  09.00 .0642 .10 .   (  Foto  

copy  dar i  fo to  

copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  3.  4 : Kar tu  Anggota  Persa tuan  Wartawan  
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Indones ia  (  PWI  )  atas  nama Lia  

Fib r i ana   dengan  nomor  anggota  :  

09.00 .0657 .10 .        (  Foto  copy  

dar i  fo to  copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  3.  5 : Kar tu  Anggota  Persa tuan  Wartawan  

Indones ia  (  PWI )  atas  nama Poppy  

Meidy  dengan  nomor  anggota  :  

09.00 .0665 .10 .            (  Foto  

copy  dar i  fo to  copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  3.  6 : Kar tu  Anggota  Persa tuan  Wartawan  

Indones ia  (  PWI  )  atas  nama 

Hasmirad i  Setya  dengan  nomor  

anggota  :  09.00 .0666 .10 .  (  Foto  

copy  dar i  fo to  

copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  P -  4.  1 :  Rekap Teguran  dan Himbauan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  Tahun  

2009.               (  Asl i  Pr in t  

Out  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bukt i  P -  4.  2 :  Rekap Teguran  dan Himbauan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  Tahun  
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2010.               (  Asl i  Pr in t  

Out  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

5.  Bukt i  P -  5.  1 : Transkr i p  Si le t  Episode  7 

Nopember  2010.  

(  Foto  copy  dar i  Pr in t  Out  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  5.  2 : Transkr i p  Opening  Si le t  7 

Nopember  2010.                   (  

Foto  copy  dar i  Pr in t  Out  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bukt i  P -  6 : CD  tayangan  Si le t  Episode  7 

Nopember  2010.  (  Sesua i  dengan  

as l i  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  P -  7.  1 : Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun 

2002  ten tang  Peny ia ran .  (  Foto  

copy  dar i  Foto  copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  7.  2 : Pedoman  Per i l a ku  Peny ia ran  (  P 

3  )  dan  Standar  Program  Siaran  

(  SPS ) .  (  Foto  copy  dar i  Foto  

copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bukt i  P -  7.  3 : Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun 
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1999  ten tang  Pers .  (  Foto  copy  

dar i  Foto  copy  )  ;  

Bukt i  P -  7.  4 : Kode  Et i k  Jurna l i s t i k  Persa tuan  

Wartawan  Indones ia  (  PWI ) .  (Fo to  

copy  dar i  Foto  copy) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P -  8.  1 :  Pengumuman  Tergugat  dengan  

judu l  Program  “  SILET  “  RCTI  

dibe rhen t i k an  sementara ,  pada  

har i  Selasa ,  tangga l  

9  Nopember  2020  di  webs i t e  

resminya                (  sebe lum 

diubah  ) .   (  Foto  Copy  dar i  fo to  

copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  P -  8.  2 : Ar t i ke l  dengan  judu l  “  KPI  :  

Si le t  Pantas  Diberhen t i k an  !  “  

pada  har i  Jumat ,  tangga l  19 

Nopember  2010  dar i  websi te .  

(  Foto  Copy  dar i  fo to  copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bukt i  P – 9.1 .1 : Sura t  Pernya taan  Siw i  Rami  

Astu t i  dengan  nomor  :  KTP.  

340217.600185 .0003 .  (  Foto  Copy 
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sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bukt i  P – 9.1 .2 : Foto  Copy  Kar tu  Tanda 

Penduduk  (  KTP )  dar i  Siwi  Rami  

Astu t i .  (  Foto  Copy  dar i  Foto  

Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

12. Bukt i  P – 9.2 .1 : Sura t  Pernya taan  Serun i  

Mayangsar i  Put r i  dengan  nomor  

KTP.  6171036907910005.  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  - - - - - - -

13. Bukt i  P – 9.2 .2 : Foto  Copy  Kar tu  Tanda 

Penduduk  (  KTP  )  dar i  Serun i  

Mayangsar i  Put r i .  (  Foto  Copy 

dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

14. Bukt i  P – 9.3 .1 : Sura t  Pernya taan  Andr ian  

Kr i snahad i  dengan  nomor  :  KTP.  

3216083011870001.  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - -

15. Bukt i  P – 9.3 .2 : Foto  Copy  Kar tu  Tanda 

Penduduk  (  KTP )  dar i  Andr ian  

Kr i snahad i .  (  Foto  Copy  dar i  
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Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

16. Bukt i  P – 9.4 .1 : Sura t  Pernya taan  

Sujayad i yan to  dengan  nomor  :  

KTP.  3404120504640007.  (  Foto  

Copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bukt i  P – 9.4 .2 : Foto  Copy  Kar tu  Tanda 

Penduduk  (  KTP  )  dar i  

Sujayad i yan to .  (  Foto  Copy  dar i  

Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P – 9.5 .1 : Sura t  Pernya taan  R.A 

Suhar tad i  dengan  nomor  :  KTP.  

3404021001580004.  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P – 9.5 .2 : Foto  Copy  Kar tu  Tanda 

Penduduk  (  KTP  )  dar i  R.A 

Suhar tad i .  (  Foto  Copy dar i  Foto  

Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  P – 9.6 .1 : Sura t  Pernya taan  Nismah A.S 

dengan  nomor  :  KTP.  
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12.5002 .410988 .0003 .  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

21. Bukt i  P – 9.6 .2 : Foto  Copy  Kar tu  Tanda 

Penduduk  (  KTP  )  dar i  Nismah 

A.S.  (  Foto  Copy  dar i  Foto  Copy 

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

22. Bukt i  P – 10.1 : Sura t  Pernya taan  dar i  Leo 

Batubara  per iha l  Kla r i f i k a s i  

Program Si le t  7 Nopember  2010.  (  

Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  - - - - - - -

23. Bukt i  P – 10. .2 : Sura t  Pernya taan  dar i  

Abdul l ah  Alamudi  per iha l  

Penje lasan  Program  Si le t  7 

Nopember  2010.  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

24.  Bukt i  P – 11 : Pernya taan  Bersama  anta ra  

Pengurus  Besar  Nahdla tu l  Ulama (  

PB  NU  ) ,  Pengurus  Pusat  

Persa tuan  Wartawan  Indones ia  

(  PWI ) ,  Dewan Pers ,  dan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  ) .  
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(  Foto  Copy  dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

25. Bukt i  P – 12 : Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung 

Nomor  :  13  Tahun  2008  ten tang  

meminta  kete rangan  saks i  ah l i .  (  

Foto  Copy  dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l  -  da l i l  

bantahannya  Terguga t  te l ah  mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t  –  sura t  yang  sah  dan  te lah  disesua i kan  

dengan  as l i nya  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  a la t  bukt i  yang  

sah,  ser ta  d ibe r i  tanda   T –  1  sampai  dengan  T –  25,  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T -  1 :  Undang  –  Undang  No.  32  Tahun  

2002  ten tang  Peny ia ran  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  Penggugat  te lah  

melakukan  pelanggaran  bera t  

pada  Pasal  36  ayat   (  5  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

b. Penggugat  te l ah  melanggar  8 
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ayat  (2 ) .  (  Foto  Copy  sesua i  

dengan as l i nya  )  ;  -

2.  Bukt i  T -  2 : P3SPS  (  Pedoman  Per i l a ku  

Peny ia ran  )  dan  Standar  Program 

Siaran  :  - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Pengugat  te l ah  

dikenakan  sanks i  Pasal  55 dan  

Pasa l  56.  (  Foto  Copy  sesua i  

dengan as l i nya  )  ;  - - - - - - - - -

3.  Bukt i  T -  3 :  Hasi l  rekaman (  CD )  penayangan  

Program Si le t  tangga l  7 Nopember  

2010  ten tang  penayangan  

per i s t i wa  bencana  alam  Gunung 

Merap i .  (  Foto  Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4. Bukt i  T -  4 : Bukt i  Sura t  Ber i t a  Acara  

Pemutusan  Sanks i  te r t angga l  8 

Desember  2010.  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T -  5 : Bukt i  sura t  No.  669/K /KPI / 11 /10  

te r t angga l  8  Nopember  2010 

per iha l  Penghent i an  Sementara  

Tentang  Program  Si le t  yang  
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di t u j u kan  kepada  Sdr .  Hary  

Tanoesoed ibyo .  Di rek tu r  Utama 

RCTI .                  (  Foto  

Copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - -

6. Bukt i  T -  6 : Bukt i  sura t  No.  682/K /KPI / 11 /10 ,  

te r t angga l  15  Nopember  2010,  

per iha l  Jawaban  atas  Hak  Jawab 

dan  Kebera tan  yang  di t u j u kan  

kepada  SDr.  Hary  Tanoesoed ib j o ,  

Di rek tu r  Utama RCTI .  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T -  7 : Sura t  No.  126/3790  te r t angga l  

22  Nopember  2010  dar i  Gubernur  

di  Yogyakar ta  ten tang  kebera tan  

te rhadap  Program  In fo ta i nment  

Si le t  yang  di tayangkan  tangga l  7 

Nopember  2010 oleh  Stas iun  RCTI.  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. Bukt i  T -  8 : Sura t  No.  180/4492  te r t angga l  

22  Nopember  2010  dar i  Wal iko ta  

Yogyakar t a  yang  di tu j u kan  kepada  
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Ketua  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

Pusat  ten tang  Kebera tan  

In fo ta imen t  Si le t  d i  RCTI  pada  

tangga l  7  Nopember  2010.  (  Foto  

Copy  sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  T -  9 : Sura t  No.  4/K/KPI / 01 /11 ,  

te r t angga l                     7  

Januar i  2011  dar i  KPI  kepada  

Di rek tu r  RCTI  Sdr .  Har i  

Tanoesoed ibyo ,  per iha l  

berakh i r nya  sanks i  

admin is t r a t i f .  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  T -  10 : Sura t  Keputusan  KPI  No.  

1/SK/KPI / I / 2 011 ,  ten tang  

berakh i r nya  sanks i  admin i s t r a t i f  

program s i l e t  RCTI .  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

11.  Bukt i  T -  11 :  Bukt i  emai l  dar i  masyaraka t  yang  

di tu j ukan  kepada  KPI  ten tang  

kebera tan  penayangan  program 

s i l e t  ten tang  tayangan  bencana  

Gunung  Merap i .  (  Foto  Copy 
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sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

12. Bukt i  T -  12 :  Bukt i  Sura t  No.  684/K /KPI / 10 /10 ,  

tangga l  28  Oktober  2010  ten tang  

imbauan  KPI  Pusat  kepada  se lu ruh  

stas iun  te lev i s i  agar  tayangan  

ten tang  Gunung  Merap i  

memperhat i kan  pemul ihan  korban ,  

ke lua rga  dan  /  untuk  masyaraka t  

yang  te rkena  bencana  alam.  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

13.  Bukt i  T -  13 : Bukt i  sura t  No.  667/K /KPI / 11 /10 ,  

tangga l       8   Nopember  2010  

ten tang  undangan  dar i  KPI  Pusat  

te rhadap  pelanggaran  Program 

in fo t a imen t  “  SILET  “  yang  

di t ayangkan  oleh  stas iun  RCTI  

tangga l  7  Nopember  2010,  puku l  

11.00  WIB.  (  Foto  Copy  sesua i  

dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

14.  Bukt i  T -  14 :  Bukt i  sura t  No.  
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275/CORSEC/XI /2010 ,  tangga l  8 

Nopember  2010  dar i  RCTI  kepada  

KPI  Pusat  ten tang  permin taan  

maaf  atas  kesa lahan  redaks iona l  

s i l e t ,  seh ingga  menimbulkan  

keresahan  masyaraka t .  (  Foto  

Copy  sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -                   

15. Bukt i  T -  15 : Bukt i  sura t  ten tang  Ber i t a  Acara  

Klar i f i k a s i  tangga l  8  Nopember  

2010,  ten tang  per temuan  

k la r i f i k a s i  Program  In fo t a imen t  

“  Si l e t  “ .  (  Foto  Copy dar i  fo to  

copy  )  ;  - - - - - - - - -

16. Bukt i  T -  16 : Bukt i  Undang  –  Undang  No.  40 

Tahun  1999,  ten tang  PERS 

(Lembaran  Negara  Republ i k  

Indones ia  Tahun 1999 Nomor  166) .  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

17. Bukt i  T -  17 : Bukt i  Pera tu ran  Dewan  Pers  No.  

4/Pera tu ran - DP/ I I I / 2 008 ,  ten tang  

Standar  Perusahaan  Pers ,  pada  

angka  14  Perusahaan  Pers  waj ib  

mengumumkan  nama,  alamat ,  dan 

penanggung  jawab  secara  te rbuka  
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mela lu i  media  yang  bersangku tan ,  

khusus  untuk  media  

cetak  di tambah  dengan  nama dan 

alamat  perce takan .  Pengumuman 

te rsebu t  d imaksudkan  sebaga i  

wujud  per tanggung jawaban  atas  

karya  ju rna l i s t i k  yang  

di t e rb i t k an  atau  dis i a r kan .  

Faktanya  Penggugat  sama  seka l i  

t i dak  mengumumkan  keten tuan  

angka  14  Standar  Perusahaan  

Pers .  (  Foto  Copy dar i  fo to  copy  

)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

18. Bukt i  T -  18 : Bukt i  Pera tu ran  Pemer in tah  

Republ i k  Indones ia  No.  50  Tahun  

2005  ten tang  Penye lenggaraan  

Peny ia ran  Lembaga  Peny ia ran  

Swasta  (Lembaran  Negara  Republ i k  

Indones ia  Tahun 2005 Nomor  127) .  

Faktanya  Penggugat  te lah  

melanggar  sebaga imana  keten tuan  

Pasa l  14  ayat  (5  a)  d isebu tkan  

is i  s ia ran  di l a r ang  :  bers i f a t  

f i t n ah ,  menghasut ,  menyesatkan  

dan  /  atau  bohong.  (Fo to  Copy 
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sesua i  dengan  as l i nya ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  T – 19 : Bukt i  CD  Program  Sia ran  

In fo ta imen t  “  In tens  “  tangga l  

15  Nopember  2010,  tangga l  16 

Desember  2010  dan  tangga l  20 

Januar i  2011.  Program  Siaran  

In fo ta imen t  “  In tens  “  ada lah  

penggant i  Program  Si le t  d i  

stas iun  RCTI .  (  Foto  Copy sesua i  

dengan  as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

20. Bukt i  T – 20 : Bukt i  gambar  mayat  dan  korban  

luka  Gunung  Merap i  yang  

merupakan  cup l i kan  gambar  dar i  

tayangan  Program  Si le t  RCTI  

tangga l  7  Nopember  2010.  (  Foto  

Copy  dar i  Foto  Copy  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

21. Bukt i  T – 21 : Bukt i  sura t   dokumentas i  rapa t  

dengar  pendapat  Komis i  I  DPR RI  

dengan  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia    Pusat    dan   Dewan 

Pers  yang  ber i s i k an  kewenangan  
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KPI  untuk  menja tuhkan  sanks i  

admin is t r a s i  atas  pe langgaran  

P3SPS  (  Pedoman  Per i l a ku  

Peny ia ran  dan  Standar  Program 

Siaran  )  sebaga imana  dia tu r  

da lam  Pasa l  67ayat  (2 ) .  (  Foto  

Copy  sesua i  dengan  as l i nya  )  ;  

- -

22. Bukt i  T – 22 : Bukt i  sura t  ten tang  Notu lens i  

k la r i f i k a s i  Tayangan  Si le t  

tangga l  8  Nopember  2010  jam 

14.35  anta ra  KPI  dan  RCTI  yang  

dihad i r i  Arya  Sinu l i ngga ,  Rudy 

Ramawy,  dan  Tim  Produks i  ser ta  

pihak  Ind igo  sdr .  Robby.  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

23. Bukt i  T – 23 : Satu  CD  yang  ber i s i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a.  Tayangan  Program  Si le t  

tangga l  7  Nopember  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Tayangan  Program  Si le t  

tangga l  15  Nopember  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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c. Tayangan  Program  In tens  

tangga l  12  Nopember  2010.  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. Bukt i  T – 24 : Keterangan  ah l i  Bambang 

Harymur t i  sebaga i  ah l i  Pers  dar i  

Al i ans i  Jurna l i s  Independen  

dalam jaba tannya  sebaga i  Maje l i s  

Et i k  Al ians i  Jurna l i s  Independen  

dan  Waki l  ketua  Dewan  Pers  

(  Foto  Copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Bukt i  T – 25 : Keterangan  ah l i  secara  te r t u l i s  

sdr .   Marg iyono    Darsa  

Sumar jo    sebaga i  

Koord ina to r  Advokas i  Al ians i  

Jurna l i s  Independen .  (  Foto  Copy 

sesua i  dengan  as l i n ya  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i  -  bukt i  

te r t u l i s ,  p ihak  Penggugat ,  te lah  mengajukan  Ahl i  

sebanyak  4 (  empat  )  orang  dan Saks i  Fakta  sebanyak  2 (  

dua  )  orang  ya i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.  KETERANGAN  AHLI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

I .  ABDULLAH ALAMUDI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tangga l  

Lah i r  :  Makassar ,  12 Januar i  1940,  Agama Is l am,  

Peker j aan  :  Dosen  Senio r  pada  Lembaga  Pers  Dr .  

Soetomo,  bera lamat  Peja ten  Permai  Kav.  15  /  J l .  

AMIL,  RT.  003 /  RW. 004,  Peja ten  Bara t ,  Kecamatan  

Pasar  Minggu,  Kota madya  Jakar ta  Sela tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Ahl i  bersumpah  menuru t  

agama Is l am  dan member ikan  kete rangan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  dimaksud  dengan  Pers ,  meru juk  pada Pasa l  1  

ayat  1 Undang  -  Undang  Pers  mengatakan  keg ia tan  pers  

i t u  mel ipu t i  upaya  mencar i ,  mempero leh ,  menyimpan,  

megumpulkan ,  mengolah ,  dan  menyebarkan  in f o rmas i  

mela lu i  semua  s is tem  yang  ada  apakah  i t u  cetak ,  

rad io ,  te lev i s i ,  on l i ne ,  dan sebaga inya .  I t u  mengenai  

keg ia tan  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

-  Bahwa  in fo t a imen t  ada lah  produk  pers ,  d ia  memenuhi  

ka idah  -  ka idah  ju rna l i s t i k .  Ber i t a  yang  dis i a r kan  

kepada  masyaraka t  memenuhi  ka idah  - ka idah  

ju rna l i s t i k ,  ya i t u  ber i t anya  akura t ,  ob jek t i f ,  t i dak  

memihak ,  t i dak  mencedera i  orang,  fa i r ,  ju j u r ,  dan  
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sebaga inya . ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  sms  i t u  yang  sumbernya  t i dak  je l as ,  o leh  

masyaraka t  d ipe r l a kukan  sama  dengan  desas  -  desus ,  

jad i  bukan  i t u  yang  d iperdeba tkan ,  tap i  sms  i t u  

digunakan  sebaga i  in fo rmas i  awal  untuk  mencar i  

kebenaran .  Hasi l  dar i  inves t i gas i  apakah  sms  i t u  

benar  atau  t i dak ,  ka lau  mempero leh  kebenaran  ya  

dis i a r kan  untuk  memenuhi  hak  masyaraka t  mempero leh  

in f o rmas i ,  j i k a  t i dak  benar  maka  Pers  harus  

menyia rkan  bahwa  sms  i t u  t i dak  benar .  Dengan  

demik ian ,  masyaraka t  juga  mempero leh  in fo rmas i  bahwa 

i t u  semua  cuma  desas  - desus .  Hak  untuk  mempero leh  

in f o rmas i  adalah  hak  asas i  masyaraka t .  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa suatu  ha l  atau  suatu  per i s t i wa  dapat  d ika takan  

suatu  ber i t a  apab i l a  mempunyai  dampak  dan  ada 

ka i t annya  dengan  este t i k ,  atau  ada  konf l i k  yang  

menyangkut  seseorang  yang  pent i ng  atau  sa lah  satu  

ke jad ian  yang  lua r  b iasa .  Salah  satu  sa ja  te rpenuh i ,  

maka bisa  dika takan  sebaga i  suatu  ber i t a .  Kewaj iban  -  

kewaj i ban  pers  adalah  memantapkan  is i  dar i  per i s t i wa  

i t u ,  makin  besar  suatu  per i s t i wa  makin  t i ngg i  n i l a i  

ber i t anya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  Wartawan  sete lah  melakukan  inves t i gas i ,  d ia  

mencar i  kebenaran ,  d ia  mempero leh  dan  mengumpulkan  
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data ,  mengolah ,  kemudian  d is i a r kan  sesua i  dengan  

ka idah  -  ka idah  ju rna l i s t i k .  Maka dia  disebu t  sebaga i  

karya  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa semua keg ia tan  ju rna l i s t i k  harus  memenuhi  kode  

et i k  ju rna l i s t i k  ;  

-  Bahwa  Undang  -  Undang  Pers  pasa l  4  menyebutkan  

ten tang  per l i n dungan  pers ,  te rmasuk  bahwa  ber i t a  

t i dak  boleh  disensor ,  t i dak  bo leh  di l a r ang  tayang ,  

t i dak  boleh  di l a r ang  s ia ran .  Semua ber i t a  t i dak  bo leh  

disensor ,  t i dak  boleh  di l a r ang  tayang ,  t i dak  boleh  

di l a r ang  s ia ran  ;  

- Bahwa pada Pasal  4 i t u  sensor ,  d i  Indones ia  t i dak  ada  

sensor ,  beda  dengan  Orde  Baru .  Di  orde  baru ,  orang  

sensor ,  sekarang  budaya  sensor  sudah  t i dak  ada  lag i ,  

dan  i t u  melanggar  Undang  -  Undang.  Apabi l a  te rdapa t  

penyensoran ,  b isa  di tun tu t  Pasal  18  Undang  -  Undang  

Pers .  Menghalang  -  ha lang i  peker j aan  Pers .  

Barangs iapa  yang  menghalang  -  ha lang i  keg ia tan  

ju rna l i s t i k ,  b isa  dip idana  Pasa l  18 ayat  (1 )  Undang -  

Undang  Pers ,  2  tahun  pen ja ra  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  In fo ta i nment  banyak  produk  -  produk  yang  

memenuhi  ka idah  ju rna l i s t i k ,  te tap i  ada  juga  

in f o t a i nment  yang  t i dak  memenuhi  ka idah  ju rna l i s t i k .  

Atau  memenuhi  ka idah  ju rna l i s t i k  tap i  t I dak  memenuhi  

kode  et i k  ju rna l i s t i k .  Kalau  menuru t  Prof .  Mathew 
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Nisbe t  da lam  tu l i s annya  ber judu l  “Tha t ’ s  

In fo t a i nment ” ,  d ia  mengatakan  bahwa  in fo ta i nment  

ada lah  sof t  jou rna l i sm .  In fo ta i nment  in i  hanya  

memfokuskan  penger t i annya  pada  masalah  -  masalah  

se leb r i t i s ,  dan  la i n  la i n .  I t u  te rmasuk  sof t  

jou rna l i sm .  Jad i  yang  t i dak  memenuhi  ka idah  

ju rna l i s t i k  d isebu t  dengan  ju rna l i s t i k  comberan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Undang  -  Undang  te rsebu t  sa l i ng  berka i t an .  Pasa l  

1  ayat  1  Undang  -  Undang  Pers  menyebutkan ,  

(  d ibacakan  is i  pasa lnya  ) ,  jad i   te rmasuk  onl i ne ,  

c iv i l  ju rna l i sm .  Dalam  Undang  -  Undang  Peny ia ran  

pasa l  42  menyatakan  bahwa  war tawan  ju rna l i s t i k  taa t  

pada  kode  et i k  ju rna l i s t i k .  Kode  et i k  Jurna l i s t i k  

d isusun  o leh  27  organ isas i  Pers ,  semuanya  menyusun  

berdasarkan  uu  pers .  Jad i  semuanya  tunduk  pada  kode  

et i k  te r sebu t .  Pasa l  42  P3SPS KPI  juga  menyatakan  

war tawan  tunduk  pada  kode  et i k  ju rn l a i s t i k ,  jad i  

apakah  dia  war tawan  cetak ,  e lek t r on i k ,  on l i ne  tunduk  

pada  kode  et i k  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPI   t i dak  punya  hak  untuk  melarang  peny ia ran  

walaupun  untuk  sementara  te rhadap  program  ber i t a .  

Kalau  KPI  melakukan  sensor ,  harusnya  KPI  di t un tu t  

Pasa l  18  Undang  -  Undang  Pers .  Karena  KPI  te l ah  

melanggar  pasa l  4  ayat  (2 )  Undang  -  Undang  Pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa set i ap  produk  ju rna l i s t i k  harus  patuh  pada  kode  

et i k ,  j i ka  t i dak  patuh  pada  kode  et i k  d ia  juga  

melanggar  Undang  -  Undang.  Apalag i  pasa l  7  ayat  2 

Undang  -  Undang  Pers ,  menyatakan  bahwa  war tawan  

menaat i  kode  et i k  ju rna l i s t i k .  Kalau  dia  melanggar ,  

ya  bera r t i  d ia  melanggar  hukum pos i t i f ,  ke lua r  dar i  

Undang -  Undang yang  ada ;  - - - - - - -

I I . Drs.  SABAM LEO BATUBARA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Tangga l  Lah i r  :  Ser ibudo lok ,  Sumatera  Utara ,  26 

Agustus  1939,  Agama Kato l i k ,  Peker j aan  :  Karyawan,  

bera lamat  :  J l .  Tebet  Bara t  VI  – J,  No.  16,  Jakar ta  

Sela tan  12810 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama Kato l i k  dan  member ikan  kete rangan  sebaga i  ber i ku t  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa Suatu  produk  dianggap  sebaga i  karya  ju rna l i s t i k  

ka lau  sesua i  dengan  Undang -  Undang Pers  pasa l  1 ayat  

1 yang  menyatakan  bahwa 

pers  ada lah  has i l  keg ia tan  ju rna l i s t i k  berupa  

mencar i ,  mempero leh ,  menyimpan,  mengolah ,  dan  

menyebarkan  in f o rmas i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  ka idah  -  ka idahnya  ada lah  sesua i  dengan  

keten tuan  menggunakan  sumber  in fo rmas i  yang  

te rpe rcaya ,  ber i t anya  ber imbang,  kemudian  t i dak  boleh  

pars i a l .  Dan  tu j uannya  untuk  kepent i ngan  bersama. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa banyak  media  cetak  media  elek t r on i k  menggunakan  

sms sebaga i  sumber  awal  dar i  ber i t a ,  kemudian  dica r i  

fak ta  dan  kebenaran  dar i  sms  i t u .  Kemudian  untuk  

dis i a r kan  j i ka  memi l i k i  news  va lue  dan  disampaikan  

kepada  masyaraka t .  Tugas  Pers  ada lah  untuk  memenuhi  

hak  masyaraka t  untuk  mengetahu i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa Undang  -  Undang  pers  yang  kebetu lan  saya  iku t  

merancang,  i t u  je l as  Undang  -  Undang  pers  mengatur  

mengenai  karya  ju rna l i s t i k ,  maka  produknya  harus  

di l i n dung i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa ka lau  bukan  karya  ju rna l i s t i k ,  t i dak  re levan .  

Kalau  karya  ju rna l i s t i k ,  i t u  melanggar  pasa l  4  ayat  

2.  Dan pemer in tah  membuat  pasa l  18,  barangs iapa  yang  

melakukan  pembrede lan  i t u  d ip i dana  penja ra  2 tahun  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa ka lau  bukan  karya  ju rna l i s t i k ,  yang  berwenang  

ada lah  KPI .  Tapi  ka lau  karya  ju rna l i s t i k ,  yang  

berwenang  ada lah  Dewan  Pers .  Pasal  15  ayat  2 

menyatakan  bahwa  dewan  pers  lah  yang  menyatakan  

produk  ju rna l i s t i k ,  pasa l  ber i ku tnya  dewan  pers l ah  

yang  menyelesa i kan  pe langgaran .  Ar t i n ya  menuru t  

per in t ah  undang  -  undang  yang  dbuat  o leh  pemer in tah  
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dan  DPR,  ada lah  dewan  pers  lah  t i ngka t  akh i r  

pen i l a i a n  adanya  pelanggaran  kode  et i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa alau  produk  i t u  sudah  memenuhi  standar  undang  -  

undang  pers  dan  kode  et i k  ju rna l i s t i k ,  t i dak  per lu  

lag i  d i l akukan  edi t i n g  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jad i  ka lau  sanks inya  mau membrede l ,  maka  in i  t i dak  

boleh  d i t e rapkan  te rhadap  produk  Pers .  Karena  atu ran  

mainnya,  ka lau  karya  ju rna l i s t i k  dan  produk  pers  

dengar  apa  kata  Dewan  Pers ,  Undang  -  Undang  Pers ,  

kode  et i k  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se jumlah  media  cetak ,  se jumlah  te l ev i s i ,  banyak  

yang  t i dak  menyebutkan  nama penanggung  jawab.  I t u l ah  

harusnya  tugas  KPI  untuk  mensos ia l i s as i k an  agar  

jangan  sampai  t i dak  mencantumkan  nama  penanggung  

jawab  pada  akh i r  s ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  apab i l a  i t u  bukan  karya  ju rna l i s t i k ,  KPI  harus  

member ikan  sanks i .  Tapi  apab i l a  karya  ju rna l i s t i k ,  

KPI  t i dak  punya  kewenangan,  maka  Dewan  Pers  yang  

berwenang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa PWI melakukan  kongres  di  Kupang  menetapkan  bahwa 

in f o t a i nment  ada lah  karya  ju rna l i s t i k ,  tap i  AJI  

menyatakan  in fo t a i nment  bukan  karya  ju rna l i s t i k .  dr .  
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Mathew  menyatakan  bahwa  in f o t a i nment  ada lah  karya  

ju rna l i s t i k ,  contohnya  Kick  Andy  i t u  je l as  karya  

ju rna l i s t i k .  La lu  ada  perbedaan  pendapat ,  dar i  

perbedaan  pendapat  i t u  apa  kata  dewan  pers  sebaga i  

penentu  ? Maka dewan pers  menegaskan  pada  tangga l  20  

Ju l i  2010 bahwa in fo t a i nment  ada lah  karya  ju rna l i s t i k  

j i ka  memenuhi  undang  –  undang  pers  dan  kode  et i k  

ju rna l i s t i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I .  WINA ARMADA SUKARDI,  SH. ,MM. ,MBA,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Tangga l  Lah i r  :  Jakar ta ,  17 Oktober  1959,  

Agama  Is l am,  Peker j aan  :  Wartawan,  bera lamat  di  

Ja lan  Mawar  I ,  RT.  002 /  RW. 014,  Kelurahan  Bin ta ro ,  

Kecamatan  Pesanggrahan ,  Kota madya Jakar ta  Sela tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Ahl i  bersumpah  menuru t  

agama Is l am  dan  member ikan  kete rangan ,  sebaga i  ber i ku t  

:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Ahl i  menduduk i  jaba tan  sebaga i  Ketua  t im  

perancang  undang  –  undang  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Ahl i  te lah  mendapat  dua  sura t ,  per tama  dar i  

p ihak  Penggugat                  (  RCTI  ) ,  kedua  dar i  

p ihak  Tergugat  (  KPI  ) .  Dan  karena  da lam  Pera tu ran  

Dewan  Pers  t i dak  dipe rbo lehkan  ada  dua  orang  ahl i  

dar i  Dewan  Pers  yang  member ikan  kete rangan  yang  
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berbeda.  Maka,  d ipu tuskan  Dewan Pers  memi l i h  secara  

resmi  ba ik  ah l i  yang  dimin ta  oleh  Penggugat  maupun 

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Undang  -  Undang  pers  ser i ng  disa laha r t i k an  bahwa 

yang  te rmasuk  pers  adalah  media  cetak ,  padaha l  Undang  

-  Undang  in i  banyak  seka l i  manyatakan  bahwa  yang  

dimaksud  dengan  pers  ada lah  juga  media  elek t r on i k ,  

te lev i s i  dan  rad io  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sesua i  dengan  fungs i  dar i  undang  -  undang  pers  

sebaga imana  yang  dis i nggung  dalam  undang  -  undang  

pers .  Jad i  tugas  pers  ada lah  untuk  memenuhi  hak  

masyaraka t  untuk  mengetahu i .  Jad i  apab i l a  ada  sms 

apapun,  war tawan  memang berkewa j i ban  untuk  mengecek  

kebenaran  te rsebu t .  Tentu  d ida lam menyiapkannya  harus  

mematuh i  pera tu ran - pera tu ran  yang  ber laku .  Dalam hal  

demik ian  maka hal  te rsebu t  menjad i  produk  ju rna l i s t i k  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t idak  t i dak  semua  produk  yang  dib i k i n  war tawan  

merupakan  produk  ju rna l i s t i k .  Untuk  i t u ,  harus  ada  

beberapa  kr i t e r i a  dian ta ranya  harus  tunduk  pada  kode  

et i k  ju rna l i s t i k .  Kode et i k  mewaj ibkan  war tawan  untuk  

member i t akan  secara  akura t ,  ber imbang ,  dan  t i dak  

ber i t i k ad  buruk  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  di  da lam per  –  Undang  Undangan  secara  fo rma l ,  

t i dak  pernah  disebu t  i s t i l a h  in f o t a i nment .  Jad i ,  

undang  -  undang  pers  t i dak  membedakan  apakah  i t u  

in f o t a i nment ,  ber i t a  po l i t i k ,  ber i t a  olah raga ,  dsb.  

Untuk  i t u  k i t a  harus  l i ha t  bahwa is t i l a h  in i  per tama  

ka l i  d ikemukakan   d i  P3SPS secara  fo rma l  i t u  di  da lam 

pasa l  1  ayat  10  P3 dan  Pasa l  1 ayat  11  SPS.  (d ibaca  

is i  pasa lnya )  In i  untuk  membedakan  program  non 

fak tua l ,  jad i  program  fak tua l  d ipe rkena l kan  secara  

fo rma l  d i  P3SPS.  Mengenai  apa  yang  d imaksud  

in f o t a i nment  masuk  ke  perbedaan  pendapat ,  ada  yang  

mengatakan  i t u  adalah  ber i t a  r i ngan ,  tap i  ada  juga  

yang  mengatakan  ber i t a  apapun  yang  d ikemas  secara  

menghibur .  Kami  mel iha t  bahwa  kemar in  ada  tayangan  

inves t i gas i  se leb r i t i s  yang  member i t akan  ten tang  susu  

yang  te rcemar .  Tetap i  secara  pr ins i p  apab i l a  

in f o t a i nment  melakukan  keg ia tan  ju rna l i s t i k ,  6M,  

tunduk  dan taa t  pada kode  et i k ,  maka ia  adalah  produk  

pers  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Dewan  Pers ,  KPI ,dan  PWI  menyatakan  bahwa 

in f o t a i nment  ada lah  karya  ju rna l i s t i k  dan  te l ah  

dike lua r kan  sura t  pernya taan  bersama  yang  

di t anda tangan i  o leh  pengurus  besar  PBNU,  ketua  umum 

PWI,  kebetu lan  saya  send i r i  yang  di tun j uk  oleh  Dewan 

Pers ,  dan KPI  ;  - - - - - - - - -

Bahwa penghent i an  sementara ,  ancaman sa ja  ada lah  bag ian  
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dar i  la rangan  s ia r .  I t u  ada lah  te rmasuk  untuk  karya  

ju rna l i s t i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  benar ,  pera tu ran  ten tang  is i  s ia ran  di  P3SPS 

t i dak  bisa  dibe r l a kukan  KPI  te rhadap  produk  

ju rna l i s t i k  dan i t u  apab i l a  sepan jang  

menyangkut  kemerdekaan  pers ,  maka  KPI  t i dak  punya  

kewenangan  untuk  mengatu r  i s i  konten  dar i  produk  

ju rna l i s t i k ,  apa lag i  dewan  pers  dan  pres iden  pun  

t i dak  boleh  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa Pasa l  55  SPS ten tang  bencana  a lam,  akan  te tap i  

i t u  harus  dika i t k an  dengan  pasa l  34  P3.  Kalau  ada  

program yang  membuat  suatu  orang  menjad i  taku t ,  maka 

t i dak  otomat i s  melanggar  kode  et i k .  Yang t i dak  boleh  

ada lah  dia  menyia rkan  ber i t a  yang  t raumat i s ,  i t u  

t i dak  dipe rbo lehkan  sesua i  dengan  kode  et i k .  Tapi  

ka lau  mengungkapkan  fak ta  bo leh  sa ja .  Tentu  i t u  

member ikan  masyaraka t  menjad i  leb ih  tau  ;  - -

Bahwa  ka lau  i t u  bukan  produk  ju rna l i s t i k ,  maka  yang  

ber laku  ada lah  p idana  umum,  tap i  i t u  produk  

ju rna l i s t i k  yang  ber laku  ada lah  undang  –  undang  

pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa kode  et i k  sudah  dia tu r  d i  undang  –  undang  pers ,  

te rmasuk  di  pera tu ran  dewan  pers  ten tang  standar  
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perusahaan  pers .  Standar  perusahaan  pers  disebu t  yang  

per tama  harus  berbadan  hukum  indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Undang  -  Undang  pers  menganut  s is t em,  ar t i n ya  

walaupun  orang  la i n  yang  melakukan,  maka  yang  

ber tanggung  jawab  ada lah  penanggung  jawab.  Oleh  

karena  i t u ,  da lam  Undang  -  Undang  pers  waj ib  untuk  

dican tumkan  nama penanggung  jawab,  te tap i  k i t a  l i ha t  

du lu  pen je lasannya  untuk  media  cetak  waj i b ,  tap i  

untuk  media  la i n  disesua i kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Lembaga  peny ia ran  disesua i kan  dengan  P3SPS Pasal  

53,  d ia tu r  corpora te  respons ib i l i t y .  pasa l  in i  harus  

dika i t k an  dengan  pasa l  69  SPS.  Apabi l a  ada  

pelanggaran ,  maka  yang  ber tanggung  jawab  ada lah  

lembaga  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa da lam  pasa l  8  ayat  2  Undang  -  Undang  peny ia ran ,  

KPI  mempunyai  kewenangan  untuk  member ikan  sanks i  akan  

te tap i  te l ah  dike lua rkan  keputusan  Mahkamah 

Konst i t u s i  28  ju l i  2004  yang  anta ra  la i n  membata lkan  

ka l ima t  “  kp i  bersama  pemer in tah  ” ,  dengan  demik ian  

se lu ruh  kewenangan  KPI  yang  ada  d i  da lam  undang  – 
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undang  peny ia ran  diba ta l kan  oleh  Mahkamah 

Konst i t u s i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Pasa l  36  harus  dika i t k an  dengan  pasa l  42  uu 

peny ia ran ,  yang  menyatakan  bahwa war tawan  ju rna l i s t i k  

tunduk  pada  kode  et i k  dan  pera tu ran  peruuan  yang  

ber laku .  Is t i l a h  undang  -  undang  yang  ber laku  ada lah  

uu  pers  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Dewan  pers  berdasarkan  pasa l  8  mengawasi  

pe laksanaan  kode  et i k .  Dan KPI  t i dak  berhak  meni la i  

adanya  pelanggaran  kode  et i k ,  ka lau  pelanggaran  P3SPS 

KPI  berhak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  la ta r  be lakangnya  pada  waktu  i t u  heboh  soa l  

in f o t a i nment  merupakan  karya  ju rna l i s t i k  atau  bukan,  

haram atau  t i dak .  Kemudian ,  bergabung  ins t i t u s i  PBNU,  

Dewan  Pers ,  PWI,  dan  KPI  menyatakan  bahwa  mengaku i  

in f o t a i nment  merupakan  karya  ju rna l i s t i k ,  namun untuk  

dika takan  karya  ju rna l i s t i k  harus  memenuhi  kode  et i k  

ju rna l i s t i k  dan  t i dak  boleh  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahl i  menerangkan  bahwa ka lau  ada  te rnya ta  in fo t a i nment  

i t u  melanggar  pasa l  56  huru f  d  dan  e sps,  KPI  t i dak  

punya  t i ndakan  kewenangan  apapun  dan  In fo t a i nment  

sebaga i  karya  ju rna l i s t i k .  Kalau  karya  ju rna l i s t i k  
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i t u  tunduk  pada  kode  et i k  dan  undang  –  undang  pers ,  

KPI  laporkan  sa ja  ke  dewan  pers ,  nant i  dewan  pers  

akan  meni la i  apakah  ada  pelanggaran  /  i t i k ad  buruk .  

Apabi l a  ada  i t i k ad  buruk ,  dapat  d i t e ruskan  ke  

pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

IV .  Prof .  Dr.  I .  GEDE  PANTJA  ASTAWA,  SH. ,MH,  

Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tangga l  Lah i r  :  Denpasar ,  

13 Januar i  1957,  Agama Hindu ,  Peker j aan  :  Dosen Guru  

Besar  Faku l t as  Hukum  Univers i t a s  Padja ja ran  

Bandung  ) ,  bera lamat  :  Komplek  Ci t ra  Asr i  Permai  

Blok  E No.  5,  Ja lan  Gunung Batu  Dalam,  RT.  004,  RW. 

001,  Kelu rahan  Pasi r  Kal i k i ,  Bandung,  Kecamatan  

Cimahi  Utara  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Ahl i  bersumpah  menuru t  

agama Hindu  dan member ikan  kete rangan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  adalah  ah l i  d i  b idang  hukum admin is t r a s i  

Negara ,  bukan  ahl i  hukum  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa  KPI  berwenang  meni la i  ada  

t i daknya  pelanggaran  pasa l  p idana  yang  d ike lua r kan  

dalam  sebuah  keputusan  TUN kembal i  pada  normanya.  

108

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 108



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dar i  kewenangan  yang  ada  memang  harus  diaku i ,  KPI  

memi l i k i  wewenang untuk  member ikan  sanks i  ;  - - - - - - - - -

- Bahwa  KPI  punya  wewenang  untuk  meni la i  adanya  

pelanggaran  p idana  akan  te tap i  d ia  meni la i  t i dak  

boleh  sebaga i  pos is i  penegak  hukum,  karena  KPI  

berdasar  pada  suatu  keten tuan  yang  ada  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa apab i l a  pada  Pasa l  36  ayat  5  undang  –  undang  

peny ia ran  yang  d ika tegor i k an  pelanggaran  pidana  dia  

sudah  ber t i ndak  sebaga i  penegak  hukum,  maka KPI  sudah  

mengin te r vens i  kewenangan  penegak  hukum.  KPI  harus  

mel iha t  pada domain  apa sa ja  kewenangannya,  sepan jang  

dia tu r  o leh  undang  –  undang  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

leb ih  tepa t  d ika takan  ul t r av i r e s ,  d ia  memasuki  

kewenangan  yang  bukan  kewenangannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa memang harus  d iaku i  KPI  memi l i k i  kewenangan  untuk  

menja tuhkan  sanks i  admin is t r a s i .  Dalam  menja tuhkan  

sanks i  i t u  harus  

f i x  dan  c lea r ,  bukan  sesua tu  yang  menggantung .  I t u  

sama sa ja  t i dak  member ikan  kepast i an .  Ar t i n ya  sanks i  

yang  di j a t uhkan  s i f a t n ya  objek t i f ,  padaha l  sanks i  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  harus  c lea r .  Sanks i  

admin is t r a s i  i t u  wujudnya  apa,  katakan lah  pencabutan  
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i z i n ,  jad i  te ruku r  sanks inya .  J ika  suatu  keputusan  

seper t i  yang  anda  katakan  tad i ,  sanks i  yang  t i dak  

te ruku r  akan  menimbulkan  ket i dakpas t i a n .  Hal  te r sebu t  

berak iba t  menjad i  dapat  d iba ta l kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jad i  t i dak  bo leh  member ikan  keputusan  yang  member ikan  

sanks i  penghent i an  sementara  yang  menggantungkan  

jangka  waktu  sanks i  pada  keputusan  pemer in tah  

(  unpred i c t ab l e  ) ,  sedangkan  sanks i  i t u  harus  c lea r  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa harusnya  pe jaba t  TUN memperhat i kan  Asas  Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  (  AAUPB )  da lam  mengambi l  

keputusan .  Dan  hal  i t u  melanggar  asas  kecermatan  

dalam pengambi l an  keputusan  ;  - - - - -

Bahwa  yang  te r j ad i  saat  in i  ada lah  satu  ob jek  yang  

dia tu r  o leh  satu  undang  -  undang  dan juga  dia tu r  pada  

undang  –  undang  yang  la i n  yang  mana  kedudukannya  

dua l i sme  hukum,  yang  mengatu r  satu  ob jek ,  k i t a  harus  

c lea r  du lu  ob jeknya .  Memang  saks i  t i dak  ah l i  d i  

b idang  pers  dan  peny ia ran ,  tap i  yang  pal i ng  pent i ng  

ka lau  memang  objek  yang  dimaksud  ada lah  kategor i  

ju rna l i s t i k  ten tu  dia  tunduk  pada  undang  –  undang  

yang  berkenaan  dengan  ju rna l i s t i k  in i .  Harus  di l i h a t  

du lu  dua undang  -  undang  in i ,  yang  mana yang  s i f a t nya  

genera l ,  yang  mana yang  s i fa t nya  spes i f i k ,  undang  –  

undang  pers  i t u  s i f a t nya  spes i f i k ,  sedangkan  undang  – 
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undang  peny ia ran  s i f a t nya  genera l .  Saya  ambi l  contoh  

undang  -  undang  yang  s i f a t n ya  spes i f i k ,  se la i n  undang  

–  undang  pers  ada  undang  –  undang  kete rbukaan  

in f o rmas i ,  dan  banyak  lag i .  Dalam  ha l  in i ,  da lam 

undang  –  undang  in i  konsepnya  ber l aku  asas  lex  

spes ia l i s  deroga t  lex  genera l i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  harus  dibuk t i k an  dulu  apakah  objek  i t u  

ju rna l i s t i k  atau  bukan.  Kalau  ju rna l i s t i k  berar t i  

ber laku   undang  – undang  pers  sebaga i  undang  – undang  

yang  spes i f i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bahwa prosedur  pengambi lan  keputusan  Harus  di l i h a t  du lu  

persyara tan  -  persyara tan ,  yang  per tama  ada  jaba tan ,  

yang  kedua,  yang  ket i ga ,  yang  keempat  harus  sesua i  

dengan  is i  putusan .  Kalau  te rnya ta  sanks i  

admin is t r a t i f  ada  tahapan  yang  harus  di l a l u i ,  la l u  

misa lnya  sanks i  penghent i an  sementara  Pasal l  71  SPS 

harus  melewat i  tahap  k la r i f i k a s i .  Tergan tung  

pen i l a i a n  hak im  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa sebuah  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  ob jeknya  

dipe rsoa l kan  masuk  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

kemudian  keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  te l ah  
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dicabu t ,  bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (  KTUN )  

memi l i k i  ak iba t  hukumnya,  proses  hukum t i dak  dapat  

d ibe rhen t i k an  begi t u  sa ja  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.  KETERANGAN  SAKSI  FAKTA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  EBEN  HASIAN  SURYA  TARLA  N,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Tangga l  Lah i r  :  Jakar t a ,  04  Desember  

1989,  Agama  :  Kr is t en ,  Peker j aan  :  Mahasiswa,  

bera lamat  :  Ja lan  Kesat r i aan  VI I I  /  H 3,  RT.  008,  

RW.  003,  Kelu rahan  Kebon  Manggis ,  Kecamatan  

Matraman,  Kotamadya  Jakar ta  Timur  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Kr i s t en  te l ah  member i kan  kete rangan  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t :  

-  Saks i  keg ia tannya  sehar i  – har i  sebaga i  mahasiswa  d i  

Univers i t a s  Gajah  Mada  Yogyakar t a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

- Saks i  mengetahu i  d ipangg i l  sebaga i  saks i  karena  kasus  

menonton  tayangan  s i l e t  tangga l  7  november  2010   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  ber tempat  t i ngga l  d i  rumah 

kont rakan  kurang  leb ih  ja raknya  35  km  dr  Gunung 
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Merap i   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  bahwa te lah  membaca sms mi l i k  teman  

pada tangga l  8 november  2010 dan akan  te r j ad i  le tusan  

puncak  dan  awan  panasnya  akan  mencapa i  60  km dar i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  bahwa  benar  te l ah  mendengar  

narasumber  saat  ada  di  tayangan  Si le t  te rsebu t  i t u  

ada lah  ada ah l i  vu lkano log i ,  pene l i t i  LAPAN,  Permadi ,  

dan  Suj iwo  Tejo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa  Ahl i  vu lkano log i  mengatakan  

kemungk inan  ke jad ian  te rsebu t  i t u  ada,  dan  i t u  sudah  

di t e l i t i  o leh  vu lkano log i  dun ia .  Kemungk inan  le t usan  

i t u  ada,  tap i  be lum  ten tu  tangga l  8  November ,  jad i  

b isa  te r j ad i  kapan  sa ja  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa  Penel i t i  LAPAN mengatakan  

te r j ad i nya  bencana  -  bencana  di  Indones ia  biasanya  

te r j ad i  pada  bulan  -  bu lan  baru  dan  bulan  purnama,  

kebetu lan  tangga l  8 i t u  adalah  bulan  baru  ;  - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa mendapat  in fo rmas i ,  bahwa is i  

sms  te rsebu t  t i dak  benar  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  YB.  EDDY PUTRADEWA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  
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Tangga l  Lah i r  :  Yogyakar ta ,  29 Agustus  1957,  Agama :  

Katho l i k ,  Peker j aan  :  Karyawan,  bera lamat  Ja lan  

Srandakan  /  DK /  Srandakan,  RT.  04,  RW.,  Desa 

Tr imur t i ,  Kecamatan  Srandakan,  Kabupaten  Bantu l  ;  

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Katho l i k  te l ah  member i kan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa  ja rak  tempat  t i ngga l  d i  

Bantu l  sek i t a r  30  km  dar i  Gunung  Merap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa benar  te l ah  menonton  tayangan  

s i l e t  tangga l  7  november  2010  ten tang  mele tusnya  

Gunung Merap i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa  t i dak  pernah  mener ima  sms,  

tap i  pernah   mendengar  dar i  teman  -  teman  bahwa ada  

sms mengena i  adanya  le tusan  puncak  tangga l  8 Nopember  

2010 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa  mendengar  benar  adanya  

kemungk inan  le tusan  Gunung  Merap i  dar i  pembawa acara  

Si le t  d i  stas iun  RCTI  ;  - - - - - -

- Saks i  menerangkan  bahwa benar  ber i t a  i t u  dar i  ramalan  

vu lkano log i ,  LAPAN,  Suj iwo  te j o ,  Permadi  yang  
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dis i a r kan  secara  langsung  di  acara  Si le t  yang  

dibawakan  o leh  pembawa acaranya  bernama Fenny  Rose ;  

- -

- Saks i  menerangkan  bahwa In t i n ya  k i t a  harus  leb ih  hat i  

-  hat i .  Dar i  tayangan  i t u  saya  mendapatkan  in fo rmas i  

dan  menjad i  leb ih  memoni to r i ng  s i t uas i  merap i .  Jad i  

pada  tangga l  30  oktober  ada  ber i t a  yang  mengatakan  

bahwa awan panas  t i dak  akan  leb ih  dar i  10 km.  Orang -  

orang  malah  t i dak  mengungs i  dan  malah  korban  

te rbanyak  di  km 15.  Jad i  pent i ng  seka l i  untuk  k i t a  

mendapat  in f o rmas i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se la i n  mengajukan  bukt i  -  bukt i  

te r t u l i s ,  p ihak  Tergugat ,  te l ah  mengajukan  Saks i  Ahl i  

sebanyak  4  orang  dan  Saks i  Fakta  sebanyak  2 (  t i ga  )  

orang  ya i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

KETERANGAN AHLI   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

RIDWAN,  SH. ,M.HUM,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tangga l  

Lah i r  :  Serang,  12  Februar i  1967,  Agama :  Is l am,  

Peker j aan  :  Dosen,  bera lamat  Ja lan  Siwalan ,  RT.  026,  

RW. 013,  Kelu rahan  Sento lo ,  Kecamatan  Sento lo ,  Kota  

Kulonprogo ,  Yogyakar t a   ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  
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agama  Is l am  te lah  member ikan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -

- Bahwa  keg ia tan  Ahl i  sehar i  –  har i  sebaga i  Dosen  

Faku l t as  Hukum  di  Unive rs i t a s  Is l am  Indones ia  

Yogjakar t a  dan  juga  sebaga i  Dosen  Magis te r  Hukum di  

Univers i t a s  Is l am  Indones ia  (  UI I  )  ser ta  sebaga i  

Dosen  Magis te r  Hukum  di  UIR  (  Unive rs i t a s  Is l am  

Riau  ) ,  konsu l t an  ah l i   KPUD di  Kulonprogo ,  konsu l t an  

ahl i  lega l  dra f t i n g .  Tul i san  -  tu l i s annya  semua 

berka i t an  dengan  admin i s t r a s i  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa kr i t e r i a  keputusan  admin is t r a s i  Negara  ada lah  

Secara  teo r i t i s  aspek  hukum  admin is t r a s i  negara ,  

persyara tan  i t u  ada  2  (  dua  )   :  contohnya  

mengkategor i kan  keputusan  dar i  seg i  mater i i l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 ) .  harus  dibua t  o leh  organ  /  pe jaba t  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) . t i dak  boleh  mengandung  cacat  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(3 ) . t i dak  boleh  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

yang  menjad i  dasar  keputusan  i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalau  ket i ga  persyara tan  in i  d i l anggar  keputusan  

menjad i  cacat  hukum  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kemudian ,  syara t  fo rm i l  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

(1 ) .  keputusan  i t u  harus  diber i  bentuk  sesua i  

dengan st ruc tu r a l  ;  - - - - -

(2 )  harus  mencantumkan  waktu  ber laku ,  keputusan  

in i  ber laku  sampai  kapan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  j i k a  k i t a  menuru t  pada  hukum pos i t i f  sesua i  

Undang  –  Undang  Pera tun ,  yang  dimaksud  dengan  

penetapan  ada lah  t i dak  di l i h a t  dar i  fo rmatnya .  

Keputusan  i t u  te tap  dapat  d ika tego r i k an  sebaga i  

keputusan  sepan jang  je l as ,  maksud  dan  tu j uannya  

je l as ,  seh ingga  ada beberapa  kasus  yang  sama seper t i  

in i .  Per tama,  ob jeknya  berupa  kasus  tanah  ;  -

- Bahwa Yang per tama  di l i h a t  dar i  subs tans i ,  kemudian ,  

yang  kedua  di l i h a t  dar i  prosedur .  Apakah  prosedur  

sudah  di tempuh  sebaga imana  yang  d ia tu r  o leh  Undang -  

Undang yang berka i t an  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sebuah  Keputusan  yang  se lan ju t nya  Pemer in tah  

menyatakan  sebuah  sanks i  i t u  sudah  berakh i r ,  maka 

I tu  sudah  dengan  send i r i n ya  berakh i r .  Jad i  beg i t u  

keputusan  sudah  d inya takan  t i dak  ber laku ,  maka 

proses  hukum atas  keputusan  i t u  juga  sudah  berakh i r .  
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Tetap i ,  pr ins i pnya  ada lah  beg i t u  keputusan  sudah  

t i dak  ber laku ,  maka  ak iba t  hukum menjad i  gugur  dan  

t i dak  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ada  keputusan  yang  is i nya  meni la i  d iduga  

melakukan  perbua tan  p idana ,  maka harus  di l i h a t  pada  

pera tu ran  yang  mendasar i  keputusan  i t u .  Tentu  ada  

t i dak  kewenangan  untuk  meni la i  ? Sepanjang  ada dasar  

hukum  untuk  meni la i  pe langgaran  pidana ,  maka 

keputusan  te rsebu t  te tap  sah.  Secara  umum kan  d ia tu r  

beg i t u  da lam  admin is t r a s i  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  PAULUS WIDIYANTO,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Tangga l  Lah i r  :  Pr ingsewu,  28 Apr i l  1950,  Agama 

Katho l i k ,  Peker jaan  :  Pens iunan  DPR RI ,  Jabatan  :  

Ketua  Masyaraka t  Komunikas i  dan In fo rmas i  (  MAKSI ) ,  

bera lamat  :  Ja lan  Ber l i an  IV  No.  3,  Blok  D 3,  Taman 

Meruya  I l i r ,  Jakar ta  11620  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Katho l i k  te l ah  member i kan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  Ahl i  sebaga i  Ketua  Pansus  dalam  Penyusunan  
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Undang  –  Undang  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa r oh undang  – undang  peny ia ran  ada cukup  banyak ,  

tap i  saya  akan  mer ingkas  menjad i  beberapa  hal  sa ja .  

Yang per tama  undang  – undang  peny ia ran  d idesa in  untuk  

melayan i  kepent i ngan  pub l i k ,                 karena  

i t u  harus  ada  lembaga  yang  mewadahi  undang  –  undang  

in i  dan 

mengawas i  dan  mengatu r  pe laksanaan  undang  –  undang  

in i .  Salah  satu  yang  pent i ng  da lam  undang  –  undang  

in i  ada lah  bahwa  peny ia ran  dike rahkan  untuk  

memperkuat  ja t i  d i r i  bangsa,  melaksanakan  in teg ras i  

nas iona l ,  memajukan  kebudayaan  nas iona l ,  menjun jung  

t i ng i  persa tuan  indones ia ,  menjun jung  t i ngg i  n i l a i  

- n i l a i  agama dan  sos ia l ,  dan  sa lah  satu  yang  pent i ng  

ada lah  member ikan  in fo rmas i  yang  benar ,  se imbang,  dan  

ber tanggung  jawab.  I t u  ada lah  in t i  dar i  undang  – 

undang  peny ia ran  yang  menjad i  roh  undang  –  undang  

peny ia ran .  Sela in  i t u ,  bahwa  uu  peny ia ran  juga  

menganut  pr ins i p  bahwa  undang  –  undang  peny ia ran  

harus  melah i r kan  keberagaman  is i  dan  keberagaman 

pemi l i k an  da lam peny ia ran .  Dan kemudian ,  bahwa undang 

–  undang  peny ia ran  juga  mel indung i  usaha  -  usaha  di  

b idang  peny ia ran ,  tap i  t i dak  boleh  melakukan  monopol i  

te rhadap  is i  s ia ran  karena  kepent i ngan  publ i k  in i  
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sangat  luas .  Maka s iapapun  harus  te tap  di l i n dung i  d i  

b idang  peny ia ran  di  lembaga  peny ia ran  yang  

bersangku tan .  Karena  i t u ,  in t i n ya  ada lah  undang  – 

undang  in i  menging inkan  arah  peny ia ran  yang  di l akukan  

oleh  set i ap  lembaga  peny ia ran  anta ra  la i n  member ikan  

in f o rmas i  yang  benar ,  se imbang,  dan  ber tanggung  

jawab.  In i l ah  beberapa  roh  yang  kami  masukkan  ke  

dalam  undang  –  undang  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  set i ap  te l ev i s i  ber tanggung  jawab  te rhadap  

se lu ruh  is i  s ia ran  dan  KPI  ada lah  lembaga  yang  

mengatu r  ha l  -  ha l  yang  te rka i t  te rmasuk  is i  s ia ran ,  

te rmasuk  juga  pedoman  per i l a ku  peny ia ran ,  te rmasuk  

juga  in f r a s t r u k t u r nya .  Karena  i t u ,  KPI  di  da lam 

mendesa in  undang  –  undang  berwenang  mengatur  ha l  -  

ha l  yang  berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  KPI  mempunyai  tugas  memi l i k i  kewaj i ban  untuk  

menyusun  P3SPS,  i t u  di  da lam  pasa l  undang  –  undang  

peny ia ran .  Di  da lam pasa l  i t u ,   KPI   mensubstans i kan  

kepada  masyaraka t  dan lembaga  peny ia ran ,  

dan  lembaga  peny ia ran  harus  mematuh i  P3SPS  i t u .  

Karena  di   da lamnya  ada  atu ran  – atu ran  mengenai  apa 

yang  boleh  dan  t i dak  boleh  untuk  dis i a r kan .  Antara  

la i n  yang  t i dak  boleh  tad i  sudah  disebu tkan  arahnya  

untuk  member ikan  in fo rmas i  yang  benar ,  se imbang,  dan  

ber tanggung  jawab,  t i dak  bo leh  menje lek  -  je l ekan  
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agama te r t en tu ,  t i dak  bo leh  merendahkan  dera ja t  suku  

te r t en tu ,  t i dak  boleh  menje lek  -  je l ekan  hal  -  ha l  

yang  te rka i t  dengan  keyak inan  suatu  ke lompok  

masyaraka t  te r t en t u ,  apa lag i  yang  melanggar  

kesus i l aan  dan  kesopanan.  Jad i  set i ap  lembaga  

peny ia ran  harus  mematuh i  P3SPS dan  i t u  ada  di  undang 

–  undang  te rsend i r i .  Jad i ,  tugas  KPI  ada lah  untuk  

mengawas i  dan menel i t i  pe laksanaan  P3SPS,  apab i l a  ada  

s ia ran  yang  ber ten tangan  dengan  P3SPS,  maka  KPI  

memi l i k i  kewenangan  untuk  melakukan  pemberhent i an ,  

peneguran ,  sampai  pember ian  sanks i  admin is t r a t i f .  I t u  

agar  akt i f  dar i  KPI  send i r i .  Sehingga  I t u  didesa in  

mempunya i  ins t r umen  untuk  melakukan  pemantauan  

te rhadap  se lu ruh  is i  s ia ran  di  se lu ruh  indones ia .  

Terka i t  dengan  per tanyaan  mengenai  kewenangan  KPI ,  

KPI  juga  bisa  member ikan  penghargaan  kepada  is i  

s ia ran  yang  betu l  -  betu l  ba ik  seh ingga  kp i  harus  

member ikan  apres ias i  kepada  is i  s ia ran  yang  

menjun jung  t i ngg i  martaba t  bangsa,  te tap i  te rhadap  

is i  s ia ran  yang  betu l  -  betu l  menyebarkan  hal  -  ha l  

yang  t i dak  benar  dan  t i dak  sesua i  dengan  P3SPS,  maka 

kp i  waj ib  untuk  melakukan  peneguran  sesua i  dengan  

kewenangan  yang  ada.  Kalau  KPI  t i dak  melakukan  i t u ,  

jus t r u  KPI  akan  disa lahkan  masyaraka t  bahwa KPI  t i dak  

menja lankan  tugasnya  sesua i  dengan  kewenangan  yang  

ada.  Karena  da lam  undang  –  undang  peny ia ran  

menyebutkan  bahwa  KPI  waj i b  mensos ia l i s a s i k an  P3SPS 
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kepada  lembaga  peny ia ran  dan  masyaraka t  umum,  jad i  

masyaraka t  umum  pun  berhak  untuk  mengawasi  dan  

member ikan  pen i l a i a n  te rhadap  is i  s ia ran  yang  ada  ;  

- - - -

Bahwa  semua  yang  ada  ka i t annya  dengan  is i  s ia ran  

menjad i  domain  dar i  KPI ,  menjad i  n i l a i  tugas  dar i  

KPI .  Tadi  saya  sebutkan  bahwa KPI  mengatu r  ha l  -  ha l  

yang  menyangkut  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa ada  semacam la rangan  bagi  lembaga  peny ia ran  untuk  

menyia rkan  dalam  pasa l  P3SPS  te rmasuk  mengambi l  

gambar  korban  atau  mayat ,  I t u  adalah  la rangan  -  

la rangan  yang  kemudian  di i n t e r p r e t a s i k an  dalam P3SPS.  

Undang  – Undang  peny ia ran  juga  mengatu r  secara  umum, 

kemudian  dia tu r  pada  P3SPS dalam  mengut ip  undang  – 

undang  peny ia ran .  Secara  umum,  dia tu r  pada  undang  – 

undang  peny ia ran ,  tap i  secara  spes i f i k  d ia tu r  pada  

P3SPS ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sebuah  karya  ju rna l i s t i k  yang  melanggar  P3SPS,  

KPI  memi l i k i  kewenangan  untuk  member ikan  sanks i  

admin is t r a t i f  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPI  memi l i k i  kewenangan  untuk  member ikan  

pen i l a i a n  kepada  is i  s ia ran  apapun  baik  yang  

bermasa lah  maupun yang  t i dak  bermasa lah .  Kalaupun  dia  

melakukan  pelanggaran  pidana ,  tap i  memang  KPI  

berwenang  untuk  melakukan  pen i l a i an ,  karena  memang 

KPI  ber tugas  menel i t i  te rhadap  semua  is i  s ia ran  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dalam pembahasan,  dua  undang  – undang     (  undang 

–  undang   te l ekomunikas i   dan  undang  –  undang  

pers ) ,   kami  

melakukan  harmonisas i  pasa l  mana yang  belum  dia tu r .  

Kalau  ada  yang  belum dia tu r  d i  undang  – undang  pers ,  

maka  k i t a  atu r  d i  undang  –  undang  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  di  da lam  undang  –  undang  pers  disebu tkan  bahwa 

yang  dimaksud  dengan  pers  ada lah  media  cetak  dan  

media  elek t r on i k .  Media  e lek t r on i k  adalah  peny ia ran ,  

seh ingga  def i n i s i  undang  –  undang  peny ia ran  tad i  

te rmasuk  d i  da lam undang  – undang  pers .  Jad i  undang  – 

undang  peny ia ran  t i dak  mendef in i s i k an  ten tang  pers ,  

cetak ,  tap i  mendef i n i s i k an  peny ia ran  sebaga i  media  

elek t r on i k .  Jad i  undang  – undang  pers  mendef i n i s i k an  

media  cetak  dan media  elek t r on i k  ;  - - - - - - - - - -

Bahwa pada  Pasa l  42  undang  – undang  peny ia ran  undang  – 

undang  in i  jus t r u  melengkap i  sega la  keten tuan  yang  

belum dia tu r  pada  undang  – undang  la i n ,  karena  je l as  

disebu tkan  bahwa  harus  tunduk  pada  kode  et i k  dan  

pera tu ran  peruuan  yang  ber laku ,  te rmasuk  di  da lam in i  

ada lah  undang  – undang  peny ia ran  yang  mencakup i  P3SPS 

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . AMIR  EFFENDI  SIREGAR,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Tangga l  Lah i r  :  Yogyakar t a ,  29  Mei  1950,  
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Agama Is l am ,  Peker jaan  :  Karyawan  Swasta ,  Jabatan  :  

Ketua  Dewan  Pimpinan  Ser i ka t  Penerb i t  Sura t  Kabar  

(  SPS )  Pusat ,  bera lamat  :  Ja lan  Pacar  No.  4,  RT.  

029,  RW.  008,  Kecamatan  Gondokusuman,  Kelu rahan  

Bac i ro ,  Kota  Yogyakar t a  55225  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Is l am  te l ah  member ikan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -

Bahwa Ahl i  sekarang  ada lah  pemimpin  umum war ta  ekonomi ,  

ketua  pemantau  regu las i  dan  regu la to r  Widya,  pernah  

menjad i  anggota  dewan pers  tahun  2003- 2006,  dan ketua  

komis i  pene l i t i a n  Tahun  2003  -  2006,  dosen  

Univers i t a s  Is l am  Indones ia  Jog ja ,  mengaja r  d i  UGM 

sampai  tahun  2005  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ahl i  adalah  anggota  Dewan  Pers ,  Ketua  Komis i  

Pendid i kan  dan  Penel i t i a n  Dewan Pers  (  tahun  2003  – 

tahun  2006  )  dan  juga  Ketua  Dewan Pimpinan  Ser i ka t  

Penerb i t  Sura t  kabar  (  SPS )  Pusat  per iode  dar i  Tahun  

2007  –  Tahun  2011  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Jurna l i s t i k  ada lah  tekn i k  baga imana  menyampaikan ,  

mencar i ,  mengolah ,  dan  sete rusnya .  Tapi  ju rna l i sme  

ada ideo log i  d i  da lamnya.  
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Jad i  ar t i n ya  ju rna l i s t i k  yang  di j am in  oleh  Undang  –  

Undang  Pers  adalah  ju rna l i s t i k  da lam penger t i a n  in i .  

Oleh  karena  i t u ,  ju rna l i sme  dapat  prev i l i g e ,  o leh  

karena  i t u  kesa lahan  ju rna l i s t i k  harus  dise lesa i kan  

dengan  mekanisme  hak  koreks i  dan  hak  jawab.  I t u l ah  

sebabnya  pr ins i pnya  ada lah  ju rna l i s t i k  dan ju rna l i sme  

dalam Undang – Undang Pers  harus  memenuhi  persyara tan  

-  persyara tan  yang  saya  sebutkan  tad i  untuk  

kepent i ngan  pub l i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa perbedaan  mendasar  bagi  media  cetak  dan  media  

peny ia ran ,  khususnya  te l ev i s i  ya i t u  :  media  peny ia ran  

mempergunakan  ranah  pub l i k  atau  publ i k  domain ,  

ins t r umen  dunia  manapun  i t u  high l y  regu la ted .  Karena  

ada 3 fak to r ,  yang  per tama yang  disebu t  pub l i c  domain  

tad i ,  yang  kedua  d isebu t  dengan  skeps t i c ,  f rekuens i  

berba las ,  jad i  harus  d imanfaa tkan  sebesar  -  besarnya  

untuk  kepent i ngan  pub l i k ,  yang  ket i ga ,  sampai  d i  

rumah tangga  di  meja  ke lua rga  tanpa  k i t a  undang.  Oleh  

karena  i t u ,  d i  se lu ruh  dunia  manapun  dia  high l y  

regu la ted .  Berbeda  dengan  media  cetak ,  media  cetak  

t i dak  paka i  pub l i k  domain ,  makanya  regu las i n ya  

berbeda  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPI  menghent i kan  Ber i t a  atau  Non  Ber i t a  
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re fe rens inya  ada pada undang  – undang  Pers  dan Sensor  

ada lah  t i ndakan  mengedi t ,  menghapus  sebag ian  is i  

sebe lum  cetak  atau  tayang ,  sementara  bre ide l  i t u  

ada lah  t i ndakan  yang  menghent i kan  atau  menutup  

sa lu ran  ;  - - - - - - - - - - -

Bahwa  KPI  berperan  da lam  penyusunan  P3SPS  hingga  

member ikan  sanks i  dan d ia tu r  d i  da lam undang  – undang  

peny ia ran  dan PP No.  50 ;  

Bahwa  berdasarkan  has i l  Yudic i a l  Rivew  yang  di te r ima  

oleh  MK hanya  2  Pasa l .  Pasa l  yang  per tama  yang  

menyatakan  bahwa “  set i ap  sanggahan  i t u  harus  d imuat  

di  media  te l ev i s e  ”  i t u  d icabu t  o leh  Mahkamah 

Konst i t u s i .  Yang  kedua  adalah  “  set i ap  pera tu ran  

pemer in tah  disusun  bersama anta ra  KPI  dan  pemer in tah  

”  i t u  dicabu t  o leh  Mahkamah  Konst i t u s i ,  d igan t i  

menjad i  pera tu ran  pemer in tah  t i dak  boleh  disusun  

bersama  KPI  dan  pemer in tah ,  harus  pera tu ran  

pemer in tah  send i r i  yang  menyusun.  Ar t i nya  pera tu ran  

pemer in tah  sebaga i  tu runan  dar i  undang  -  undang  

disusun  send i r i  o leh  pemer in tah ,  tap i  undang  -  

undangnya  send i r i  t i dak  digugurkan ,  fungs i  dan  

peranan  KPI  te tap  ber ja l an  anta ra  la i n  Pasa l  8 undang  

– undang  peny ia ran  9 (  d ibacakan  is i  pasa lnya  ) .  Jad i  

fungs i  dan  peranan  KPI  d i  undang  -  undang  peny ia ran  

i t u  sama  dengan  regu la to r  yang  la i n ,  ar t i n ya  

pemer in tah  juga  menjad i  regu la to r .  Jad i  undang  -  

undang  peny ia ran  mengatakan  ada  2  regu la to r ,  satu  
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ada lah  KPI ,  yang  kedua  ada lah  Menter i  Komin fo .  Satu  

cata tan  tambahan  la i n ,  d i  da lam  pasa l  ten tang  bab  

per i z i nan ,  se lu ruh  iz i n  s ia ran  harus  melewat i  KPI .  

Undang–Undang  mengatakan  harus  ada  rapa t  dengar  

pendapat  dengan  KPI ,  tanpa  ra la t  dengar  pendapat  

t i dak  akan  ada  proses  per i z i nan .  I t u  yang  per tama.  

Yang  kedua  adalah  KPI  harus  member ikan  rekomendas i  

ka lau  member ikan  iz i n ,  rekomendas i  b isa  mener ima,  

bisa  juga  menolak .  Apa  yang  ing in  saya  sampaikan  

ada lah  yang  mengatakan  bahwa peranan  kp i  atas  has i l  

jud i c i a l  rev iew  bekurang  jauh  i t u  ada lah  sa lah  besar  

dan  menyesatkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa   hubungannya  undang  –  undang  peny ia ran  dan  

undang  –  undang  pers  mengatu r  ha l  -  ha l  yang  

berka i t an  dengan  ju rna l i s t i k .  Undang  –  undang  

peny ia ran  punya  i r i s an  dengan  undang  -  undang  pers  

yang  berka i t an  dengan  ju rna l i sme .  Jad i  ar t i n ya  ka lau  

menyangkut  ha l  -  ha l  yang  berka i t an  dengan  

ju rna l i s t i k ,  maka  2  ins t i t u s i  in i  mempunyai  2 

wewenang.  Tetap i  f i na l  dec is i on  yang  berhubungan  

dengan  is i  i t u  berar t i  kewenangan  KPI .  Jad i  ka lau  ada  

kasus  yang  KPI   berhubungan  dengan  dewan  pers ,  

keputusan  akh i r  ada  di  KPI .  KPI  mengatu r  se lu ruh  is i  

ba ik  

ju rna l i s t i k  maupun non  ju rna l i s t i k  dan  ahl i  te rmasuk  
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c iv i l  soc ie t y  yang  iku t  menyusun  undang  -  undang  pers  

bersama rekan  -  rekan  la i n ,  juga  iku t  c iv i l  soc ie t y  

yang  member ikan  masukan  undang  –  undang  peny ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa k i t a  t i dak  dapat  mengatakan  asa l  tanpa  mel iha t  

re fe rens i .  Referens inya  ada  buku  -  buku  ju rna l i sme ,  

sa lah  satunya  ada lah  buku,  in t i n ya  konten  dar i  

ju rna l i sme  harus  memenuhi  kepent i ngan  pub l i k ,  

mecerdaskan  masyaraka t ,  ha l  – ha l  yang  te rka i t  dengan  

kebutuhan  pub l i k .  Referens i  kedua  ada lah  Undang  – 

Undang  Pers ,  Undang  -  Undang  Pers  mengatakan  bahwa 

ju rna l i sme  di l i h a t  dar i  peranan  pers ,  harus  

mencerdaskan  bangsa,  dan  harus  melakukan  kr i t i k  

sos ia l .  Di  lua r  i t u  bukan  ju rna l i sme  dalam  konteks  

Undang  -  Undang  pers .  Di  lua r  neger i ,  ada  ju rna l i sme  

kun ing ,  tap i  apakah  i t u  ju rna l i sme  ?  Dalam buku  dan  

Undang  -  Undang  pers ,  i t u  t i dak  dik l as i f i k a s i k an  

sebaga i  ju rna l i sme .  Oleh  karena  i t u ,  mengapa 

ju rna l i sme  dikas ih  prev i l i g e  ?  Prev i l i g e  ar t i n ya  

diha rga i  orang  t i dak  boleh  sembarangan  membunuh 

ju rna l i s t i k .  Karena  dia  menja lankan  per in t ah  undang  -  

undang  dan  kepent i ngan  pub l i k .  Di  Amer ika  t i dak  ada  

Undang  –  Undang  Pers ,  jad i  ber lakukah  keputusan  -  

keputusan  pengad i l an  biasa .  Dalam konteks  i t u ,  sega la  

sesuatu  pember i t aan  yang  t i dak  berhubungan  dengan  

kepent i ngan  publ i k ,  sebaga imana  di t uangkan  dalam 

128

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 128



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang  –  Undang  pers ,  bukan  ju rna l i sme .  Apalag i  d ia  

member i t akan  kepent i ngan  pr ibad i ,  mis t i k ,  d icampur  

sega la  macamnya,  tanpa  mengiku t i  kode  et i k  

ju rna l i s t i k  dan  Undang  –  Undang  Pers ,  d ia  bukan  

ju rna l i sme  yang  harus  dapat  prev i l i g e  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   KPI  mempunyai  peranan  untuk  menyusun  P3SPS.  

Undang  -  Undang  mengatakan  KPI  berhak  untuk  menyusun  

dan  member ikan  sanks i ,  kemudian  sanks inya  di j aba rkan  

dalam PP Pasa l  62,  bahwa KPI  berhak  member ikan  sanks i  

penghent i an  sementa ra .  Andaika ta  memang  kp i  merasa  

ada pelanggaran  te rhadap  P3SPS,  ten tu  sa ja  kp i  berhak  

untuk  member ikan  sanks i .  I t u  kan  sub jek t i f i t a s  KPI ,  

d ia  b isa  paka i  Pasa l  62  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV .  Dr.  Hj .  MULHARNETTI  SYAS,  S.S ,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Tangga l  Lah i r  :  Payakumbuh,  31  Desember  

1964,  Agama Is l am ,  Peker j aan  :  Dosen  Ins t i t u t  I lmu  

Sos ia l  dan I lmu  Pol i t i k  (  I IS IP  )  Jakar t a ,  Jabatan  :  

Lekto r ,  bera lamat  :  Ja lan  Dursasana  I I  No.  330,  RT.  

001,  RW. 020,  Sukmalaya ,  Depok   I I  Tengah  16411  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Is l am  te lah  member ikan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -
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Bahwa Ahl i  sekarang  ada lah  Dosen  ju rna l i s t i k  d i  I IS IP ,  

Ketua  ju rusan  di  faku l t a s  Jurusan  i lmu  ju rna l i s t i k  

Yogjakar t a  lu l us  tahun  1988,  kemudian  S2 komunikas i  

d i  IPB  Bogor ,  dan  S3  Di  Univers i t a s  Indones ia  

Faku l t as  I lmu  Komunikas i .  Judu l  d ise r t a s i  saya  :  

Relas i  kekuasaan  dalam budaya  indus t r i  te l ev i s i  pada  

program  in fo t a i nment  di  Indones ia  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa penger t i an  ten tang  In fo t a i nment  ada lah  in f o rmas i  

ten tang  ente r t a i nment  /  h ibu ran .  Awalnya  berkembang  

di  Amer ika ,  ada beberapa  program baik  i t u  media  cetak  

maupun  media  elek t r on i k  yang  t i dak  dibaca  /  t i dak  

di t on ton  o leh  pemi rsa  karena  cara  menayangkannya  

t i dak  menar i k  /  leb ih  ke  yang  sensas iona l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  kr i t e r i a  sebuah  karya  untuk  dika takan  sebaga i  

karya  ju rna l i s t i k  ada lah  sebuah  karya  ju rna l i s t i k  

t i dak  dapat  k i t a  l i ha t  dar i  produk  akh i r ,  media  cetak  

maupun  media  elek t r on i k ,  tap i  k i t a  mel iha t  dar i  

proses  produks i .  Jad i ,  k i t a  mel iha t  proses  produks i ,  

baga imana  cara  seorang  ju rna l i s  beker j a ,  baga imana  

dia  memproduks i  suatu  program,  harus  memenuhi  

cr i t e r i a  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Dia  harus  sesua i  dengan  asas  kebenaran ,  yang  

ar t i n ya  benar  te r j ad i  benar  diucapkan ,  se la i n  i t u  
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t i dak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Asas  manfaa t ,  yang  ar t i n ya  top i c  -  top i k  yang  

disa j i k an  harus  bermanfaa t  bag i  publ i k .  Kemudian  

dia  harus  berdasarkan  fak ta ,  i t u l ah  kr i t e r i a  

supaya  dika takan  karya  ju rna l i s t i k .  Sela in  i t u  

k i t a  t i dak  boleh  menyebut  karya  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berangka t  dar i  has i l  d ise r t as i  saya  ten tang  

in f o t a i nment .  Saya melakukan  pene l i t i a n  di  49 program 

in fo t a i nment  di  se lu ruh  stas iun  te lev i s i  d i  

Indones ia ,  dan  saya  berkes impu lan  in fo t a i nment  

bukan lah  karya  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ket i ka  mereka  melakukan  proses  produks i  banyak  

te r j ad i  pe langgaran  te rhadap  kode  et i k  ju rna l i s t i k  

dan  P3SPS yang  dibua t             o leh  KPI .  Jad i  

ket i ka  melakukan  produks i  d i  lapangan ,  misa lnya  

mereka  melakukan  pemaksaan  te rhadap  narasumber .  I t u  

ada  keten tuannya ,  memaksa  untuk  wawancara  padaha l  

be lum  ada  jan j i  sebe lumnya.  La lu ,  melanggar  pr i vas i  

narasumber .  Kemudian ,  d i  lapangan  mereka  t i dak  

berdasarkan  fak ta .  Faktanya  belum ada,  pendapat  be lum 

ada,  t i dak  melakukan  k la r i f i k a s i ,  tap i  seo lah  -  o lah  

ada  seh ingga  di tayangkan ,  jad i  t i dak  berdasarkan  

fak ta .  Sehingga  cenderung  mengedepankan  gos ip ,  
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dugaan,  op in i .  I t u  dar i  seg i  konten .  Kemudian  yang  

ber i ku t  ada lah  ket i ka  saya  menganal i s i s  dar i  naras i ,  

ba ik  yang  dibacakan  oleh  nara to r  maupun  host  yang  

membawakan acara  in fo t a i nment ,  cenderung  sensas iona l ,  

memperta j am  konf l i k ,  menyudutkan  seseorang ,  t i dak  

ber imbang,  dan  banyak  seka l i  mengandung  op in i  dar i  

nara to r  dan  host .  Kemudian  dar i  seg i  v isua l i s as i ,  

mest inya  v isua l i s a s i  gambar  mendukung  top i k  yang  

disa j i k an ,  tap i  banyak  yang  saya  amat i  v isua l  t i dak  

mendukung  top i k .  Jad i  cenderung  memaksakan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te l ah  menel i t i  d i  49  program  in fo ta i nment  di  

semua  stas iun  te l ev i s i ,  se lama  13  bulan  melakukan  

observas i  mendalam dan  in te r v i ew  mendalam,  saya  iku t  

dengan  para  crea t i v e ,  baga imana  mereka  mel ipu t ,  

mengedi t ,  membuat  scr i p t ,  baga imana  mengedi t  gambar ,  

mix ing ,  nara to r  membacakan  naras i ,  sampai  tayang  di  

s tud io  ba ik  d i  indus t r i  te l ev i s i  maupun  produc t i on  

house.  menyimpulkan  bahwa  in f o t a i nment  d i  Indones ia  

bukan  karya  ju rna l i s t i k .  La lu  saya  member ikan  saran ,  

jad i  in fo ta i nment  i t u  genre  te rsend i r i ,  memi l i k i  

karak te r  send i r i .  Jad i  ka lau  ing in  menyebut  

in f o t a i nment  ada lah  karya  ju rna l i s t i k ,  tunduk lah  pada  

kode  et i k  ju rna l i s t i k  dan  P3SPS.  Tapi  yang  saya  

s impu lkan  kan  t i dak ,  jad i  yang  saya  sarankan  buat  

sa ja  genre  te rsend i r i ,  namanya  in fo t a i nment ,  jad i  

t i dak  per lu  masuk ke  ju rna l i s t i k .  Dengan beg i t u ,  buat  
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sa ja  kode  et i k  in f o t a i nment  send i r i ,  seh ingga  t i dak  

campur  aduk  ;  - - - - - - - - -

Bahwa  semua  karya  ju rna l i s t i k  da lam  kode  et i k  

ju rna l i s t i k  dan  P3SPS  je l as  t i dak  boleh  

mencampuradukkan  fak ta  dan  opin i .  Mencampuradukkan  

sa ja  t i dak  bo leh ,  apa lag i  menyimpulkan .  Jad i  konten  

harus  fak ta .  Memang  pene l i t i a n  saya  banyak  

menunjukkan  bahwa  banyak  seka l i  kata  ”  d iduga ,  

i sunya ,  kabarnya”  atau  dalam  bentuk  per tanyaan  “  

apakah  betu l ,  baga imana  mungkin  ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  ada  sense  of  news  untuk  memi l i h  narasumber ,  

te rgan tung  top i k  apa  yang  disa j i k an .  Jad i  d ia  bo leh  

memi l i h ,  tap i  ada  kr i t e r i a  pemi l i han  narasumber ,  d ia  

harus  kompeten  di  b idangnya  dan  kred ib i l i t a s n ya  

t i ngg i .  Dia  harus  ahl i  d i  b idang  apa  seh ingga  dia  

dip i l i h  untuk  menjad i  narasumber ,  yang  kedua  

kred ib i l i t a s n ya  t i ngg i  seh ingga  dapat  d ipe rcaya .  Jad i  

kedua  in i  harus  dipenuh i  o leh  narasumber  seh ingga  

boleh  dip i l i h  o leh  war tawan  untuk  di j ad i kan  

narasumber .  Sela in  i t u ,  menuru t  saya  t i dak  tepa t .  Hal  

in i l a h  yang  ser ing  di l akukan  oleh  in fo t a i nment ,  

cenderung  memi l i h  narasumber  yang  t i dak  sesua i  dengan  

kedua  kr i t e r i a  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saks i  menerangkan  bahwa  apab i l a  in f o t a i nment  mau 
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dika takan  sebaga i  karya  ju rna l i s t i k ,  tunduk lah  pada  

kode  et i k  ju rna l i s t i k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B.  KETERANGAN SAKSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

I . PUTRI  ASMARANI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tangga l  

Lah i r  :  Temanggung,  30 Agustus  1990,  Agama :  Is l am,  

Peker j aan  :  Mahasiswa  Unive rs i t a s  Is l am  Neger i  

Yogyakar ta ,  bera lamat  kos t  J l ,  Mawar  Gang IV  No.  56  

Kelu rahan  Baci ro ,  Yogyakar ta ,  bera lamat  rumah 

Ngimbrang  RT.03,  RW.04,  Kec.  Bulu ,  Kab.  Temanggung ;  

- - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Is l am  te lah  member ikan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -

- Saks i  mengetahu i  d ipangg i l  sebaga i  saks i  karena  kasus  

tayangan  SILET  ten tang  Merap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  mengetahu i  ke jad ian  dan  mel iha t  

tayangan  Si le t  send i r i an  pada  saat  d i  tempat  kos t  –  

kostan  d i  Yogyakar ta  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  bahwa  merasa  ketaku tan ,  karena  

sete lah  menyaks ikan  s ia ran  Si le t  d i  RCTI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  bahwa  ketaku tan  mendengar  acara  

Si le t  yang  sa lah  satunya  ber i s i  wawancara  dengan  pak  
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Permadi  ten tang  ramalan  Joyoboyo  yang  member i t ahukan  

bahwa kota  Yogya akan  hancur  ;  - - - - - - -

 -  Saks i  menerangkan  bahwa  t i dak  pernah  kontak  

dengan  pihak  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

I I .  EVONY ARTY JIWANI ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Tangga l  Lah i r  :  Peka longan ,  27  Nopember  1987,  

Agama :  Is l am,  Peker j aan  :  Mahasiswa,  bera lamat  kos t  

J l .  Condong  Catur  No.  120,  Kec.  Depok  Sleman 

Yogyakar t a ,  bera lamat  rumah  Ja lan  Angkatan  66  Kav.  

22,  RT.  006,  RW.  003,  Kelu rahan  Kramat  Sar i ,  

Kecamatan  Pekalongan  Bara t ,  Kabupaten  Peka longan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Saks i  bersumpah  menuru t  

agama  Is l am  te lah  member ikan  kete rangan ,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - -

- Saks i  mengetahu i  d ipangg i l  sebaga i  saks i  karena  kasus  

tayangan  SILET  ten tang  Merap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

-  Saks i  menerangkan  menonton  acara  Si le t  pada tangga l  7 

Nopember  2010  di  s tas iun  RCTI  bersama  teman  –  teman  

sebanyak  10 orang  ;  - - - - -

-  Saks i  menerangkan  bahwa  pasca  le tusan  Gunung  Merap i  

tangga l                     4  Nopember  2010  saks i  
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mengungs i  ke  Surabaya ,  karena  ketaku tan  seh ingga  

ber tahan  se lama  2  (  dua  )  minggu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  akh i rnya  pihak  Penggugat  dan 

pihak  Terguga t  yang  berperka ra  te l ah  dibe r i  kesempatan  

untuk  mengajukan  Kes impu lan  -  Kes impulannya ,  untuk  

kesempatan  i t u  para  pihak  masing  –  masing  menyerahkan  

Kesimpulannya  pada  tangga l  9  Maret  2011,  yang  untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka  kes impu lan  

te rsebu t  t i dak  dican tumkan  dalam  putusan  akan  te tap i  

te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  Perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  p ihak  menyatakan  t i dak  

mengajukan  apa  -  apa  lag i  da lam perkara  in i  dan  sega la  

sesuatu  yang  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  pers idangan  

harus lah  dianggap  te l ah  te rcan tum  dalam  putusan  in i ,  

se lan ju t nya  mereka  t i dak  akan  mengajukan  sesuatu  hal  

lag i  da lam perkara  in i  dan  se lan ju t nya  mohon Putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i   d ia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  te r t angga l  29  
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November  2010,  Penggugat  menuntu t  agar  dinya takan  bata l  

atau  t i dak  sah  Sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  

No.  669  /  KP /  KPI  /  11/10 ,  tangga l  8  November  2010  

ten tang  Penghent i an  Sementara  Program Si le t .  (  bukt i  T 

-  5  /  Obyek  Sengketa  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa tun tu tan  Penggugat  te rsebu t  pada  

pokoknya  didasarkan  atas  dal i l ,  bahwa  Sura t  yang  

di t e rb i t k an  oleh  Tergugat  d in i l a i  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  Perundang  -  undangan  yang  ber laku  dan  

melanggar  Asas  -  Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang  bahwa  dal i l  te rsebu t  te l ah  diban tah  

oleh  Tergugat  dengan  menyatakan  pada  pokoknya  bahwa 

keputusan  te rsebu t  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  

Perundang  -  undangan  yang  ber laku  dan  t i dak  melanggar  

Asas  -  Asas  Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

        Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dal i l  

Penggugat  d iban tah  o leh  Tergugat ,  maka  Maje l i s  Hakim 

akan  memper t imbangkan  keabsahan  Obyek  Sengketa  sesua i  

dengan  kompetens i  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   dengan  

mengacu  pada  pera tu ran  perundang  -  undangan  yang  

ber laku  dan  atau  asas  -  asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ;   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  s is t em  pembukt i an  pada  Perad i l an  
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Tata  Usaha  Negara  ada lah  bers i f a t  dominus  l i t i s  o leh  

karenanya  da lam mempert imbangkan  sengketa  a quo  Maje l i s  

Hakim t i dak  te r i k a t  pada  mater i  jawab  j i nawab  Penggugat  

dan  Tergugat  ser ta  ala t  bukt i  yang  d ia j ukan  para  pihak ,  

Hakim  akan  menentukan  apa  yang  harus  dibuk t i k an ,  beban  

pembukt i an  beser ta  peni l a i an  pembukt i an  (  v ide  pasa l  

107 Undang -  Undang No.  5 Tahun 1986  sebaga imana  diubah  

dengan  Undang  -  Undang  No.  51  Tahun  2009  ) .  Sehingga  

te rhadap  ala t  -  a la t  bukt i  sura t ,  Saks i  maupun  Ahl i  

yang  dia jukan  para  pihak  dipe rs i dangan  akan  

dipe r t imbangkan  sepan jang  re levan  untuk  meni la i  

keabsahan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  

Obyek  sengketa  sesua i  dengan  kompetens i  abso lu t  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  kompetens i  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  dalam  melakukan  pengu j i an  atau  toe ts i ng  

keabsahan  Obyek  Sengketa  ada lah  bers i f a t  ex  tunc ,  

ar t i n ya  pengu j i an  di l akukan  Hakim didasarkan  pada  fak ta  

atau  keadaan  hukum pada  saat  Obyek  sengketa  te rb i t ,  dan  

diu j i  berdasarkan  pera tu ran  perundang  -  undangan  yang  

ber laku  pada saat  i t u .  

Oleh  karena  Penggugat  t i dak  mencabut  gugatan ,  meskipun  

pada  tangga l                7  Januar i  2011  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  te l ah  menerb i t kan  Sura t  No.  

4/K/KPI / 01 /11 ,  yang  ber i s i  ten tang  berakh i r nya  Sanks i  

Admin is t r a t i f  Penghent i an  Sementara  Program Si le t ,  maka 
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Maje l i s  te tap  melakukan  pengu j i an  keabsahan  Obyek  

sengketa  dalam sengketa  a quo ;  - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa dar i  Gugatan ,  Jawaban,  Repl i k  dan  

Dupl i k   para  pihak ,  maka menuru t  hemat  Maje l i s  Hakim,  

permasa lahan  hukum  admin is t r a s i  yang  harus  

dipe r t imbangkan  dalam  sengketa  a  quo  ada lah ,  apakah  

dar i  aspek  fo rma l  pembentukan  keputusan ,  kewenangan,  

prosedur  dan atau  substans i   Obyek  Sengketa  a quo  te lah  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang  -  undangan  yang  

ber laku  dan  atau  t i dak  melanggar  asas  -  asas  umum 

pemer in tahan  yang  baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l  

gugatannya  Penggugat  te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  sura t  

ber tanda  P -  1  sampai  dengan  P –.12 ,  dan  2  (  dua )  

orang  saks i  yakn i  Eben Has ian  Surya  Tar la  N,  YB.  Eddy  

Put ra dewa,  ser ta  4 (  empat  )  orang  Ahl i  yakn i  Abdu l l ah  

Alamudi ,  Drs .  Sabam Leo  Batubara ,  Wina  Armada  Sukard i ,  

SH. ,MM. ,MBA,  dan  Prof .  Dr .  I .  Gede Pant ja  Astawa,  

SH. ,MH.  Sedangkan  Tergugat  untuk  mendukung  dal i l  

sangka lannya  te lah  mengajukan  a la t  bukt i  sura t  ber tanda  

T -  1   s /d  T -  25 dan  juga  mengajukan  2 (  dua )  orang  

saks i  yakn i  Put r i  Asmaran i  dan   Evony Ar ty  J iwan i  ser ta  

3  (  t i ga  )  orang  Ahl i  Ridwan ,  SH. ,M.H um,  Paulus  

Wid iyan to ,  Amir  Ef fend i  Si rega r  dan Dr.  Hj .  Mulharne t t i  

Syas ,  S.S ;  - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  sebe lum  menguj i  keabsahan  Obyek  

Sengketa ,  Maje l i s  hak im  te r l eb i h  du lu  memper t imbangkan  

dal i l   gugatan  Penggugat   yang  menyatakan  Sura t  No.  

669/KP/KPI /11 /10   tangga l  8  November  2010  ten tang  

Penghent i an  Sementara  Program  Si le t  yang  di te rb i t k an  

oleh  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  ada lah  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  

lengkap  seh ingga  mengandung  cacat   fo rmi l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sesua i  penje l asan  pasa l  1 angka  3  Undang  -  Undang  No.  

5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang  -  Undang  No.  

51  Tahun  2009,  da lam memandang  kr i t e r i a  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  ada lah  t i dak  di ten tukan  dar i  bentuk  

fo rma l ,  te tap i  d idasarkan  kepada  substans i  /  i s i  

keputusan  yang  di te rb i t k an  o leh  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ,  yakn i  dengan  kr i t e r i a  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penetapan  te r t u l i s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

d ike lua r kan  oleh  Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i d ua l  dan  f i na l  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  orang  atau  badan  hukum 

perda ta .  (v ide  pasa l  1  angka  3  UU No.5  tahun  1986  

sebaga imana  diubah  dengan  pasa l   1 angka  9 UU No.  51  

Tahun 2009 )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  apabi l a  dice rmat i  Sura t  

No.669/K /KPI /11 /10  te r t angga l  8  November  2010  (Obyek  

sengketa ) ,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa,  Sura t  

te rsebu t  d i t e rb i t k an  dalam bentuk  te r t u l i s  o leh  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Pusat  se laku  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara ,  bers i f a t  konkr i t  dan  ind i v i dua l  karena  nyata  

sura t  te rsebu t  ber i s i  ten tang  pember ian  sanks i  

admin is t r a s i   penghent i an    sementa ra    program   "  

Si le t   "    kepada  

Stas iun  Telev i s i  RCTI .  Dan Sura t  te r sebu t  te l ah  f i na l ,  

karena  tanpa  perse tu j uan  lag i  dar i  p ihak  la i n ,  Sura t  

te rsebu t  ber laku  dan  berak iba t  hukum bag i  p ihak  RCTI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  dia tas  

maka  Sura t  Tergugat  No.669/K /KPI / 11 /10  te r t angga l  8 

November  2010  (Obyek  sengke ta ) ,  adalah  te l ah  memenuhi  

unsur  Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  o leh  karenanya ,  

da l i l  Penggugat  mengenai  ha l  te rsebu t  ada lah  t i dak  

te rbuk t i  secara  hukum  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  
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mempert imbangkan  aspek  kewenangan  penerb i t an  Obyek  

sengketa  a quo  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  pasa l  8 ayat  (2 )  huru f  d.  

UU No.  32 Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran  dia tu r  bahwa KPI  

berwenang  member ikan  sanks i  te rhadap  pelanggaran  

pera tu ran  dan  pedoman per i l a ku  peny ia ran  ser ta  s tandar  

program  s ia ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  gugatannya  Penggugat  

mendal i l k an  bahwa  Tergugat  t i dak  berwenang  untuk  

member ikan  sanks i  karena  tayangan  program  Si le t  ada lah  

merupakan  produk  karya  ju rna l i s t i k ,  yang  pengawasannya  

merupakan  kewenangan  Dewan Pers .  Sementara  i t u  Tergugat  

da lam  sanggahannya  menyatakan  bahwa  Tayangan  Program 

Si le t  adalah  te rmasuk  kategor i  in f o t a i nmen  yang  bukan  

merupakan  produk  karya  ju rna l i t i k  seh ingga  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (KPI )  mempunyai  kewenangan  untuk  

melakukan  pengawasan,  dan  apab i l a  ada  pelanggaran ,  maka 

Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  berwenang  untuk  

menja tuhkan  sanks i  admin is t r a t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  untuk  mendukung  da l i l  

gugatannya ,  se la i n  ala t  bukt i  sura t ,  Penggugat  maupun 

Tergugat  te l ah  mengajukan  beberapa  Ahl i  d ipe rs i dangan ,  

untuk  menerangkan  apakah  program  In fo t a i nmen  ada lah  
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produk  karya  ju rna l i s t i k  atau  bukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Ahl i  dar i  p ihak  Penggugat  yakn i  :  

Abdul l ah  Alamudi ,  Drs .  Sabam Leo  Batubara ,  dan  Wina  

Armada  Sukard i ,  SH. ,MM. ,MBA,   menerangkan  bahwa 

In fo t a i nmen  ada lah  te rmasuk  kategor i  produk  karya  

ju rna l i s t i k  yang  tunduk  pada  Undang  -  Undang  Pers ,  

seh ingga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  adalah  

Dewan  Pers .  Sementara  i t u   Ahl i  yang  d ia j ukan  oleh  

Tergugat ,  yakn i  Paulus  Wid iyan to  dan  Amir  Ef fend i  

Si regar ,  menyatakan  seba l i knya  bahwa  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  (  KPI  )  mempunyai  kewenangan  untuk  

menja tuhkan  sanks i  atas  pelanggaran  Pedoman  Per i l a ku  

Peny ia ran  dan  Standar  Program  Siaran .  Dan  se lan ju t nya  

Ahl i ,  Dr .  Hj .  Mulharne t t i  Syas,  S.S.  menyatakan  bahwa 

In fo t a i nmen  ada lah  bukan  produk  karya  ju rna l i s t i k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ah l i  yang  dihad i r kan  di  

pers i dangan  te rnya ta  mereka  mempunyai  pendapat  yang  

sa l i ng  ber ten tangan  mengena i  apakah  In fo t a i nment  

te rmasuk  karya  ju rna l i s t i k  atau  bukan,  o leh  karenanya  

sesua i  kewenangan  hak im  dalam  hukum  pembukt i an ,  

kete rangan  ah l i  mengena i  ha l  te rsebu t   d ikesampingkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa  d ida lam  Undang  -  Undang  Pers ,  

Undang  -  Undang  Peny ia ran  dan  juga  Pedoman  Per i l a ku  
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Peny ia ran  (  P3 )  ser ta                  Standar t  Program 

Siaran  (  SPS )  send i r i  te rnya ta  juga  t i dak  member i kan  

def i n i s i  mengenai ,  apakah  in f o t a i nment  te rmasuk  karya  

ju rna l i s t i k  atau  bukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  permasa lahan  apakah  

In fo t a i nment                  (  khususnya  Program 

Si le t  )  te rmasuk  karya  ju rna l i s t i k  atau  bukan  ten tu  

t i dak  b isa  din i l a i  dar i   satu  ka l i  tayangan  sa ja ,  

te tap i  harus  di i ku t i  secara  saksama se lu ruh  tayangannya  

dan  per lu  kha j i an  secara  komprehens i f  da lam  fo rum 

khusus .  Disamping  i t u  pen i l a i an  apakah  In fo ta i nmen  

te rmasuk  karya  ju rna l i s t i k  atau  bukan  akan  ber imp l i k as i  

te rhadap  program -  program in fo ta i nmen  la i n  yang  dewasa  

in i  marak  di tayangkan  di  Telev i s i .  Oleh  karenanya  untuk  

menghindar i  kesa lahan  pengambi lan  kes impu lan  mengenai  

masalah  te rsebu t ,   Maje l i s  Hakim dalam memper t imbangkan  

aspek  kewenangan  dan   pengu j i an  (  toe ts i ngs )  mengenai  

berwenang                 atau  t i daknya  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  (  KPI  )  menja tuhkan  sanks i  admin is t r a t i f ,  

Maje l i s  Hakim berpedoman keten tuan  normat i f  sebaga imana  

dia tu r  da lam Undang  -  Undang  No.  32  Tahun  2002  ten tang  

Peny ia ran ,  pasa l  8  ayat  (2 )  huru f  d  yang  secara  tegas  

mengatu r  bahwa  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  

berwenang  untuk  member ikan  sanks i  te rhadap  pelanggaran  

pera tu ran  dan  Pedoman Per i l a ku  Peny ia ran  (  P3 )  ser ta  
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Standar t  Program  Siaran  (  SPS  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   Sura t  KPI  Pusat  No.  

669/KP/KPI /11 /10  tangga l  8  November  2010  (  Obyek  

Sengketa  ) ,  ada lah  ber i s i  ten tang  Penghent i an  Sementara  

Program  Siaran  Si le t ,  yang  di j a t uhkan  oleh  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  Pusat  /  Tergugat  

berdasarkan  atas  pelanggaran  pasa l  - pasa l  dar i  Pedoman 

Per i l a ku  Peny ia ran  pasa l  34  ser ta  Standar t  Program 

Siaran  pasa l  55  dan  pasa l  56  huru f  d  dan  huru f  e  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menmbang,  bahwa  te r l epas  secara  mater i i l  benar  

atau  sa lah  sanks i  yang  di j a t uhkan  te rsebu t ,  karena  

sanks i  te rsebu t  d i j a t uhkan  atas  pelanggaran  Pedoman 

Per i l a ku  Peny ia ran  dan  Standar  Program  Siaran  

(  SPS ) ,  mengacu  pada  keten tuan  pasa l  8 ayat  (2 )  huru f  

d  Undang  -  Undang  No.  32  Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran  

jo .  pasa l  71 Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  

) ,  No.  03/P /KPI / 12 /2009  ten tang  Standar  Program Siaran ,  

maka Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat /Te rguga t   adalah  

berwenang  menerb i t kan   Sura t   No.  669/KP/KPI /11 /10  

tangga l  8  November  2010  ten tang  Penghent i an  Sementara .  

(  Obyek Sengketa  )  te r sebu t  ;  - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  aspek  prosedur  penerb i t an  obyek  

sengketa  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 145 dar i  162 halaman Putusan  Nomor :  
174/G/2010/PTUN.JKT 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 145



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Pasal  71  ayat  (1 )  SPS 

dia tu r  bahwa lembaga  peny ia ran  yang  melanggar  Pasal  56  

huru f  d  dan  e,  d ikena i  sanks i  admin is t r a t i f  berupa  

penghent i an  sementara  mata  acara  yang  bermasa lah  

sete lah  mela lu i  tahap  te r t en tu .  Dan  yang  dimaksud  

"mela lu i  tahap  te r t en t u "  da lam  penghent i an  sementara  

mata  acara  yang bermasa lah  ada lah  :  - - - - - -

Tahap  pemer iksaan  bukt i  pe langgaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tahap  pene l i t i a n  dan  pen i l a i an  pe langgaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tahap  k la r i f i k a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tahap  pemutusan  sanks i  admin is t r a i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Undang -  Undang No.  32 

Tahun  2002,  ten tang  Peny ia ran  jo .  Pera tu ran  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  Nomor  03/P /KPI /12 /2009  

ten tang  Standar  Program  Siaran  (  SPS )  d ia tas ,  maka 

Tata  Cara  Penja tuhan  sanks i  Admin is t r a t i f  Penghent i an  

Sementara  Mata  Acara  yang  bermasa lah  harus   d i l a l u i  

tahapan  te r t en t u  (  pemer iksaan  bukt i ,  pene l i t i a n  dan  

pen i l a i a n  pelanggaran ,  tahap  k la r i f i k a s i  dan  tahap  

pemutusan  sanks i  admin is t r a i f  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-

Menimbang,  bahwa  dalam  kasus  konkr i t  a  quo,  pada 

tangga l               8  November  2010,  Terguga t  

mengi r imkan  sura t  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  

( “KPI ” )  No.  667/K /KPI / 11 /10  yang  ber i s i  undangan  kepada  

Penggugat  untuk  mener ima  dan  menja lankan  sanks i  

admin is t r a t i f  dar i  KPI  Pusat  atas  penayangan  Program 

Si le t  7 November  2010 (  bukt i  T -  13 )  ;  - - -

Bahwa  se lan ju t nya  atas  undangan  te rsebu t ,  p ihak  

RCTI  yang  diwak i l i  o leh  Arya  Sinu l i ngga ,  Rudy  Ramawy 

dan  Tim  Produks i  had i r  d i  Kantor  KPI  Pusat .  Dan  pada  

jam  14.35   s/d   15.40  wib  d i l akukan  per temuan  

k la r i f i k a s i  Tayangan  Si le t  tangga l  7  November  2010  

anta ra   KPI  Pusat  dengan  pihak  RTCI  (  bukt i  T -  22 dan  

T  -  15  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa  berdasar  ala t  bukt i  T  -  4,  Ber i t a  

Acara`Pemutusan  Sanks i ,  d isebu tkan  bahwa  har i  Senin  

tangga l  8 November  2011  jam 14.45  wib .   Diadakan  Rapat  

Pleno  Komis ione r  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (   KPI   )  

Pusat  untuk  melakukan   pengambi l an  keputusan  sanks i  

admin is t r a t i f  atas  pe langgaran  In fo ta i nment  Si le t  

tangga l  7  November  2010  yang  di t ayangkan  oleh  Stas iun  

RCTI .  Dan sesua i  a la t  bukt i  T -  5,  pada  har i  yang  sama,  

Senin ,  tangga l  8  November  2010  Terguga t  menerb i t kan  
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Surat  No.  669/KP/KPI /11 /10 ,  ten tang  Penghent i an  

Sementara  Program  Si le t  (  Obyek  sengketa  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  per tanyaan  hukum 

kemudian  ada lah  apakah,  pemanggi l an  Penggugat ,  

per temuan  Penggugat  dengan  Pihak  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  (  KPI  )  Pusat ,  Rapat  Pemutusan  Sanks i  dan  

Penerb i t an  Sanks i  yang  di l akukan  dalam  har i  yang  sama 

te rsebu t  ada lah  te lah  memenuhi  keten tuan  ten tang  Tata  

Cara  Pember ian  Sanks i  Admin is t r a t i f  sebaga imana  dia tu r  

da lam  Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  No.  

03/P /KPI / 12 /2009  ten tang  Standar  Program Siaran  (  SPS )  

d ia tas  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mencermat i  a la t  bukt i   T -  22,  T -  

15 dan bukt i               T -  4,  maka dapat  d is impu lkan  

tahap  k la r i f i k a s i  dan  tahap  pemutusan  sanks i  

admin is t r a i f  adalah  d i l aksanakan  hanya  dalam  waktu  10  

meni t .  Bahkan  menuru t  da l i l  Penggugat  yang  t i dak  

diban tah  oleh  Tergugat ,  Sura t  Sanks i  Admin is t r a t i f  

Penghent i an  Sementara  Siaran  Program  Si le t  adalah  

dise rahkan  kurang  leb ih  sepu luh  meni t  sete lah  per temuan  

k la r i f i k a s i  d imula i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa  disamping  i t u  apab i l a  dice rmat i  notu len  

rapa t  Tangga l                    8 November  2010 (  bukt i  

T – 22  ) ,  maka di temukan  fak ta  bahwa :  rapa t  per temuan  

anta ra  pihak  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  dengan  

pihak  

RCTI  adalah  d i l aksanakan  pada  jam 14.35  s/d  15.  40 wib .  

dan  dalam  rapa t  i t u ,  DRH (  Dadang  Rahmat  Hidaya t  /  

Ketua  KPI   )  menyatakan  "  ……. Nant i  k i t a  car i  ja l an  

tengah.  Jam 4  sore  nant i  akan  ada  per temuan  dengan  

Di ru t  dan  Pemred.  Diharapkan  kehad i rannya  "  (  d.h . i .  

p ihak  RCTI  yang  had i r  pada  per temuan  te rsebu t ) .  Dar i  

ka l ima t  i t u  menunjukkan  bahwa tahap  k la r i f i k a s i  adalah  

masih  be lum  se lesa i  dan  akan  di l an j u t k an  pada  jam  4 

sore  (  bersesua ian  dengan  bukt i  T  -  22,  yang  

menyebutkan  k la r i f i k a s i  d i l aksanakan  pada  jam 14.35  s/d  

15.  40 wib  )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  dar i  fak ta  te r sebu t  maka  dapat  d i t a r i k  

kes impu lan  bahwa  Rapat  pemutusan  sanks i  /  tahap  

pemutusan  sanks i  yang  disebu tkan  di l aksanakan  pada  

puku l  14.45  Wib.  (  bukt i  T  –  4  )  sebenarnya  secara  

nyata  ada lah  t i dak  d i l akukan  oleh  piha t  Terguga t  atau  

set i dak  -  t i daknya  pemutusan  sanks i  d iambi l  o leh  

Tergugat  ket i ka  saat  k la r i f i k a s i  be lum  se lesa i ,  

kes impu lan  mana  adalah  bersesua ian  dengan  Sura t  

Panggi l an  te rhadap  Penggugat  te r t angga l  8  November  

2010,  No.  667/K /KPI /11 /10  yang  sangat  je l as  dapat  

d ibaca ,  undangan  te rsebu t  adalah  untuk  menerima  dan 
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menjalankan  sanksi  adminis t ra t i f  dar i  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  (  KPI  )  Pusat  atas  penayangan   Program  Si le t  

7 November  2010  (  bukt i  T -  13 ) ,  ha l  in i   membukt i kan  

bahwa  Sanks i  Admin is t r a t i f  te l ah  diambi l  sebe lum 

prosedur  atau  tahapan  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  71  

ayat  (1 )  Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  (  KPI  )  Nomor  

03/P /KPI / 12 /2009  ten tang  Standar  Program Siaran  (  SPS )  

d i l aksanakan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  -  fak ta  dan  

per t imbangan  hukum  dia tas ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berkes impu lan ,  penerb i t an  Obyek  sengketa  dar i  aspek  

prosedur  ada lah  cacat  hukum yakn i   melanggar  pasa l  71  

ayat  (2 )  Pera tu ran  Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  

(  KPI  )  Nomor  03/P /KPI /12 /2009  ten tang  Standar  Program 

Siaran  (SPS)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

mempert imbangkan  aspek  subs tans i  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  objek  sengketa  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  substans i  /  i s i  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  a  quo  ada lah  pen ja tuhan  sanks i  te rhadap  

Penggugat  berupa  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sanks i  admin is t r a t i f  penghent i an  sementa ra  program 

SILET ;  - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Penggugat  untuk  membuat  permin taan  maaf  
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secara  te rbuka  kepada  pub l i k  mela lu i  satu  sura t  

kabar  nas iona l  dan loka l  ;  - - - - - -

Mewaj ibkan  Penggugat  membuat  permin taan  maaf  se lama  7 

har i  ber tu ru t  -  tu ru t  sebanyak  3  ka l i  sehar i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Melarang  Penggugat  membuat  program  se jen i s  dengan  

fo rmat  yang  sama.  (  bukt i  T  -  5  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  per tanyaan  hukum 

ada lah  apakah  sanks i  admin is t r a t i f  te r sebu t  te lah  

sesua i  keten tuan  hukum  mater i i l  yang  ber laku  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  benar  menuru t  pasa l  8  Undang  -  

Undang  No.  32  Tahun  2002  ten tang  Peny ia ran  Pera tu ran  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia                 (  KPI  )  

berwenang  member ikan  sanks i  te rhadap  pelanggaran  

pera tu ran  dan  pedoman per i l a ku  peny ia ran  ser ta  s tandar  

program s ia ran  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  menuru t  Sura t  Pera tu ran  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  Pusat  No.  669/KP/KPI /11 /10  

tangga l  8 November  2010.                 (  bukt i  T – 5 /  

Obyek  Sengketa  )   pen ja tuhan  sanks i  admin is t r a s i  

te rhadap  Penggugat  adalah  karena  pelanggaran  Pera tu ran  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  No.  02/P /KPI / 12 /2009  

ten tang  Pedoman  Per i l a ku  Peny ia ran  pasa l  34,  ser ta  
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Standar  Program  Siaran  (  SPS )  Pasa l  55  dan  Pasa l  56  

huru f  d  dan  huru f  e  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  Pedoman  Per i l a ku  

Peny ia ran  t i dak  mengatu r  adanya  sanks i  te rhadap  

pelanggaran  pasa l  34,  karena  menuru t  pasa l  54  Pedoman 

Per i l a ku  te rsebu t ,  kewenangan  KPI  ada lah  sebatas  

melakukan  pencata tan  atas  pelanggaran  dan  merekam.  Dan 

se lan ju t nya  menuru t  Pasa l  70  Standar  Program  Siaran  

(  SPS )  ayat  (1 )  d ia tu r  bahwa,  lembaga  peny ia ran  yang  

melanggar  keten tuan  Pasa l  55  dikenakan  sanks i  

admin is t r a t i f  berupa  teguran  te r t u l i s  dar i  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia                 (  KPI  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  pasa l  70  

te rsebu t ,  maka apab i l a  benar  Penggugat  te l ah  melanggar  

pasa l  55  Standar  Program  Siaran  (  SPS ) ,  maka  sanks i  

yang  dapat  d i j a t uhkan  ada lah  Tegoran  Ter tu l i s ,  jad i  

bukan  Sanks i  Penghent i an  Sementara  sebag imana  sanks i  

yang  di j a t uhkan  te rhadap  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  menuru t  Pasa l  71 ayat  

(1 )  Pera tu ran  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  )  No.  

03/P /KPI / 12 /2009 ,  ten tang  Standar  Program  Sia ran  (SPS)  
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dia tu r  bahwa lembaga  peny ia ran  yang  melanggar  Pasal  56  

huru f  d  dan  e,  d ikena i  sanks i  admin is t r a t i f  berupa  

penghent i an  sementara  mata  acara  yang  bermasa lah  

sete lah  mela lu i  tahap  te r t en tu  ;  - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  per tanyaan  hukum 

kemudian  adalah  apakah  benar  t i ndakan  Penggugat  da lam 

peny ia ran  program  SILET  pada  tangga l  7  Nopember  2010  

secara  mater i i l  melanggar  Pasa l  56  huru f  d  dan  e.  

Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Nomor  

03/P /KPI / 12 /2009  ten tang  Standar  Program Siaran  (  SPS )  

? ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  56  huru f  d  dan  e  Standar  Program Siaran  (  SPS )  

d ia tu r  bahwa,  program  s ia ran  pel i pu tan  bencana  a lam 

atau  musibah  di l a r ang  :  - - - -

-  menampi l kan  gambar  korban  atau  mayat  secara  

deta i l  (  big  c lose  up,  medium c lose  up,  ext reme  

c lose  up )  ;  dan /  atau  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

-  menampi l kan  gambar  luka  t i ngka t  bera t ,  darah ,  

dan  /  atau  potongan  organ  tubuh  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   untuk  menentukan  bahwa  benar  

atau  t i daknya  te l ah  te r j ad i  pe langgaran  pasa l  56  huru f  

d dan e Standar  Program Siaran     (  SPS )  d ia tas  adalah  

sangat  te rgan tung  pada   peni l a i an  subyek t i f .  Menuru t  

Tergugat  tayangan  Si le t  tangga l  7  November  2010  ada lah  

memenuhi  keten tuan  pasa l  56  huru f  d  dan  e,  Standar  
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Program Siaran  (  SPS ) .  Sebal i knya  Penggugat  menyatakan  

bahwa  tayangan  i t u  masih  da lam  t i ngka t  kewaja ran ,  

karena  tayangan  te rsebu t  adalah  sunt i ngan  -  sunt i ngan  

gambar  l i pu t an  RCTI  yang  tayangan  serupa  juga  

di t ayangkan  o leh  Telev i s i  la i n  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menyimpulkan  apakah  

penayangan  program Si le t  tangga l  7 November  2010  ada lah  

memenuhi  pasa l  56  huru f  d  dan  e,  Pera tu ran  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  ) ,  No.   03/P /KPI /12 /2009  

ten tang  Standar  Program  Siaran  (  SPS )  ataukah  t i dak ,  

Maje l i s  akan  meni la i  send i r i  berdasarkan  rekaman 

tayangan  dan t ransk r i p  program Si le t  tangga l  7 November  

2010  yang  bersesua ian  yang  d ia j ukan   o leh  para  pihak  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah   menyaks ikan  dan  

mencermat i  beberapa  ka l i  v ideo  tayangan  program  SILET 

tangga l  7 Nopember  2010  (  bukt i  T -  3,  T -  19  dan  T -  

23   = bukt i  P -  6   ) ,  menuru t  Maje l i s  Hakim,  tayangan  

te rsebu t  memang  ada  menampi l kan  gambar  korban  atau  

mayat ,  te tap i  tampi l an  gambarnya  samar  dan  t i dak  

te r l i h a t  secara  deta i l  (  ba ik  big  c lose  up,  medium 

c lose  up  maupun ext reme  c lose  up  ) .  Tayangan  te rsebu t  

juga  ada  menampi l kan  gambar  luka  korban  le t usan  Gunung 

Merap i ,  akan  te tap i  menuru t  Maje l i s  Hakim  tampi l an  
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gambar  te r sebu t  adalah  tampi l an  gambar  

luka  b iasa  yang  jamak  atau  laz im  juga  d i t emu i  pada  

tayangan  program  te l ev i s i  la i n ,  seh ingga  tayangan  

te rsebu t  t i dak  masuk  dalam  kategor i  tampi l an  gambar  

luka  t i ngka t  bera t  /  darah ,  dan  /  atau  potongan  organ  

tubuh  sebaga imana  dimaksud  Pasa l  56  huru f  d  dan  e 

Pera tu ran  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  ) ,  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  (  KPI  ) ,  KPI  No.   03/P /KPI /12 /2009  

ten tang   Standar  Program  Siaran  (  SPS  )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  a la t  -  a la t  bukt i  sura t  

berupa  pengaduan   yang  di  pr in t  out  dar i  e  -  mai l ,  

(  bukt i  T  –  11  ) ,  menuru t  Maje l i s  Hakim  a la t  bukt i  

te rsebu t  t i dak  te rka i t  langsung  dengan  jen i s  -  jen i s  

pe langgaran  yang  di j ad i kan  dasar  pen ja tuhan  sanks i  

te rhadap  Penggugat  mela lu i  Sura t  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  (  KPI  )  Pusat  No.  669/KP/KPI /11 /10  tangga l  8  

November  2010  ten tang  Penghent i an  Sementara  Program 

Si le t ,  o leh  karena  a la t  bukt i  te rsebu t  d ianggap  t i dak  

re levan ,  seh ingga  t i dak  dapat  d ipaka i  sebaga i  bahan  

untuk  meni la i  /  menguj i   keabsahan  Obyek  Sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

di  atas ,  maka  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan ,  secara  

substans i  penayangan  program  SILET  pada  tangga l  7 

Nopember  2010  ada lah  t i dak  melanggar  keten tuan  norma 
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hukum mater i i l  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  56  huru f  

d  dan  e  jo .  pasa l  70  Standar  Program  Siaran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa mengenai  sanks i  se leb ihnya  berupa  

:  - - - - - - - - - - - - - -

Kewaj iban  membuat  permin taan  maaf  secara  te rbuka  

kepada  pub l i k  mela lu i  satu  sura t  kabar  

nas iona l  dan loka l  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Kewaj iban  membuat  permin taan  maaf  se lama  7  har i  

ber tu ru t  - tu ru t  sebanyak  3 ka l i  sehar i ,  dan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pela rangan  pembuatan  program  se jen i s  dengan  

fo rmat  yang  

sama,  menuru t  Maje l i s  Hakim  sanks i  te r sebu t  ada lah  

berke leb i han  dan  t i dak  berdasarkan  hukum,  karena  

pen ja tuhan  sanks i  admin is t r a t i f  berdasarkan  Pasa l  34  

P3.  dan Pasa l  55 ser ta  Pasal  56 huru f  d dan e Pera tu ran  

KPI  No.  03/P /KPI /12 /2009  ten tang  Standar  Program Siaran  

(  SPS )  t i dak  dikena l  sanks i  berupa  permin taan  maaf  

secara  te rbuka  kepada  pub l i k  mela lu i  satu  sura t  kabar  

nas iona l  dan  loka l ,  permin taan  maaf  se lama  7  har i  

ber tu ru t  -  tu ru t  sebanyak  3  ka l i  sehar i ,  dan  la rangan  

pembuatan  program  se jen i s  dengan  fo rmat  yang  sama,  

te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  t i ndakan  Tergugat  berupa  

pen ja tuhan  sanks i  yang  t i dak  didasarkan  pada  keten tuan  
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perundang  –  undangan  /  pera tu ran  yang  ber laku  ada lah  

merupakan  t i ndakan  sewenang  -  wenang  yang  merupakan  

pelanggaran  asas  -  asas  umum pemer in tahan  yang  ba ik ,  

khususnya  asas  Larangan  ber t i ndak  sewenang  -  wenang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d ia tas  

maka  te l ah  te rbuk t i  penerb i t an  Obyek  Sengketa  dar i  

aspek  substans i  te rbuk t i  caca t  hukum yakn i  melanggar  

pera tu ran  perundang  -  undangan  dan  melanggar  asas  asas  

umum  pemer in tahan  yang  baik  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kese lu ruhan  

per t imbangan  di  atas ,  maka  te lah  te rbuk t i  penerb i t an  

Obyek  Sengketa  dar i  aspek  prosedur  dan substans i  ada lah  

mengandung  cacat  hukum  seh ingga  tun tu tan  Penggugat  

ten tang  pembata lan  Obyek  sengke ta  te rsebu t  dapat  

d ikabu l kan  ;  - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  pembata lan  

objek  sengke ta  d ikabu l kan  maka  sesua i  keten tuan  Pasa l  

97  ayat  (9 )  huru f  a Undang  -  Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

sebaga imana  te rakh i r  d iubah  dengan  Undang  -  Undang  

Nomor  51  Tahun  2009,  maka  kepada  Tergugat  

d ipe r i n t ahkan  untuk  mencabut  sura t  keputusan  objek  

sengketa  yang  dinya takan  bata l  te r sebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  
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dikabu l kan  se lu ruhnya ,  maka sesua i  keten tuan  pasa l  110  

Undang -  Undang Nomor  5 Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  

d iubah  dengan  Undang  -  Undang  Nomor   51  Tahun  2009,  

Tergugat  harus lah  dihukum untuk  membayar  biaya  perkara  

in i  yang  besarnya  akan  d i t en tukan  dalam  amar  putusan  

in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  Penetapan  Nomor  

174/G/2010 /PTUN- Jk t ,  te r t angga l  10  Desember  2010  

ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Komis i  

Peny ia ran  Indones ia  Pusat  Nomor  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  

8  Nopember  2010,  per iha l  Penghent i an  Sementara ,  o leh  

karena  pada  tangga l  7  Januar i  2011  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Pusat  te l ah  menerb i t kan  Sura t  Nomor  

4/K/KPI / 01 /11  yang  ber i s i  ten tang  berakh i r nya  Sanks i  

Admin is t r a t i f  Penghent i an  Sementara  Program  Si le t  

sebaga imana  te r t uang  dalam  Sura t  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia                   (  KPI  ) ,  Pusat  Nomor  

669/KP/KPI /11 /10  tangga l  8  November  2010  (  bukt i  

T –  9  ) ,   maka Maje l i s  mengambi l  s ikap  untuk  mencabut  

dan  dinya takan  t i dak  berkekua tan  hukum Penetapan  Nomor  

174/G/2010 /PTUN- Jk t  te r t angga l  10  Desember  2010  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasar  pada  keten tuan  pasa l  107  

Undang -  Undang Nomor  5 Tahun  1986  sebaga imana  te rakh i r  

d iubah  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  

te rhadap  ala t  bukt i  se leb ihnya  sete lah  d ipe r t imbangkan  
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te rnya ta  t i dak  re levan  untuk  per t imbangan  putusan  in i ,  

akan  te tap i  a la t  bukt i  te r sebu t  te tap  di l amp i r kan  dan  

menjad i  satu  kesatuan  dalam  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Memperhat i kan  :

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  Undang  - Undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan 

te rakh i r  dengan  Undang  - Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  ten tang  perubahan  kedua  atas  Undang  -  

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pera tu ran  perundang  -  undangan  dan  keten tuan  hukum 

la i n  yang  berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  :

I .  Dalam Penangguhan :

Mencabut  dan  menyatakan  t i dak  berkekua tan  hukum 

Penetapan  Nomor  174/G/2010 /PTUN- Jkt  te r t angga l  

10  Desember  2010  ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  

Sura t  Keputusan  Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  

Nomor  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l                  8 

Nopember  2010  per iha l  Penghent i an  Sementara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .   Dalam Pokok Perkara  :
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Mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  bata l   Sura t  Keputusan  Komis i  Peny ia ran  

Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  Tangga l  8 

Nopember  2010  per iha l  Penghent i an  Sementara  yang  

di t e rb i t k an  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

Komis i  Peny ia ran  Indones ia  Pusat  No.  669/K /KPI / 11 /10  

Tangga l  8  Nopember  2010  per iha l  Penghent i an  

Sementara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

168.000 , -  (  Sera tus  enam puluh  delapan  r i bu  rup iah  )  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  pada  

har i  :  KAMIS tangga l                     17  Maret   2011  

oleh  kami ,  H.  BAMBANG HERIYANTO, S.H. ,M.H   sebaga i  

Hakim Ketua  Maje l i s  ser ta  SRI  SETYOWATI,  S.H dan HERMAN 

BAEHA,  S.H. ,M.H. ,  masing  -  masing  sebaga i  Hakim 

Anggota .  Putusan  mana  diucapkan  da lam  s idang  yang  

te rbuka  untuk  umum pada  har i  :  R A B U,  tangga l   23  

Maret   2011   o leh   Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  

diban tu  o leh  Mohamad  Soleh ,  S.H   sebaga i  Pani te ra  
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Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar t a ,  dengan  

dihad i r i  o leh  pihak  kuasa  Penggugat  dan  o leh  pihak  

kuasaTerguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

  

    Hakim Anggota  I ,     Ketua  

Maje l i s ,

        

t td            t td

  SRI  SETYOWATI,  SH                  H.  BAMBANG 

HERIYANTO, SH. ,MH 

    Hakim Anggota  I I ,

   t td

HERMAN BAEHA, SH. ,MH

  

Pani te ra  Penggant i ,

  t td

  

MOHAMAD SOLEH, SH

Rincian  Biaya  Perkara  :

- Pendaf ta ran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rp.     30.000 , -

-  A T 
K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp.     50.000 , -
- Panggi l an  – pangg i l an   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp.  
60.000 , -
- Matera i  Putusan  Sela  (  Penundaan ) . Rp. 6.000 , -
- Redaks i  Putusan  Sela  (  Penundaan ) Rp. 5.000 , -
- Leges  Putusan  Sela  (  Penundaan  ) . . . Rp. 3.000 , -
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- Matera i  ……………...……………... . . . Rp. 6.000 , -
- Redaks i  ………………………...….. . . . Rp. 5.000 , -
- Leges   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp.       3.000 , -
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rp.   168.000 , -

                  (  Sera tus  enam puluh  de lapan  r ibu  
rup iah  )
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